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ABSTRAK

Nama : DWIRETNANINGTYAS
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Judul : Analisis Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan dengan menggunakan Pendekatan 7-8 Mc Kinsey

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) mempunyai
tugas pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan fungsi pokok antara
lain peiaksanaan kebijakan di bidang perancangan. Kebijakan Ditjen PP di bidang
perancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan prolegnas antara lain kegiatan
penyusunan  peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, kegiatan
perancangan peraturan perundang-undangan pada Ditjen PP masih menemui banyak
permasalahan sehingga menghasilkan kinerja yang kurang optimal terkait masalah
anggaran operasional terhadap evaluasi penyempurnaan rancangan undang-undang
yang telah disusun, belum pastinya target penyelesalan penyusunan suatu rancangan
undang-undang, masih terdapat peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang
belum selesat disusun, dan kurang tenaga perancang sebagai faktor penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis bagaimana kinerja Ditjen
PP terkait dengan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal
ini, pendekatan 7-S Mc Kinsey sebagai instrumen pengukuran kinerjanya untuk
mengetahui seberapa baik suatu kinerjanya. Pendekatan 7-S Mc Kinsey dipakai
karena dapat menjelaskan model analisis efektivitas organisasi, yang terdiri dari :
stuktur (sfructure), strategi (strategy). sistem (system), nilai bersama (shared values),
keterampilan (skill), gaya kepemimpinan (sfyle), dan staf (staff). Bahwa dengan
analisis efektifitas 7-S Mec Kinsey, penulis dapat meneliti kinerja Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan dalam hal kegiatan penyusunan peraturan perundang-
undangan ditinjau dari pendekatan 7-S tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi
dalam penpelitian ini adalah pegawai Ditjen PP berjumiah 185 orang, sebagai
sampelnya berjumlah 92 orang diambil dari 50% populasi, dengan teknik penarikan
sampel menggunakan teknik acak berlapis tidak proporsional agar semua strata
terwakili.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Ditjen PP dengan
menggunakan pendekatan 7-S berdasarkan persepsi pegawai scbagian besar menilai
pelaksanaan 7-S sudah optimal. dan berdasarkan nilai (skor) jawaban persepsi
responden diperoleh kriteria pelaksanaan 7-S berada pada kriteria cukup baik.

Kata kunci:

Kinerja, struktur, sistem, strategi, nilai bersama, keterampilan. gaya kepemimpinan
dan staf.
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ABSTRAK

Name : DWIRETNANINGTYAS
Program of Study : WNational Security Studies
Title . Performance Analysis Directorate General of Laws and

Regulations by using the approach of 7-S Mc Kinsey

Directorate General of Laws and Regulations {DG) has a fundamental duty to
formulate and implement policies and technical standardization in the field of
legislation, and also carry out basic functions such as policy implementation in the
field of design. DG policy in the field of designing laws and regulations relating to
the responsibility of the Ministry of Justice and Human Rights Legislation among
other activities based on the preparation of legislation. In fact, designing activities
statutory regulations on the DG is still encountering many problems resulting in a less
than optimal performance of the related problems of the evaluation of improvement
of the operating budget bill has been prepared, definitely not the target of completion
of preparation of a draft bill, there are still implementing regulations of the Act yet
been completed, and less manpower planners as a supporting factor for the work and
functions of the organization.

Within this research, the author tries to analyze how the performance of the
DG relating to the preparation of legisiation. In this case, the approach of 7-§ Mec
Kinsey as a performance measurement instrument to determine how well a
performance. 7-S Approach Mc Kinsey used because it can explain organizational
effectiveness analysis model, which consists of: structure. strategies. systems, shared
values, skills, leadership style, and staff. That by analyzing the effectiveness of 7-S
Mc Kinsey, the author can examine the performance of the DG in terms of Jdesign
preparation of legislation in terms of the approach is 7-S.

The research approach used 1s a quantitative approach. The population in this
study were employees of the DG numbered 185 persons, as samples taken from 92
people totaling 50% of the population. with a sampling technique using lavered
random techniques in order to all strata disproportionately represented.

Results from this study concluded that DG Performance using 7-S based
approach to employee perceptions of the majority of assessing the implementation of
7-S was optimal, and based on the values (scores} obtained answers respondent
perceptions of the implementation of 7-S criterion is 11 good enough criterion.

Keywords:
structures, systems. strategics. shared values. skills. leadership stvle and staff.
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BAB 1
PENDAHULUAN

Penulisan tesis ini akan didahului dengan bab pendahuluan, yang
terdiri dari latar belakang masalah penelitian, perumusan permasalahan, tujuan

penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

I.1. Latar belakang Masalah

Tujuan pembangunan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun (RPJM) 2010-2014, khusus di bidang pembangunan hukum dan
aparatur, diarahkan pada program pembentukan hukum. Program pembentukan
hukum diberikan wewenang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kualitas peraturan perundang-
undangan dan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana
target pembangunan untuk tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun
2010-2014.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran strategis
dalam merealisasikan tujuan dari pembentukan hukum nasional tersebut yakni
pembentukan hukum nasional di bidang peraturan perundang-undangan, serta
sekaligus sebagai koordinator dalam penyusunan Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) di lingkungan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan peran
Kementerian Hukum dan Hak Asast Manusia tersebut, maka unit organisasi yang
diberikan tanggung jawab besar di bidang peraturan perundang-undangan dalam
proses pembentukan peraturan perundang-undangan (lew making process) dan
proses litigasi peraturan perundang-undangan (fudicial review) sekaligus sebagai
pelaksana teknisnya adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kementerian Negara Republik

Indonesia jo. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor
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M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kehakiman dan HAM.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
pokok merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan fungsi pokok
antara lain pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi. publikasi,
kerjasama dan pengundangan peraturan perundang-undangan, litigasi perundang-
undangan serta fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan. Kebijakan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di bidang perancangan antara
fain berupa penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur
perencanaan, metode, teknik perancangan peraturan perundang-undangan,
pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan
pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan kegiatan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan di bidang perancangan peraturan perundang-undangan didasarkan atas
program legislasi nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum
dan HAM. Hal ini didasarkan atas ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61
Tahun 2005 tentang Program Legislasi Nasional yang memuat bahwa
perencanaan pembentukan undang-undang dilaksanakan berdasarkan program
legislasi nasional, dan penyusunan perencanaan pembentukan rancangan undang-
undang di lingkungan instansi pemerintah disesuaikan dengan lingkup bidang
tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM
selain sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembentukan Rancangan
Undang-Undang (RUU) juga sekaligus scbagai salah satu pemvrakarsa,
bertanggung jawab sejak saat perencanaan, sampai dengan pengundangannya
termasuk didalamnya pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi ran-
cangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah agar dapat dibentuk
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas. prinsip-prinsip dan
teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Kegiatan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di bidang

perancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab
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Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan prolegnas antara lain kegiatan
penyusunan peraturan perundang-undangan. Tabel berikut ini adalah gambaran
kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan RUU dan RPP pada tahun
2009 yang dapat diketahui dalam data laporan tahunan Direktorat tahun 2009
sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
yang telah dilaksanakan dalam tahun 2009

Not = . RUW - No - RPP

1. Perampasan Asel i Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman

2. | Bantuan Hukum. 2. | Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan dan Pemisahan
Peeseroan.

3. | Pengadilan Anak. 3. | Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Diskriminasi Ras dan Etnis.

4, | Perlindungan dan Pemanfaatan | 4. | Tata cara Pengajuan dan Pemakaian
Kekayaan Intelektual Ekspresi Nama Perseroan.

Budaya Tradisional.
5. | Perubahan atas LU Nomor 10 5. | Perubahan Peraturan Pemerintah

Tahun 2004 tentang Pemben- Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab
tukan Peraturan Perundang- Undang-Undang Hukum Acara
undangan. Pidana.

6. | Perubahan atas UIU Nomor 14 | 6 | Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 2001 tentang Paten. i Nomor 5 Tahun 1999 tentang

i Larangan Prakiek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Schat.

7. | Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain [ndustri.

8. | Perubahan atas Ul Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek,

9. | Perubahan atas UU Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
10. | Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik [ndonesia '
dengan  Pemerintah Daerah
Khusus  Hongkong  RRC
tentang Bantuan Hukum
Timbal Balik dalam Masalah
L Pidana.

Sumber : Laperan tahunan Ditjen PP tahun dnm_aran 2009

Selain kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, salah satu
gambaran kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan
pembahasan RUU tahun 2009 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum

dan HAM. Ini dapat diketahui dalam data prolegnas RUU prioritas tahun
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anggaran 2009 untuk dilakukan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari Data yang akan disajikan, akan diketahui bahwa masih terdapat beberapa

RUU yang belum selesai dibahas di DPR yang kemudian akan dimasukkan dalam

prioritas tahun 2010, dan terdapat beberapa RUU yang telah selesai dibahas dan

menjadi undang-undang, serta terdapat pula RUU yang masih diproses untuk

dilakukan penyempurnaannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Data tersebut

disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Program Legislasi Nasional RUU prioritas Tahun anggaran 2009
No. RUU Status Keterangan
1. [ Kiab Undang-Undang Hukum | Prioritas Tahun | Telah disampaikan
Pidana 2010 kepada Prestden
2. | Hukum Acara Pidana Prioritas Tahun | Telah disampaikan
2010 kepada Presiden
3. | Transfer Dana Prioritas Tahun | Telah disampaikan
2010 kepada Presiden
4. | Pengadilan Anak Kemenkumham
5. | Pemberantasan Tindak Pidana | Prioritas Tahun | Telah disampaikan
Korupsi 2010 Presiden Kepada
DPR
6. | Lambang Palang Merah Pembahasan
TingkatI |
7. | Perubahan atas Undang-Undang Prioritas Tahun Pembahasan
I&Iom_or 22 tahun 2002 tentang 2010 Tingkat |
rasi
8. | Keimigrasian Prioritas Tahun Pembahasan
2010 Tingkat |
9. | Narkotika UU No. 35 Tahun
2009
10. | Perubahan Atas Undang-Undang | Prioritas Tahun Pertbahasan
lentang Pencegahan dan 2010 Tingkat |
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Pencucian Uang
11. | Pengesahan Protocol to FPrevent, UU No. 14 Tahun
Suppress and Punish Trafficking 2009
in Persons, especially Women and
Children,  Supplementing  The
United Nations Conven! Againts
Transnational  Organized Crime
(Protokol  untuk  Mencegah,
Menindak, dan  Menghukum
Perdagangan  orang, terutama
perempuan dan anak-anak,
melengkapi Konvensi PBB
Meneniang Kejahatan
Transnasional Terorganisir)
12. | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi UU No. 46Tahun
2004

Sumbc‘r: Subdit Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Perancangan Ditjen PP 2009
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Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka
mewujudkan tugas dan fungsi pokok yang diemban, harus memiliki kinerja
(performance) agar tugas dan fungsi pokoknya dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Samsudin
kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai sescorang, unit atau
divist dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan (Samsudin (2005:159).
Adapun kemampuan untuk melaksanakan kinerja didukung dengan sumber daya
manusia yang profesional dan tersedianya sarana yang memadai agar tugas dan
fungsi Fhususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bisa
berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan datam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut melibatkan
atau berkoordinasi dengan kementerianflembaga pemerintah non kementerian
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ini berkaitan dengan pemahaman
tentang substansi suatu peraturan perundang-undangan yang biasanya lebih
dipahami oleh lembaga-lembaga teknis yang menangani bidang-bidang yang
bersangkutan, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
selalu memerlukan campur tangan dari berbagai pihak yang erat kaitannya dengan
substansi yang akan dirumuskan dan diatur (Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S,
2007).

Kinerja organisasi berhubungan erat dengan sasaran organisasi sebagai
keadaan/kondisi yang ingin dicapai. Menurut Prawirosentono (1999) Performance
(kinerja) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sumber daya manusia atau
sekelompok orang dalam suvatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sasaran
pembentukan peraturan perundang-undangan ditujukan  untuk menciptakan
kualitas peraturan perundang-undangan vang baik agar kepastian hukum dapat
dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten. Pada
saat ini, masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan vang tidak sesuai
dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan
kurang sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan vang berdampak

meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan. baik dalam
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bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di
Mahkamah Konstilusi atau Mahkamah Agung (Renstra Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2010-2014).

Sebagai salah satu unit organisasi Kementerian Hukum dan HAM di
bidang peraturan perundang-undangan diharapkan Direktcrat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dan didukung unit-unit kerja yang ada di bawah serta
pemahaman sasaran pembentukan hukum nasional, akan mampu memberikan
kinerja yang lebih optimai. Sasaran yang ingin dicapal organisasi akan
membentuk ambisi organisasi dan pada akhirnya akan memiliki dampak penting
untuk anggota organisasinya untuk saling bekerjasama mencapai tujuan maka
akan menghasilkan Kinerja yang optimal. Kinerja bisa diketahui hanya jika
individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan. Kriteria ini
berupa tujuan-tujuan atau target-target vang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan
atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui
karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, 2006).

Pada kenyataannya, kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan
pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan masth menemui banyak
permasalahan sehingga menghasilkan kinerja yang kurang optimal:

1. masih kurangnya anggaran operasional yang dialokasikan untuk evaluasi
penyempurnaan RUU yang telah masuk dalam dafiar prolegnas tahun 2009
dan untuk dibahas bersama dengan DPR, namun kenyataannya pada tahun
tersebut tidak sempat dibahas di DPR, dan pada akhirnya RUU tersebut akan
dimasukkan dalam dafiar prolegnas di tahun 2010. Sebelum dibahas di DPR,
RUU terlebih dahuiu dilakukan penyempurnaan oleh Kementerian Hukum dan
HAM yakni dilakukan evaluasi kembali terhadap RUU tersebut, baik dari
aspek redaksional maupun substansi dikaitkan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Beberapa RUU tersebul
adalah antara lain. RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. ini dapat dilihat dari data perkembangan pembahasan RUU per
Januari-Maret 2010. Tabel berikut ini adalah penggambaran beberapa masalah
vang terkait dengan pembahasan RUU.
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Tabel 1.3
Perkembangan Pembahasan RUU yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Hukum dan HAM per Januari-Maret 2010

No. | RUU yang akan dibahas di DPR Keterangan

I. | RUU  tentang  Pemberantasan [« RUU tersebut disampaikan oleh Menteri

Tindak Pidana Korupsi Hukum dan HAM kepada Presiden dengan
Surat Nomor: M.HH.PP.02.03-03 tanggal
15 Januari 2010;

* Menteri Sekretaris Negara dengan Surat
Norior: B-106/M.5esneg/D-4/01/2010
tanggal 26 Janwari 2010 mengirimkan
kembali RUU tersebut kepada Menteri
Hukum dan HAM untuk dimintakan paraf
pada iiap lembar halamannya.

» Menteri Hukum dan HAM telah
mengirimkan kembali RUU yang telah
dibubuhi paraf pada tiap lembar halamannya
kepada Menteri Sekretariat Negara dengan
Surat Nomor: M.HH.PP.02.03-13 tanggal 8
Februari 2010.

e Tahap  selanjutnya  yakni  Presiden
mengirimkan  RUU  tersebut  kepada
Pimpinan DPR sekaligus menunjuk Menteri
untuk mewakili Presiden dalam pembahasan
RUU tersebut di DPR-RI.

2. | RUU tentang Perubahan atas |e RUU tersebut telah disampaikan oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun | Menteri Hukun dan HAM kepada Presiden

2002 tentang Grasi dengan Surat Nomor: M.HH.PP.02.03-31
taniggal 30 Desember 2009.

» Menteri Sekretaris Negara dengan Surat
Nomor: B-12/M.Sesneg/D-4/01/2010
tanggal 11 Januari 2010 mengirimkan
kembali RUU tersebut kepada Menteri
Hukum dan HAM untuk dimintakan paraf
pada tiap lembar halamannya.

e Menteri  Hukum dan  HAM  telah
mengirimkan kembali RUU yang telah
dibubuhi paraf pada tiap lembar halamannya
kepada Menters Sckretaris Negara dengan
Surat Nomor: M.HH.PPE.02.03-06 tanggal
|8 Januari 2010.

e Tahap  selanjutnya  yakni Presiden
mengirimkan ~ RUU  tersebut  kepada
Pimpinan DPR sekaligus menunjuk Menteri
untuk mewakili  Pemerintah  untuk
membahas RUU tersebut di DPR-RI.

3. | RUU tentang Keimigrastan

RUU tersebut  telah disampaikan oleh
Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden
dengan Surat Nomor: M.HH.PP.02.03-02
langgal 15 Januari 2010.

« Menteri Sekretaris Negara dengan  Surat
Nomor: B-108/M.5esneg/D-4/01/2010
tanggal 26 Januari 2010 mengirimkan
kembali RUU tersebut kepada Menteri
Hukum dan HAM untuk dimintakan paraf
pada tiap lembar halamannva.
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» Menteri  Hukum dan HAM  telah
mengirimkan kembali RUU yang telah
dibubuhi paraf pada tiap lembar halamannya
kepada Menteri Sekretariat Negara dengan
Surat Nomor: M.HH.PP.02.03-12 tanggal 8
Februart 2G10.

Tahap  selanjutnya  yakni Presiden
mengirimkan ~ RUU  tersebut  kepada
Pimpinan DPR sekaligus menunjuk Menteri
untuk  mewakili Pemerintah  untuk
membahas RUU tersgbut di DPR-RI.

RUU tentang Transfer Dana

» RULI tersebut telah disampaikan oleh
Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden
dengan Surat Nomor: M.HH.PP.02.03-04
tanggal 15 Januari 2010,

Menteri Sekretaris Negara dengan Surat
Nomor: B-102/M.Sesnecg/D-4/01/2010
tanggal 26 Januari 2010 mengirimkan
kembali RUU tersebut kepada Menteri
Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi
dan Informatika untuk dimintakan paraf
pada tiap lembar halamannya, dan RUU
tersebut saat int telah dibubuhi paraf pada
tiap lembar halamannya oleh kedua Menteri
tersebut dan telah disampaikan kembali
kepada Menteri Sekretaris Negara.

Tahap  selanjutnya  yakni Presiden
mengirimkan ~ RUU  tersebut  kepada
Pimpinan DPR sekaligus menunjuk Menteri
untuk  mewakili Pemerintah  untuk
membalas RUU tersebut di DPR-RI1,

RUU tentang Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana
Pencucian Uang

* RUU tersebut telah disampatkan oleh
Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden
dengan Surat Nomor: M.HH.PP.G2.03-05
tanggal 135 Januari 2010,

e Menteri Sekretaris Negara dengan Surat
Nomor: B-107/M.Sesneg/D-4/01/2010
tanggal 26 Januari 2010 mengirimkan
kembali RUU tersebut kepada Menteri
Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan
untuk dimintakan paraf pada tiap lembar
halamannya, dan RUU tersebut saat ini telah
dibubuhi paraf pada tiap lembar halamannya
oleh kedua Menteri tersebut dan telah
disampaikan  kembali kepada Menteri
Sekretaris Negara.

» Tahap  selanjutnya  yakni Presiden
mengirimkan ~ RUU  tersebut  kepada
Pimpinan DPR sekaligus menunjuk Menteri
untuk  mewakili Pemerintah  untuk
membahas RUU tersebut di DPR-RI.

RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta

» RUU tersebut saat ini masih dalam tahap
penyempurnaan oleh tim antar kemen-
terian yang diprakarsai oleh Kemen- terian
Hukum dan HAM.

RUU tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

« RUU tersebut pada tahun 2008 tclah
disampaikan oleh Menteri Hukum dan
HAM kepada Presiden dengan Surat
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Nomor: M.HH.PP.02.03-02 1anggal 21
Februari 2008 dan pada tahun 2010.

» Kementerian Hukum dan HAM melakukan
evaluasi kembali terhadap RUU tersebut,
baitk dari aspek redaksional maupun
substansi dikaitkan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan yang ada
saat ini dan kegiatan evaluasi tersebut saat
ini masih dalam tahap penyeiesaian.

8 | RUU tentang Kitab Undang-Undang [e¢ RUU tersebut pada tabun 2008 telah
Hukum Acara Pidana disampaikan oleh Menteri Hukum dan
HAM kepada Presiden dengan Surat
Nomor: M.HH.PP.02.03-22 tanggal 5

Septembey 2008.

e« Pada tahun 2010, Menteri Sekretariat
Negara dengan  Surat  Nomor: B-
158/M.Sesneg/D-4/02/2010  tanggal 4
Februari 2010 mengembalikan RUU ini
kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
dilakukan evaluasi kembali terkait dengan
masih adanya substansi yang perlu
dilakukan pengharmonisasian.

» Permasalahan Krusial yang masih
merterlukan pengharmonisasian adalah:

a. Keberadaan Hakim Komisaris dalam
RUU;

b. Mekanisme pengajuan berkas perkara
oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut
Umum:

c. Keberadaan Penyidik Pembantu;

d. Keberadaan  Koordinalor  Pengawas
PPNS;

| e. Kewsenangan penahanan.

Suntber : data subdit pembahasan ruu periode januari-maret tahun 2010

2. belum pastinya target penyelesaian penyusunan suatu rancangan undang-
undang meskipun tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kendala realitas
dilapangan seperti antara lain bobot substansi rancangan undang-undang
bersifat kompleks/berat perlu pengkajian lebih lanjut; masih ada egoisme
sektoral sejak proses penyusunan dsb, sehingga masih terdapat rancangan
undang-undang yang tetap dialokasikan dalam kegiatan penyusunan
rancangan undang-undang tahun berikutnya. Berikut ini adalah tabel kegiatan

penyusunan rancangan undang-undang tahun 2008 dan 2009.
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Tabel 1.4
Kegtatan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tahun 2008 dan tahun 2009

T. Perampasan Aset. I. Pcrathaéan Aset.

-

2. | Bantuan Hukum. Perkumpulan.

Badan Usaha di Luar PT dan

Lad

3. | Pengadilan Anak.

Koperasi.
4. | Perlindungan dan Pemanfaatan 4. | Perubahan atas UU Nomer 10 Tabun
Kekayaan Intelektual Ekspresi 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Budaya Tradisional. Perundang-undangan,

KW

Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun Daktiloskopi.
2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

un

6. | Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun | 6. | Jaminan Hipotek Kapail dan Pesawat

2001 tentang Paten, Udara.
7. | Perubahan Atas Undang-Undang 7. | Kitab  Undang-Undang  Hukum
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Perdata.

Desain Industri.

8. | Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun | 8. | Perubahan Atas Undang-Undang
2001 tentang Merek. Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri,

9. | Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun | 9. { Perubhahan atas UU Nomer 15 Tahun

2002 tentang Hak Cipta. 2001 tentang Merek.

10. | Pengesahan Persetujuan antara 10. | Perubahan  Atas  Undang-Undang
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
dengan Pemerintah Daerah Khusus Cipta.

Hongkong RRC {entang Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam Masalah
Pidana.

Sumber : Laporan Ditjen PP tahun anggaran 2008 dan 2009

3. masih terdapat beberapa rancangan peraturan pelaksana dari undang-undang
vang belum sclesai dan telap dialokasikan dalam kegiatan penyusunan
peraturan perundang-undangan. Idealnya jika undang-undang yang telah
disahkan DPR, maka peraturan pclaksana dari undang-undang tersebut segera
dibuatkan. Meskipun disebabkan berbagai kendala realitas dilapangan yang
dihadapi seperti antara lain bobot substansi peraturan pelaksana (yakni
berbentuk rancangan peraturan pemerintzh) bersifat kompleks/berat, namun
scbaiknya  penyusunannya  segera  diselesaikan  untuk  selanjutnya
diharmonisasikan dan ditetapkan menjadi perawuran pelaksana dari undang-
undang tersebut. Berikut ini adalah data tabel kegiatan penyusunan peraturan
pemerintah yang tclah dilaksanakan dalam tahun 2007 s.d 2009 tentang hal

tersebut,
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Tabel 1.5.

Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2007 s.d 2009

No Rancangan Peraturan No Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan
Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Talhun 2009 Talun 2008 Tahun 2007

1. |Pelaksanaan Undang- 1. | Pelaksanaan (Rancangan) Tata Cara Pelaksanaan
Undang Nomor 37 Tahun Undang-Undang tentang Pembebasan Bersyarat dan
2008 tentang Ombudsman INarkotika Masa Percobaan

2. |Penggabungan, Peleburan, | 2. | Jabatan Yang tidak bolech Penggabungan, Peleburan,
Pergambilalihan dan dirangkap oleh Hakim Pengambilalihan dan
Pemisahan Perseroan (UU Peradilan Agama Pemisahan Perseroan (UU

Nomor 40 Tahun 2007) Nomor 40 Tahun 2007)

3. }Pelaksanaan Undang- 3. [ Pelaksanaan RUU teniang Pelaksanaan RUU tentang
Undang Nomor 40 Tahun Lambang Palang Merah Penghapusan Diskrimina
2008 tentang Diskriminasi (RUU akan dibahas di DPR) si Ras dan Etnis (RUU
Ras dan Etnis akan dibahas di DPR)

4. | Tata cara Pengajuan dan | 4. | Pelaksanaan RUU tentang Tata cara Pengajuan dan
Pemakaian Nama Penghapusan Diskriminasi Pemakaian Nama
Perseroan Ras dan Etnis (RUU akan Perseroan (UU Nomor 40
(UU Nomor 40 Tahun dibahas di DPR) Tahun 2007)

2007)

5. | Perubahan Peraturan 5. | Pelaksanaan (Rancangan) Tata Cara Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 27 Undang-Undang tentang Jenis-Jenis Tindakan
Tzhun 1983 tentang Kitab Kitab Undang-lUndang
Undang-Undang Hukum Hukum Acara Pidana
Acara Pidana

6. [ Pelaksanaan Undang- 6. | Penggabungan, Peleburan, Pelaksanaan RUU tentang
Undang Nomor 5 Tahun Pengambilaliban dan Ombudsman (RUU akan
1999 tentang Larangan Pemisahian Perseroan (UU dibahas di DPR)

Praktek Monopoli dan Nomor 40 Tahun 2007)
Persaingan Usaha Tidak
Sehat.
7. | Pelaksanaan Tanggung Besarnya Jumlah Nilai
Jawab Sosial Perseroan (UU
Nomer 40 Tahun 2007}
8. | Tata cara Pengajuan dan Pelaksanaan Tanggung
Pemakaian Nama Perseroan Jawab Sosial Perseroan
(UU Nomor 40 Tahun 2007} (UU Nomer 40 Tahun
2007)
Pelaksanaan RUU tentang
Lambang Palang Merah
{RUU akan dibahas di
DPR)

Sumber : Laporan tahunan Ditjen PP tahun 2007 s.d 2008

Dari data tersebut. terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum selesai.

seperti peraturan pelaksana dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas masih dalam tahap penyusunan dari tahun 2007 s.d 2009, vakni

Peraturan Pemerintah tentang: Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perseroan.

Tata cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan, Penggabungan.

Peleburan. Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan.
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4. masih kurangnya tenaga perancang menjadi faktor penting penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya, sekaligus ujung tombak atau
arsitek pembangunan hukum nasional khususnya dalam menyusun atau
merancang peraturan perundang-undangan. Jika di!ihal,.rnemang secara
kuantitas  jumlah  tenaga perancang belum  memadai terhadap

penyusunan/harmonisasi peraturan perundang-undangan (dalam hal ini RUU,

RPP, RPerpres) baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan data laporan tahun

2009, tenaga perancang hanya berjumiah 21 orang. Tabel berikut ini adalah

data jumiah tenaga fungsional perancang pada masing-masing unit kerja

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang.

Tabel 1.6
Data Non Manajerial/Fungsional
Unit Kerja Perancang | Perancang | Perancang | Perancang
Pertama Muda Madya Utama

Sekretariat Ditjen - - - -
Direktorat Perancangan 6 2 - -
Peraturan Perundang-
undangan
Direktorat Harmonisasi 1 2 - -
Direktorat Kerjasama, 2 - - -
Publikasi dan
Pengundangan PP
Direktorat Litizasi PP - z - -
Direktorat Fasilitasi 5 i - -
Peraturan Daerah

Jumlah 14 7

Sumber: laporan tahunan Ditjen PP tahun 2009
Dari masalah-masalal vang telah diuratkan terscbut di atas, maka

pentingnya menganalisis kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan terutama dalam hal Kegiatan perancangan penyusunan peraturan
perundang-undangan dengan pendckatan 7-S Mc Kinsey sebagai instrumen
pengukuran kinerjanya untuk mengetahui seberapa baik suatu kinerjanya dan

guna mendapatkan masukan dan informasi vang bermanfaat untuk dapat
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1.2

I3

meningkatkan kinerja. Pendekatan 7-S Mc Kinsey dipakai karena dapat
menjelaskan model analisis efektivitas organisasi, model analisis efektifitas
tersebut terdiri atas dimensi—dimensi dasar aktivitas manajerial (The core
managerial systenty yang terdiri dari : stuktur (srruciure), strategi (strategy),
sistem {systenr), gaya kepemimpinan (style), keterampilan (skills), dan Staf
(Stafy) dan nilai-nilai yang disepakati (shared value). Bahwa dengan analisis
efektifitas 7-S Mc Kinsey, penulis dapat meneliti kinerja Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan dalam hal kegiatan perancangan penyusunan

peraturan perundang-undangan ditinjau dari pendekatan 7-S tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana disebutkan di
atas, pernyataan penclitian yang dikemukakan adalah “Bagaimana kinerja
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan

pendekatan 7-S Mc Kinsey?.”

1.3. Tujuan Peneclitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan 7-S Mc

Kinsey.

1.4, Signifikansi Penelitian

a. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun
pertimbangan Dbagi pimpinan organisasi berkaitan dengan kinerja
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

b. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk meneliti
kinerja organisasi dengan menggunakan pendekatan 7-S Mc Kinsey.

¢. Manfaat bagi peneliti
Memberikan wawasan baru dan meningkatkan pengetahuan peneliti

tentang Kinerja organisasi ditinjau dari pendekatan 7-S Mc Kinsey.
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1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub

bab yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB 1V

BAB V

: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang perimasalahan dan
perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian,

dan sistimatika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan kajian teori mengcnai organisasi publik,
kinerja organisasi publik, pengukuran kinerja individu,
pengukuran kinerja kelompok, pengukuran kinerja organisasi

publik, dan kerangka kerja 7-S Mc Kinsey.

: METODE PENELITIAN

Bab int menjelaskan mengenai metode penelitian  yang
digunakan, meliputi pendekatan penelitian, jenis penclitian,
populasi dan sampel, teknik pengumpulan data. uii validitas dan
relibialitas, model analisis, operasionalisasi konsep, anatisa data

dan keterbatasan penelitian.

: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek yang dijadikan
penelitian  yang antara fain mencakup, gambaran umum
Dirckiorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementertan
Hukum dan Hak Asasi Manusia, visi dan misi, tugas dan fungsi

serta susunan crganisasi dan sumber daya manusia.

: ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian berdasarkan pengolahan
data dari proses pengumpulan bhasil kuesioner berdasarkan
instrumen pengukuran dengan menggunakan pendekatan 7-S Mc
Kinsey guna analisis kinerja Direkiorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan beberapa teori yang berhubungan
dengan topik penelitian terdiri dari penelitian terdahulu, konsep organisasi publik,
kinerja organisasi publik, pengukuran kinerja organisasi publik dan kerangka kerja

Mc Kinsey 7-S.

2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahuiu berasal dari hasil penelitian tentang kinerja pada
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta hasil penelitian dengan

menggunakan analisis kerangka kerja 7-S Mc Kinsey.

2.1.1. Penclitian kinerja pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan

Penelitian yang mengangkat permasalahan kinerja Direktorat Jenderai
Peraturan Perundang-undangan telah dilakukan oleh mahasiswa program studi
pengkajian ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan Balance
Scorecard scbagai alat analisis. Pendekatan Balance Scorecard (BSC) merupakan
salah satu alat ukur yang secara komprehensif dapat melakukan pengukuran kinerja
organisasi pemerintahan dilihat dari kevangan dan non keuangan. Hasil penelitian
dan analisis data menggunakan dengan pendekatan BSC, kinerja Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan secara keseluruhan bernilai baik, namun masih ada
perspektil yang indikatornya perlu ditingkatkan. Matriks berikut ini adalab hasil
penelitian  kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan

menggunakan pendekatan BSC sebagai instrumen pengukurannya.
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Tabel 2.1

17

Matriks Hasil Penelitian dengan Pendekatan BSC

No Judul dan Peneliti Tujuan Penelitian Hasil Penelitian
tahun
Penelitian

1. | Pengukuran Siti 1) Mengukur kinerja | Peneliti menyimpulkan  bahwa  kinerja
Kinerja Rokhaniyah | Balance  Score | Direkiorat Jenderal Peraturan Perundang-
Organisasi card Direktorat { undangan dengan pendekatan Balance
Menggunakan Jenderal  Peratu | Scorecard adalah baik. Namun demikian,
Pendekatan ran Perundang- dari keseluruhan perspektif yang diukur
Balanced undangan Departe ! diperoleh nilai yang bervariasi dari cukup
Scorecard men Hukum dan | sampai dengan baik. Perspektif yang paling
Pada HAM (per- menonjol adalah kinerja pelanggan, sedang
Direktorat spektif keuangan, | kan perspektif yang mendapat skor paling
Jenderal perspektif pelang | kecil adalah perspektif kinerja pertumbuhan
Peraturan gan, perspektif dan pembela- jaran. Kinerja pertumbuhan
Perundang- proses internal dan pembelajaran mendapat skor baik.
undangan dan perspektif Kinerja proses bisnis internal  juga
Departemen pertumbuhan dan | memperoleh nilai baik. Pada kinerja
Hukum Dan pembelajaran). pelanggan/penerima layanan, dengan unsur
HAM R, F) Mengetahui penilaian tangibility, reliability, responsive
2007. faktor-faktor yang

dapat mentngkat
kan kinerja
Direktorat
Jenderal Peratu
ran Perundang-
undangan Depar-
temen Hukum
dan HAM., sesuai
dengan hasil peng
ukuran kinerja
dengan pendeka-

‘tan Balance Score

card.

ness, assurance, dan emphaty, mendapat skor
baik walau masih terdapat kesenjangan pada
aspek kesesuaian antara persepsi dan harapan
penerima layanan. Kinerja keuangan yang
hanya diukur menggunakan indikator
penyerapan anggaran pada tahun anggaran
2006 memperolebh skor baik (81,24%).

Hal-hal yang membedakan antara penelitian kinerja pada Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan yang akan dilakukan Peneliti saat ini dengan

penelitian kinerja terdahulu yang dilakukan oleh Siti Rokhaniyah adalah pendekatan

pengukuran kinerja yang dipakai. Penelitian kinerja terdahulu yang dilakukan oleh

Siti Rokhaniyvah menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) sebagai

pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang mana

untuk mengetahui secara komprehensif kinerja suatu organisasi dilihat dari aspek
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keuangan dan aspek non keuangan yang meliputi keuangan, kepuasan pelanggan,
proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran.

Sementara itu penelitian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan yang akan dilakukan peneliti saat ini akan menggunakan pendekatan 7-S
Mec Kinsey sebagai alat ukur analisanya dimana 7-S Mc Kinsey merupakan suatu
model analisis efektifitas organisasi yang merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi atau menentukan keberhasilan organisasi, sehingga dapat menilai
seberapa baik kinerja yang dilakukan swatu organisasi, dan dalam hal ini analisis
kinerja dengan pendekatan 7-S Mc Kinsey tersebut hanya melihat gambaran kinerja
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam kegiatan penyusunan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengukuran kinerja dengan
menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, maka variabel-variabel yang akan
diteliti pun akan berbeda. Variabel-variabel dengan pendekatan BSC terdiri atas
aspek keuvangan, pelanggan, proses intermal bisnis, serta pertumbuhan dan
pembelajaran. Sebaliknya variabel-variabel dengan menggunakan pendekatan 7-5
mC kinsey terdiri atas struktur, strategi, sistem, nilai bersama, keterampilan, gaya

kepemimpinan dan staf.

2.1.2. Penelitian dengan Pendekatan Kerangka Kerja 7-8§ Mc Kinsey

Beberapa penelitian dengan pendekatan kerangka kerja 7-S Mc Kinsey telah
dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP, Universitas
Indonesia. Matriks berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang terkait dengan

pendekatan kerangka kerja 7-S Me Kinsey.

Universitas Indonesia

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010



Tabel 2.2

Matriks Hasii Penelitian dengan Pendekatan Kerangka Kerja 7-S Mc Kinsey

No Judul dan Peneliti Tujuan Penelitian Hasil Penelitian
Tahun
Penelitian

1. | Analisis Lidya untuk menjelas Peneliti menyimpulkan diantaranya secara
Hubungan Nilai | Rosenanda. | kan hubungan parsial, yakni variabel ‘gaya kenemimpi-
Bersama antara strategi, nan’, ‘staf”, dan ‘strategi’ memihki
dengan sistem, struktur, | hubungan yang signifikan dengan nilai
Kerangka Kerja gaya kepemimpi- | bersama yang dimiliki pegawai di Ditjen
Tujuh S Kinsey nan, staf, dan HAM, scdangkan tiga variabel independen
pada Direktorat ketrampilan ter lainnya, yaitu variabel ‘ketrampilan’,
Jenderal HAM hadap nilaj ber ‘sistem’, dan C‘struktur’  tidak  memiliki
Kementerian sama di Ditjen hubungan yang signifikan dengan variabel
Hukum dan HAM. ‘nilai bersama’.

HAM, 2009.

2. | Analisis Ardli untuk mengetahui | Peneliti menyimpulkan bahwa  organisasi
Organisasi Nuryadi bagaimana Mah- | Mahkamah Konstitusi berdasarkan model 7-
Mahkamah Kamah Konstitu- | S Mc Kinsey, dalam hal sistem, menerapkan
Konstitusi si membangun or | sistem organisasi yang mengutamakan
berdasarkan ganisasi sehingga | prinsip Kketer bukaan; dalam hal strategi,
Model 7-S menjadi organisa- | secara tegas melakukan positioning scbagai
McKinsey si birokrasi yang | lembaga peradilan yang bersih. transparan,
Framework, kredibel dan ber- | modern dan berorientasi pada pelayanan;
2009, hasil menerapkan | dalam hal struktur, memiliki struktur

prinsip-prinsip
good governance
berdasarkan mo-
del Mc Kinsey 7-
S Framework

organisasi yang sangat ramping, baik dari
segi jabatan eselon maupun segi jumlah
pegawai; dalam hal gaya kepemimpinan, saat
ini lebih dominan dengan gaya directive
leadership.

Lebih lanjut dalam hal staf, menerapkan
standar kualifikasi yang cukup tinggi agar
setiap pegawai mampu melaksanakan lebih
dari satu tugas (mmdti rasking), dalam hal
keterampilan, memberikan porsi perhatian
vang cukup besar terhadap pengembangan
SDM pegawai melalui berbagai program,
mutai dari diklat, seminar, rintisan gelar,
maupun magang dan tugas belajar ke negara
lain; dalam hal nilat bersama, kekuatan
utama ntlai-nilai yang menjadi landasan
berperilaku para pegawai adalah visi dan
misi organisasi yang kemudian diaplikasikan
melalui  perilaku  sehari-hari  dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu rasa kebersamaan yang muncul
berupa “kekeluargaan” dan “pertemanan”
merupakan nilai lainnya yang menjadi
perekat pola interaksi dan koordinasi di
antara pegawai.
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Reformasi Florentina Menganalisis Berdasarkan analisis kerangka kerja “Seven-
Pelayanan PT. | Ratih reformasi S Mc Kinsey yang terdiri dari dimensi
PLN, 2008. Wulandari pelayanan PLN struktur, dimensi sistem, dimensi staf,
Ciracas di dimensi kcterampilan, dimensi strategi dan
wilayah kerja dimensi nilai-nilai  bersama, terhadap
Area Pelayanan reformast pelayanan yang dilakukan oleh
PLN Ciracas PLN Area Pelavanan Ciracas, masih belum
ditinjau dari berjalan baik.
Konsep Seven S’s
Mc Kinsey
Analisis Severn | Posman Menganalisis Peneliti menyimpulkan, dari analisis seven S
S terhadap Sitorus faktor-faktor terhadap efektifitas kinerja Pemungutan
Efektifitas efektifitas Pajalk oleh Unit PKB dan BBN-KB Jakarta
Pemungutan Pemungutan Selatan:
Pajak oleh Unit Pajak oleh Unit 1. Strategi pemungutan belum efektif karena
PKB dan BBN- Pajak Kendaraan belum semua tahapan pemungutan
KB Jakarta Bermotor dan ditaksanakan.
Selatan, 2004 Bea Balik Nama- | 2. Struktur organisasi sebagaimana tertuang
Kendaraan dalam SK Gubernur No. 147 Tahun 2002
Bermotor di belum dapat secara efektif menampung
kantor samsat amanat Perda No. 4 Tahun 2002 tentang
Jakarta Selatan KPUD.
dengan pola 78 3. Sistem informasi pengelolaan PKB dan
BBN-KB telah menggunakan teknologi
elektronik (komputerisasi) secara on line
belum berjalan efektif.

4. Gaya kepemimpinan pengelolaan PKB
dan BBN-KB cenderung berorientasi pada
hasil.

5. Jumlah pegawai pengelolaan PKB dan
BBN-KB sudan cukup namun karena
pekerjaan yang monoton mengakibatkan
adanya keinginan untuk pindah pada unit
lain di lingkungan Dipenda DKI Jakarta

6. Keterampilan dalam hal pendidikan dan
pelatihan vang diperfukan oleh pegawai
sudah cukup memadai.

7. Nilai-nilai yang dikembangkan terutama
nilai-nilai yang tertuang dalam renstra
Dipenda periode 2002 s. d 2006 adalah
kejujuran, profesionalisme, kerja sama
dan kebersamaan belum berkembang.

Analisis Seven [ Elfida Untuk Peneliti menyimpulkan:

S pada Badan menganalisis pola | 1. BPKD belum memiliki strategi dalam
Pengelola seven s dan pengelolaan pajak daerah ditandai belum
Keuangan kinerja BPKD ada perencanaan strategi, perencanaan

Daerah (BPKD)
dalam
Pengelolaan
Pajak Daerah di
Kabupaten
Tangerang,
2002.

dalam
pengelolaan pajak
di kabupaten
Tangerang

yang disusun hanyalah perencanaan
operasional.

2. Struktur organisasi belum menampung
semua kebutuhan di bidang pengelolaan
pajak daerah karena struktur cenderung
fungsional.
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3. Sistem administrasi pengelolaan pajak
belum sepenuhnya mengacu kepada
Keputusan Mendagri No. 43/1999.

4. Perilaku pimpiran dalam pengelolaan
pajak daerah masth mengikuti pola
keseimbangan antara tugas dan hubungan
kerja dengan bawahan.

5. Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan
staf terutama bagi yang status honor
daerah/tenaga harian lepas.

6. Keterampilan yang dimiiiki  personil

cukup terbatas terutama yang
berpendidikan di bidang perpajakan dan
akutansi.

7. Organisasi belum memiliki nilai-nilai
kebersamaan sebagai budaya kerja
ditandai masih kurangnya kedisiplinan,
loyalitas dan kejujuran dalam bekerja.

Dengan demikian jelaslah berbagai hasil penelitian dengan pendekatan 7-S
Mec Kinsey membantu menganalisis kinerja organisasi pemerintah, diantaranya pada
Diyjen HAM membaniu menganalisis hubungan antara strategi, sistem, struktur, paya
kepemimpinan, staf, dan ketrampilan terhadap nilai bersama dalam kerangka 7S Mc
Kinsey, sedangkan pada Mahkamah Konstitusi bermanfaat sebagai bahan evaluasi
dalam pelaksanaan tata kelola pemerintali sehingga menjadi dasar peningkatan
Kinerja organisasi. Selanjutnya pada organisasi PLN membantu menyoroti reformast
pelayanan yang dilakukan PLN khususnya di Area pelayanan Ciracas. Sementara itu
pada pemerintah daerah, yakni pada Dinas Pendapatan Dacrah Propinsi DKI Jakarta
dapat membantu memberikan masukan efektifitas pemungutan pajak oleh Unit PKB
dan BBN-KB kantor samsat Jakarta Selatan, dan pada pemerintah daerah kabupaten
tangerang juga membantu memberikan masukan di bidang pengelolaan pajak daerah
dalam upaya meningkatkan {mengoptimalkan) pajak daerah.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut baik dilihat dari topik maupun
substansi penelitian, maka penelitian yang dilakukan peneliti ini tidak ada kaitan
langsung dengan penelitian sebelumnya. meskipun memiliki persamaan dengan
menggunakan pendekatan Kerangka Kerja 7-S Mc Kinsey. Hal-hal yang

membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian vang akan dilakukan oleh
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peneliti saat ini bisa dilihat dari berbagal aspek antara lain jenis penelitian atau
metode pengumpulan data.

Penelitian tentang analisis Hubungan Nilat Bersama dengan Kerangka Kerja
Tujuh S Kinsey pada Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, 2009
oleh Lidya Rosenanda, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian asosiatif yang
bersifat sebab-akibat (kausal), dimana analisis 7-S Mc Kinsey digunakan untuk
membuktikan ada tidaknya hubungan antara unsur struktur (s7ructure), strategi
(strategy), sistem (system), keterampilan (skill), gaya kepemimpinan (style), dan staf
(staff) terhadap nilai bersama (shared values) di Ditjen HAM, sehingga ada saling
keterkaitan secara kausalistis antara ke-6 unsur yang pada akhirnya berpengaruh pada
keberadaan nilai bersama.

Penelitian tentang analisis Organisasi Mahkamah Konstitusi berdasarkan
Model 7-S McKinsey Framework, 2009 oleh Ardli Nuryadi. Berdasarkan tesis yang
ditulis, tipe penelitian yang dipakai adalah deskripsi terapan dengan menekankan
pada jenis penelitian kasus yakni penelitian ini unfuk mengetahui bagaimana
Mahkamah Konstitusi membangun organisasi sehingga menjadi organisasi birokrasi
yang kredibel dan berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance berdasarkan
model 7-S Mc Kinsey Framework, sekaligus penelitian ini berusaha memaparkan
keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan tata kelola
organisasi yang baik. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode campuran (mix
method) dalam pengumpulan data terutama melalui teknik wawancara dan kuesioner,
sehingga data yang dihasilkan adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

Selanjutnya penelitian tentang Reformasi Pelayanan PT. PLN, 2008 oleh
Florentina Ratih Wulandari, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif,
dimana analisis 7-S dipakai untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan
reformasi pelayanan PLN Area pelayanan Ciracas, dan menggambarkan prestasi apa
yang sudah diraith dengan pelaksanaan reformasi pelayanan tersebut serta
menggambarkan kendala-kendala dilapangan yang dihadapi oleh PLN Area
Pelayanan Ciracas sehubungan dengan reformasi pelayanannya. Dan dalam penelitian

inl, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuantitatif sebagai metode
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utama penclitian, sehingga data kuantitatif otomatis menjadi data yang utama
sedangkan data kuahtatif menjadi data pelengkap atau penunjang, sehingga
pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam.

Kemudian penelitian tentang analisis Seven S terhadap Efektifitas
Pemungutan Pajak oleh Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan, 2004, berdasarkan
tesis yang ditulis, penelitian yang dilakukan menggunakan survey untuk mengetahui
keadaan atau gambaran pola Seven S dan kinerja BPKD dalam pengelolaan pajak
daerah. Metode pengumpulan data melalui wawancara da kuesioner. Dan untuk
penelitian tentang Analisis Seven S pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Tangerang, 2002 oleh Elfida, metode
penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data
melalui interview (wawancara} dan studi kepustakaan.

Sebaliknya pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, jenis penelitian yang
dipakai adalah penelitian deskripstif, dimana analisis 7-S Mc Kinsey digunakan untuk
mengetahul gambaran kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mana ke-7 unsur
struktur, strategi, sistem, nilai bersama, keterampilan, gaya kepemimpinan dan staf
tidak ada saling keterkaitan secara kausalistis, schingga unsur 7-8 tersebut yang ada
berdiri sendiri-sendiri. Dan dalam penelitian ini hanya akan menggunakan satu
pendekatan saja yakni pendekatan kuantitatif, dan data yang diperoleh adalah data
kuantitatif sehingga pengumpulan data hanya melalui kuesioner. Berdasarkan
kuesioner tersebut akan diperoleh data mengenai persepsi para responden terhadap
variabel-vartabel 7-S.

Namun demikian, beberapa temuan penelitian tersebut dapat memperkaya
wawasan dan substansi penelitian analisis kinerja Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dengan pendekatan 7-S Mc Kinsey yang dilakukan peneliti.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 7-S Mc Kinsey yang mana
dapat membantu menganalisis kinerja internal organisasi Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan terutama dilihat dan cfcktifitas program kegiatan

pernacangan penyusunan peraturan perundang-undangan. karena konsep dasar dari
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kerangka ini adalah sebuah model analisis efektifitas organisasi dimana terdapat tujuh
aspek internal organisasi yang disebut manajerial inti (core manajerial) sebagai salah
satu faktor-faktor yang menentukan keberhasilan organisasi dalam meningkatkan

kinerja organisasi.

2.2. Konsep Organisasi Publik

Berbicara mengenai organisasi publik tidak terlepas dari konsep dasar dari
organisasi itu sendiri sehingga terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian
tentang organisasi, dan kemudian akan dilanjutkan uraian mengenai organisasi

publik.

2.2.1. Pengertian Organisasi

Beberapa pengertian tentang organisasi telah banyak dikemukakan dalam
berbagai literature. Robbins (1990:5) mengemukakan organisasi adalah satu kesatuan
(entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif
terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atan kelompok. Definisi tersebut
mengandung beberapa unsur yaitu

1. kesatuan sosial dimana organisasi terdiri dari kelompok manusia vang
berinteraksi satu sama lain;

2. koordinasi secara sadar dimana manusia itu diatur sedemikian rupa sehingga
merupakan satu kesatuan yang berjalan ke suatu arah tertentu dalam hal ini
mengandung pengeitian manajemen;

3. batas tertentu dimana organisasi membedakan siapa anggota dan bukan
anggota, siapa yang memimpin dan siapa yang menjadi bawahan serta apa
yang menjadi wewenang, apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang
menjadi hak;

4. kesinambungan dimana organisasi dibentuk untuk jangka waktu panjang dan
dan tidak terbatas, suatu usaha yang berjalan terus dan berkembang;

5. tujuan bersama dimana organisasi ini dibentuk untuk mencapai sesuatu yang

tidak dapat dicapai oieh para anggota secara individual.
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Sutarto (2002) memaparkan organisasi adalah sistem saling pengaruh antar
orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan
demikian diketemukan adanya faktor yang dapat menimbulkan organisasi yaitu
orang-orang, kerjasama dan tujuan tertentu. Beberapa faktor tersebut tidak dapat
saling lepas berdirt sendiri, melainkan saling kait merupakan suatu kebulatan. Maka
dalam pengertian organisasi digunakan sebutan sistem yang berarti kebulatan dari
herbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu. Sementara itu Keith Davis
dan John W. Newstrom (1985) mendefinisikan organisasi adalah sistem sosial, dan
bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi didasarkan atas unsur pokok
dalam organisasi yakni orang, struktur, teknologi dan lingkungan luar.

Organisasi ditinjau dari segi dinamika dapat dikatakan sebagai proses
kerjasama yang serasi antara anggota-anggota di dalam perwadzahan yang sistematis,
formal dan hirarkhikal yang berpikir dan bertindak seirama demi tercapainya tujuan
vang telah ditentukan dengan seefisien, efektif, produktif dan ckonomis yang pada
gilirannya memungkinkan terjadinya pertumbuhan baik dalam arti kuantitatif maupun
kualitatif (Siagian, 1995:11).

Dengan demikian organisasi dapat dikatakan merupakan sarana untuk
melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai twjuan bersama

dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada.

2.2.2. Pengertian Organisasi Publik

Secara sederhana, organisasi publik dapat digambarkan sebagai organisasi
yang diadakan wuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini
menyebabkan fungsi organisasi publik adalah mengatur pelayanan yang dibutubkan
oleh masyarakat umum. Lonsdale dan Eyendi (1991:3) dalam Kusdi (2009 : 41)
berpendapat bahwa pelayanan publik: “something made avalaible to the whole of
population, and it involves thing which people can not provide for themselves, ie:
people must act collectively.”

Organisasi publik terus berkembang sciring dengan  perubaban  dan

perkembangan masyarakat sehingga sgjumlah ciri atau sifat organisasi publik dimiliki

Universitas Indonesia

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010



26

oleh organisasi bisnis, dan demikian sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan adanya
alasan-alasan faktual dari para ahli, memang secara empiris tidak ada kesulitan dalam
membedakan organisasi publik dengan organisasi bisnis, namun secara teoritis akan
mengalami kesulitan.

Menurut Kusdi (2009 : 39) alasan-alasan faktual dari para ahli diantaranya
adalah makin sering terlihatnya percampuran antara karakter publik dan bisnis pada
organisasi-organisasi modern. Dewasa ini banyak organisasi publik yang mengadopsi
cara kerja, mekanisme, proses, bahkan sirategi dan pengalaman di organisasi bisnis.
Gagasan “run government like a business™ yang diajukan oleh Osborne dan Gabler
(1999) adalah salah satu contohnya. Mereka bermaksud menyuntikan semangat
entrepreneurship ke tubuh pemerintah demi mencapai efisiensi dan efektifitas
organisasional yang lebih baik. Pada sisi sebaliknya, organisasi swasta pun tidak
steril dari pengaruh perkembangan organisasi publik. Perusahaan-perusahaan besar,
apalagi perusahaan multinasional, saat ini makin dituntut untuk menerapkan etika dan
perhatian yang besar kepada masyarakat dimana ia beroperasi. Good corporate
governance adalah istilah yang dipakai, mencerminkan seolah-olah organisasi bisnis
pun harus menerapkan suatu tanggung jawab sosial yang nyata seperti halnya badan-
badan pemerintah, atau disebut corporare social responsibility.

Perbedaan mendasar antara organisasi publik dan organisasi bisnis adalah
organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (non profit),
sedangkan organisasi bisnis berorientasi pada keuntungan semata (profit).
Pembedaan ini masihlah sangat sederhana.

Adapun Kusdi (2009 : 44) menjelaskan perbedaan antara organisasi publik
dengan organisasi bisnis. Dilihat dari karakteristik lingkungan organisasi, organisasi
publik disebut sebagai “a complex and contradictionary body of analysis™ artinya
kompleksitas dan kontradiksi pada lingkungan organisasi publik pada umumnya
tinggi daripada organisasi bisnis, sehingga membutuhkan analisis yang [ebih rumit
daripada organisasi bisnis (Golemieski. 1990:127). Hal ini ditandai dengan adanya
berbagai macam stakeholders, menurut Fynn (1988:2) di lingkungan organisasi

publik terdapat kelompok-kelompok siwkeholders vang lebih luas dan beragam
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daripada organisasi bisnis. Srakeholders yang dimaksud antara lain para politisi,
pembayar pajak, pemilih, kelompok kepentingan dsb. Sementara itu, pada organisasi
bisnis hanya memperhitungkan kepentingan konsumen (yang ada maupun konsumen
potensial). Dilihat dari lingkungan otorisasi, organisasi publik untuk melakukan
sesuatu terlebih dulu harus mendapat izin atau legalitas dari lingkungan otorisasi
terutama menyangkut anggaran dan pemberian wewenang. Disamping itu, organisasi
publik juga setiap saat berada dalam pengawasan lingkungan otorisasinya. Lain
halnya dengan organisasi bisnis, lingkungan otorisasi dapat ditentukan secara pasti
misalnya komisaris atau rapat pemegang saham.

Membicarakan tentang organisasi publik akan berkaitan erat dengan
administrasi publik terutama manajemen pelayanan publik yang berusaha
memperbatki persoalan kinerja sektor publik pada vmumnya. Kritik terhadap kinerja
sektor publik yang lamban, tidak responsif dan tidak efisien bahkan kerja birokrasi
dinilai buang waktu dan anggaran memunculkan gagasan perubahan sektor publik
agar kinerja organisasi publik menjadi lebih baik dan lebih efisien. Apakah kinerja

organisasi publik itu? Berikut ini adalah konsep kinerja organisasi publik.

2.3. Konsep Kinerja Organisasi Publik

Berbicara mengenal kinerja organisast publik tidak terlepas dari konsep
kinerfja itu sendiri. Dalam konsep kinerja organisasi publik ini, akan diuraikan
terlebih dahulu mengenai pengertian tentang kinerja sebagai dasar untuk menjelaskan
konsep kinerja organisasi publik itu sendiri, dan kemudian akan dilanjutkan uraian

mengenai kinerja organisasi publik.

2.3.1. Pengertian Kinerja

Pengertian tentang kinerja berbeda-beda dalam berbagai literatur. Samsudin
(2005 : 159) memaparkan kinerja adalah pelaksanaan tugas yang dapat dicapai
seseorang, unit atau divisi dengan menggurakan kemampuan yang ada dan batasan-
batasan vang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Hal

senada juga dikemukakan oleh Prawirosentono (1999) kinerja adalah hasil kerja yang
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dapat dicapai oleh sumber daya manusia atau sekelompok orang dalam suatu
organisasi sesuail dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam
upaya mencapai tujuan organisasi.

Donelly, Gibson and Ivancevich dalam Veithzal Rivai Ahmad (2005:25)
Kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta
kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik
dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Tercapainya
tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelakwaktor yang terdapat
dalam perusahaan telah berkinerja dengan baik. Menurut Prawirosentono (1999:11)
sumber daya manusia sebagai aktor vang berperan aktif dalam menggerakkan
perusahaan/organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian kinerja
ditentukan oleh kinerja perorangan (individua! performance) atau sekelompok
perorangan/individu dar1 suatu organisasi. Kinerja perorangan dengan Kkinerja
lembaga (institusional performance) atau kinerja organisasi/perusahaan (corporate
performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain apabila kinerja
para karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan/organisasi juga baik
dan tujuan atau sasaran serta hasil pelaksanaan tugasnya pun akan dicapar dengan
baik pula.

Mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif
antara karyawan, manajer dan organisasi. Manajemen kinerja merupakan cara
mencegah kinerja buruk dan bekerja sama meningkatkan kinerja. Yang lebih penting
lagi manajemen kinerja berarti komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus
antara pengelola kinerja (penyelia dan manajer) dan anggota staf.

Menurut Amstrong (1994 : 23) manajemen kinerja adalah sebuah upaya untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan
memahami dan mengelola kinerja dalam kerangka kerja atas tujuan terencana,
standar, dan atribut/persyaratan kompetensi yang ielah disepakati bersama, sebagai
scbuah proses untuk membangun pemahaman bersama tentang apa yang akan

dicapai, dan suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan
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cara yang meningkatkan kemungkinan bahwa ia akan dicapai dalam jangka pendek
dan jangka panjang

Lebih lanjut Amstrong (1994:23) memaparkan manajemen kinerja merupakan
suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang berfokus pada tiga
hal. Pertamma bagaimauna para manajer dan pemimpin tim bekerja secara efektif
dengan orang-orang di sekitar mereka. Kedua, bagaimana individu dengan manajer
mereka dan dengan tim mereka, dan ketiga bagaimana individu dapat dikembangkan
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian (atributnya) dan tingkat
kompetensi dan kinerja prestasi, pada akhirnya manajemen kinerja adalah tentang
pekerjaan terkait pencapaian keberhasilan bagi individu-individu sehingga mereka
dapat membuat penggunaan terbaik kemampuan mereka, menyadari potensi mereka
dan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap keberhasilan organisasi.

Siagian (1995:27) memaparkar bahwa pada dasarnya, manajemen yang
berhasil mengelola organisasi dibedalkan dengan mereka yang tidak atau kurang
berhasil oleh kemampuan mereka untuk menjadikan organisasi yang dipimpinnya
menjadi organisasi berkinerja tinggi. Ciri-ciri utama organisasi berkinerja tinggi,
vaitu: pertama, organisasi berkinerja tinggi mempunyai arah yang jelas untuk
ditempuhnya. Arah tersebut tercermin pada visi yang dimiliki oleh para manajer
dalam organisasi tentang mau ke mana organisasi akan dibawa di masa depan dan
mengapa; kedua, manajemnen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi
selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan dan
keterampilan tinggi disertai oleh semangat kewirausahaan; ketiga, pada organisasi
berkinerja tinggi, para manajernya membuat komitmen kuat pada svatu rencana aksi
strategic, yaitu rencana aksi yang diharapkan membuahkan keuntungan finansial yang
memuaskan dan yang menempatkan organisast pada posisi bersaing yang dapat
diandalkan; keempat, orientasi suatu perusahaan berkincrja tinggi adalah “hasil” dan
memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektifitas dan produktivitas yang
meningkat. Bagi mereka mencapai sasaran tepat pada waktu yang ditetapkan
merupakan hal yang amat penting. Olch karena itulah mercka bersedia membayar

tinggoi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, ketcrampilan. dan kemampuan yang
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secara kualitatif memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, apabila kualifikasi
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, apalagi bila kualifikasi tersebut disertai
perilaku yang positif seperti loyalitas, dedikasi, kemauan bekerja sama dan kesediaan

menerima tanggung jawab yang lebih besar ketimbang kemampuan menuntut hak.

2.3.2. Kinerja Organisasi Publik.

Organisasi pemerintah diciptakan oleh publik, untuk publik dan memeriukan
pertanggungjawaban lerhadap organisasi tersebut, jadi keberadaan organisasi
pemerintah dipertukan untuk memenuhi kepentingan mesyarakat, mengemban misi
yang diamanatkan oleh masyarakal dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada
masyarakat (Hughes dalam buku Hasan Rachmany, 2006:87). Mengelola kinerja
yang baik dalam organisasi publik merupakan cara mencegah kinerja buruk dan
bekerja sama meningkatkan kinerja, sehingga diperlukan juga manajemen kinerja
untuk mencapai hasil yang lebih baik dari organisasi publik.

Dalam perkembangan adminisirasi pemerintah, upaya memperbaiki kinerja
organisasi publik dipelopori oleh paradigma New Public Manajement (NPM).
Paradigma ini muncul untuk menjawab kelemahan-kelemahan inefisiensi organisasi
publik. Menurut Sorensen (1993: 231-40) sebab-sebab inefisiensi organisasi publik
yakni tidak ada kompetisi produsen, kontrol anggaran kurang ketat, ukuran-ukuran
kinerja yang tidak jelas, sistem insentif yang lemah, tidak ada batasan jumlah
pegawai administrasi dan keckurangan pemimpin yang dinamis. Kelemahan-
kelemahan yang ada pada administrasi publik baik secara eksplisit maupun implisit
yang dirumuskan selale dibandingkan dengan administrasi bisnis yang dipandang
lebih efisien dan efektif.

Paradigma NPM berusaha menggunakan pendckatan sektor swasta dan
pendekatan bisnis dalam sektor publik dengan menitikberatkan perbaikan kinerja
pemerintah dengan mekanisme kerja sektor privat yang dipandang lebih unggul
dalam menciptakan pelayanan berbasis konsumen (customer oriented), hal ini dilihat
dari segi efisiensi, kecepatan pelayanan, keandalan produk, dan konsistensi dalam

menjaga mutu. Jadi organisasi publik perlu dan harus bisa mencapai efektifitas dan
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efisiensi sebagaimana dilakukan swasta sehingga perbaikan kinerja organisasi publik
bisa tercapai.

Paradigma NPM ini menimbulkan kritikan karena terlalu mengedepankan
konsep-konsep manajerial swasta dan bisnis, dalam hal kegiatan organisasi publik
juga memasuki wilayah “public interest”, pelayanan publik disini tidak dapat diukur
dengan efisiensi dan efektifitas pendekatan bisnis tapi lebih pada perscalan keadilan
kepada masyarakat seperii pada pelayanan publik sekolah, rumah sakit, perumahan
dsb, karena hal ini terkait dengan hak-hak warga negara yang scharusnya disediakan
oleh negara dan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Denhart dan
Denhart menjelaskan bahwa warga masyarakat tidak hanya menilai suatu pelayanan
publik melalui standar ketepatan waktu (vimeliness) dan keandalan (realibility),
melainkan mengehendaki pula pelayanan yang adil (defivered party) dan secara fiskal
memiliki akuntabilitas atau transparansi, dan mereka berharap ikut dilibatkan dalam
proses implementasi pelayanan publik selain masalah cutput (kualitas) dari pelayanan
yang mereka terima (Denhart dan Denhart, 2003:61 dalam Kusdi, 2009 : 53)

Sektor publik pada dasarnya tidak bisa dijalankan seperti sebuah bisnis,
seperti dikemukakan Osborne dan Gabler (2004 : 24) yakni pemerintah harus sering
memperlakukan setiap orang dengan tanpa memandang kemampuan mereka untuk
membayar atau tuntutan mereka terhadap pelayanan, oleh karena itu pemerintah tidak
bisa meraih efisiensi pasar seperti bisnis. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan
organisasi publik mungkin akan lebih menguntungkan jika dialihkan pelaksanaannya
kepada pihak swasta, dengan pengalihan tersebut maka pemerintah dapat lebih
efektif, efisien, adil maupun bertanggung jawab.

Kinerja organisasi publik ite baru dapat dikatakan berhasil apabila mampu
dalam mewujudkan tujuan akhir atau vist misinya. Tujuan dan misi utama kehadiran
organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik
(Dwiyanto, 1995). Namun demikian tujuan akhir atau visi misi organisasi itu sendiri
dapat menggabungkan aspek ekonomi dan aspek sosial. Organisasi publik biasanya
memiliki tujuan akhir yang lebih luas daripada organisasi bisnis. Sebuah perusahaan

negara harus melakukan katkulasi-kalkulasi ekonomis sebagaimana perusahaan
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swasta yakni secara operasional dijalankan secara efisien dan menganut berbagai
perhitungan ekonomis yang sama dengan perusahaan swasta, tetapi dibebankan pula
oleh pemerintah untuk mencapai sasaran lebih luas, yang biasanya meliputi
kombinasi antara aspek-aspek ekonomi dan sosial (Buckley dalam Kusdi 2009 : 56).
Permasalahan kinerja di organisasi publik pada prakteknya disebabkan
lemahnya manajemen dalam organisasi publik, secara eksplisit maupun implisit
organisasi publik dinilai lamban, tidak resnonsif dan tidak efisien bahkan kerja
birokrasi dinilai buang waktu dan anggaran, hal ini mengakibatkan perlu dilakukan
perbaikan kinerja organisasi publik baik dari aspek kondisi internal maupun kondisi
eksternal melalui penilaian kinerja organisasi. Berikut ini adalah konsep tentang

pengukuran kinerja organisasi publik.

2.4. Konsep Pengukuran Kinerja Organisasi Publik

Berdasarkan konsep kinerja yang telah disampaikan sebelumnya bahwa
kinerja organisasi memiliki hubungan yang erat dengan Kkinerja individual atau
sekelompok individu. Dengan demikian pengukuran kinerja organisasi publik tidak
terlepas pula dari pengukuran kinerja individual dan kelompok, sehingga konsep
pengukuran kinerja organisasi ini akan diawali dengan uraian mengenai pengukuran
kinerja individual dan kelompok, dan selanjutnya akan dibahas mengenai pengukuran

kinerja organisasi publik.

2.4.1. Pengukuran Kinerja Individual dan Kelompok

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan
manajemen kinerja organisasi termasuk organisasi publik. Seperti pendapat
Armstrong bahwa manajemen kinerja selain berfokus pada individu (meliputi
pegawai, manajer atau pemimpin), dan sekelompok individu (kelompok atau tim
kerja). Keberadaan individu dan sekelompok individu dalam suatu organisasi
termasuk di dalam organisasi publik. juga dapat menunjukkan bagaimana suatu

organisasi memiliki kinerja yang tinggi.
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Pengukuran atau penilaian kinerja individual dalam organisasi merupakan
suatu proses organisasi untuk menilai kinerja pegawai. Penilaian kinerja
(Performance Appraisal) menurut Mathis dan Jackson (2002:81) adalah proses
evalusl seberapa baik pegawai mengerjakan, ketika dibandingkan dengan satu set
standard dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para pegawai. Penilaian
kinerja disebut secbagai penilaian pegawai, evaluasi pegawai, tinjanan kinerja dan
penilaian hasil pedoman. Penilaian kinerja menurut Armstrong (1994:56) adalah
sebagai berikut : ukuran dihubungkan dengan hasil, hasil dapat dikontrol oleh pemilik
pekerjaan, ukuran obyektif dan observable, data dapat diukur, vkuran dapat
digunakan dimanapun. Penilaian kinerja tidak terlepas dari faktor-faktor yang
berhubungan dengan kinerja atau faktor-faktor yang mempengaruhi baik buruknya
kinerja. Menurut Spenser (1993:98) menyatakan bahwa banyak peneliti menulis
faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pegawal atau kinerja meliputi unsur-unsur
kompetensi dasar pegawai berupa orientasi pada hasil, dampak dan pengaruh,
pemikiran konseptual, pemnikiran analitis, inisiatif, percaya diri, pengertian antar
pribadi, orientasi pelayanan pelanggan, kepemimpinan, mencari informasi dan
kerjasama.

Secara rinct penilaian kinerja mempunyai indikator-indikator yang disajikan
pedoman penilaian kerja pegawai dan dijadikan pula sebagai rujukan atas hasil
penilaian kinerja. Beberapa ahli berpendapat tentang indikator-indikator yang dipakati
dalam rangka penilaian kinerja, Menurut Mondy dan Noe (1990:393) berikut ini
mengenai beberapa indikator untuk mengukur kinerja adalah quantity of work
(banyaknya pekerjaan), gquality of work (kualitas pekerjaan), job knowledge
(pengetahuan tentang pekerjaan), creativeness (kreatifitas), cooperarion (kerja samay),
dependability (dapat diandalkan), initiative (inisiatif), personel qualities (kualitas
pribadi). Pendapat lain yaitu dikemukakan oleh Mitchell dalam Sedarmayanti
(2007:259) memberikan sejumlah ruang lingkup aspek-aspek yang dinilai dalam
menilal kinerja seseorang vaitu kualitas pekerjaan (Quality of work), ketepatan
(prompmess),  inisialif  (initiative), Kkemampuan (ca;m:’n';’.ff_r} dann  komunikasi

(capabitin®) dan komunikasi (communication).
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Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan
organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui
kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Bernardin dan
Russel ( 1993:379 ) “4 way of measuring the contribution of individuals to their
organization”. Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu
(karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja.

Pengukuran kinerja kelompok formal dalam organisasi tidak terlepas dari
indikator-indikator dari tim yang efektif. Menurut Robbins (3006:356) tim kerja
adalah kelompok dimana individu menghasilkan tingkat kinerja vang lebih besar
daripada jumlah masukan individu tersebut. Sedangkan kelompok kerja tidak perlu
atau tidak punya kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang menuntut upaya
gabungan. Jadi kinerja mereka hanya sekedar jumlah kinerja yang disumbangkan
oleh masing-masing individu anggota kelompok. Tidak ada sinergi posistif yang akan
menciptakan tingkat kinerja yang lebil besar daripada jumlah input. Sementara itu
tim kerja membangkitkan sinergi positif lewat upaya terkoordinasi. Upaya-upaya
individual mereka menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah
input masing-masing individu. Dengan demikian beberapa indikator untuk mengukur
kinerja tim kerja dapat diidentifikasikan melalui faktor-faktor yang berhubungan
dengan efektifitas tim. Menurut Robbins (2006:363) umumnya konsep efektifitas tim
mencakup ukuran subyektif atas produktifitas tim, penilaian manajer atas kinerja tim
dan vukuran keseluruhan atas kepuasan anggota. Lebih lanjut Robbins mengemukakan
efektifitas tim adalah sebagai berikut:

1. Rancangan pekerjaan, Tim-tim yang efektif perlu bekerja bersama dan
memikul tanggung jawab kolektif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang
penting. Mereka harus lebih dari sekedar tim. Kategori rancangan kerja
meliputi variabel-variabel seperti kebebasan dan otonomi, peluang uniuk
menggunakan keterampilan dan bakat yang berbeda, kemampuan untuk
menyelesaikan semua tugas atau produk yang dapat diidentifikasikan, dan
mengerjakan tugas atau provek yang mempunyai dampak besar pada yang

lain. Karakteristik-karakteristik ini meningkatkan motivasi anggota dan
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meningkatkan efektifitas tim. Dan karakteristik rancangan kerja ini
menimbulkan motivasi karena meningkatkan rasa tanggung jawab anggota
dan kepemilikan atas pekerjaan dan karena membuat pekerjaan menjadi lebih
menarik untuk dilakukan.

Komposisi. Kategori in1 mencakup variabel-variabel yang berhubungan
dengan cara pengisian staf ke dalam tim. Karakteristiknya dilihat dari
pertama, kemampuan anggota, agar dapat bekerja secara efekiif, tim menuntut
tipe keterampilan yang berbeda berupa keterampilan teknis, keterampilan
pemecah masalah dan pengambilan keputusan dan keterampilan antar pribadi;
kedua, kepribadian, dalam hal ini terkait dengan keterbukaan, kemampuan
untuk bersepakat, kehatian-hatian dan kemantapan emosi; kefiga mengalokasi
peran dan keragaman; keempat, ukuran tim, dalam merancang tim yang
efektif, para manajer harus menjaga agar jumiahnya tetap dibawah 10; kelima,
fleksibilitas anggota yang dapat saling membantu menyelesaikan tugas;
keenam, kelebih-sukaan anggota, tim kerja yang berkinerja tinggi cenderung
terdirt dari orang yang lebih menyukai bekerja sebagat bagian dari kelompok.
Konteks. Empat faktor yang paling erat berhubungan dengan Kkinerja tim
adalah sumberdaya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim
kepercayaan dan evaluasi kinerja serta sistem imbalan yang mencerminkan
kontribusi tim.

Proses. Termasuk karaktersitik disini adalah komitmen anggota terhadap
tujuan bersama, penetapan tujuan tim yang spesifik, kehebatan tim, tingkat

konflik yang dikelola, dan minimalisasi kemalasan sosial.

2.4.2. Pengukuran Kinerja Organisasi Publik

Pengukuran kinerja organisasi merupakan salah satu faktor yang penting

dalam suatu organisasi/perusahaan. Pada umumnya pengukuran kinerja organisasi

merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan

arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasi! yang ditampilkan berupa produk, jasa atau

suatu proses. Pada organisasi swasta, ukuran kinerja berupa laba, sedangkan
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organisasi publik menilai keberhasilan organisasi berdasarkan tujuan utamanya yakni
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu output organisasi sektor publik
tidak berwujud barang atau produk fisik tetapi berupa pelayanan. (Mahsun, 2006:21).
Menurut Dwiyanto (1995:1) berpendapat bahwa kesulitan dalam pengukuran kinerja
organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik
seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi
publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang
organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki
kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja
organisasi pubik dimata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda.

Pengukuran kinerja organisasi harus dikembalikan kepada apa alasan dan
tujuan dari dibentuknya organisasi baik orgamisasi publik maupun organisasi bisnis.
Untuk organisasi swasta tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan
menghasilkan produksi barang dan jasa, maka ukuran Kkinerjanya diantaranya
seberapa besar ia mampu berproduksi (productivity) atau seberapa besar keuntungan
yang berhasil diraih (economy). Sedangkan dalam organisasi publik sendiri masih
sulit menemukan alat/indikator yang sesuai untuk mengukur kinerja (Fynn, 1986;
Jackson and Palmer, 1992 dalam Bryson, 1995).

Pengukuran kinerja pada sektor swasta selain digunakan untuk menilai
keberhasilan perusahaan, juga dapat digunakan sebagal dasar untuk menentukan
sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan
maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran
kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu. Pada
sektor publik, pengukuran kinerja dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan
kinerja organisasi publik baik aspek kondisi internal maupun kondisi eksternal
organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi publik tidak terlepas dari indikator-indikator
didalam usaha meneniukan bagaimana kinerja yang tinggi dalam suatu organsasi.
Drucker (1967) menunjukkan kinerja yang tepat terdiri dari dua bagian penting

cfektif dan cfesien. Efektif adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat dan
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menjadi dua tujuan yaitu tujuan harus tepat dan tujuan harus tercapai/sukses.
Sedangkan efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yaing
tersedia secara baik di dalam proses untuk mencapai sasaran. Amstrong & Angela
Baron sebagaimana dikutip oleh Hasan Rachmany (2006:2) mengatakan kinerja
organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1) faktor perscnal yang meliputi
keterampilan individu, kompetensi, motivasi dan komitmen, 2) faktor kepemimpinan
yang meliputi kualifas dorongan, pedoman dan dukungan yang diberikan oleh
pimpinan, 3) faktor tim yang mencakup kualitas dukungan yang diberikan oleh
koleza, 4) faktor sistem kerja dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi, 5) faktor
kontekstual (situsional) yang meliputi tekanan lingkungan internal dan eksternal.

Pendapat Amstrong dan Angela Baron bila dikelompokkan dapat dikatakan
bahwa kinerja organisasi dipengaruhi pertama, oleh tiga hal yaitu 1)sumber daya
vang meliputi manusia (pemimpin, karyawan, dan tum), 2)sistem (sistem kerja,
motivasi dan komitmen) dan 3)prosedur (fasilitas dan pedoman), dan yang kedua
adalah kontekstual yang merupakan tekanan dan perubahan lingkungan baik internal
dan eksternal. Kinerja merupakan faktor yang amat penting bila dilihat dari perspektif
kelangsungan hidup organisasi apalagi bila dilihat dart konteks sektor publik. Fungsi
kinerja tidak hanya sebagai alat ukur bagi keberhasilan rencana stratejik yang telah
ditetapkan sebelumnya tapi kinerja juga berfungsi sebagai saran pertanggungjawaban
organisasi kepada publik atau stakeholder.

Manfaat dilakukannya pengukuran kinerja yakni akan memberikan informasi
berkaitan dengan kinerja organisasi. Informasi yang diperoleh dari pengukuran
kinerja terkait dengan seberapa jauh tujuan, target, dan sasaran-sasaran organisasi
telah dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui
sejauhmana target-target yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai.
Pengukuran kinerja juga memberikan informasi tentang hambatan-hambatan yang
dialami dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan demikian, pada dasarnya
pengukuran kinerja dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada manajemen
untuk  mengadakan upava-upaya dalam mengatasi  kelemahan/hambatan  yang

dihadapi oleh organisasi.
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Pengukuran kinerja mempunyai manfaat untuk mengetahui tingkat

pelaksanaan kerja. Menurut T. Hani Handoko (1984: hal. 135) mengungkapkan

tentang manfaat penilaian kinerja, adalah sebagai berikut:

D
2}
3)
4)
3)
6)
7)
8)
9

perbaikan prestasi kerja;

penyesuaian kompensasi;

keputusan penempatan;

kebutuhan latihan dan pengembangan;
perencanaan dan pengembangan karir;
memperbaiki penyimpangan proses staffing;
mengurangi ketidakakuratan informasi;
memperbaiki kesalahan desain pekerjaan;

kesempatan kerja yang adil;

10) membantu menghadapi tantangan eksternal.

Menurut  Whiitaker seperti yang dikutip LAN dan BPKP (2000:3)

nienyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang

digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk

memperbaiki kinerja. Lebih rinci LAN dan BPKP (2000:3) menyebutkan bahwa

pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen untuk :

1.

Lad

N

memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk
pencapaian kerja;

memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati;

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan
dengan rencana keija serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja;
memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atau prestasi pelaksana
vang telah divkur sesual dengan system pengukuran kinerja yang telah
disepakati;

menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka

memperbaiki kinerja organisasi:
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6. mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan (penerima layanan) sudah
terpenuhi;

7. membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;

8. memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif;

9. menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan;

10. mengungkapkan permasalahan yang perlu dilakukan.

Pengukuran kineria merupakan svatu kegiatan yang sangat penting karena
dapat digunakan sebagai ukuran organisasi dalam mencapai misinya, serta sebagat
arena belajar efektif untuk melakukan perbaikan dan kemajuan organisasi ataupun
individu (Osborne & Gaebler, 1992). Penilaian kinerja pada organisasi publik dapat
meningkatkan pertanggungjawaban dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Konsep pengukuran kinerja suatu organisasi dapat menggunakan berbagai
pendekatan pengukuran kinerja, pada prakieknya pendekatan pengukuran kinerja
yang digunakan oleh sektor swasta banyak diadopsi juga di organisasi publik, teknik
pengukuran kinerja vang sering dikembangkan karena memiliki sifat yang
komprehensif antara lain Balance Scorecard, dimana merupakan suatu ukuran dalam
mewnjudkan kinerja yang menggabungkan ukuran-ukuran keuvangan dan non
keuangan agar perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik.

Disamping pendekatan Balance Scorecard yang sering dipakai sebagai
pendekatan dalam pengukuran kinerja organmisasi baik di sekior swasta maupun
sektor, namun di dalam organisasi publik perlu juga digunakan pendekatan
pengukuran kinerja dengan dimensi-dimensi dasar dari aktifitas manajerial (the core
manajerial system), dalam hal ini kerangka kerja 7-S Mc Kinsey dapat dijadikan
salah satu model analisis efektifitas organisasi publik. Kerangka kerja 7-S Mc Kinsey
ini merupakan tujuh dimensi dasar yang menggambarkan aktifitas manajerial
organisasi, yang terdiri dari: struktur (structure), strategi (strategy). sistem (system),
gava kepemimpinan {(style), keterampilan (skifls), stal (sraff) dan nilai-nilai bersama

(shared value).
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2.5. Kerangka Kerja 7-S Mc Kinsey

Berbicara mengenai kinerja suatu organisasi tidak terlepas dari konsep
efektifitas organisasi sehingga untuk menganalisis kinerja dapat menggunakan
konsep kerangka kerja 7-S Mc Kinsey, dalam hal inj kerangka kerja tersebut menjadi
alat analisa dalam penelitian ini.

Kerangka kerja 7-S Mc Kinsey yaitu sebuah kerangka kerja yang menjelaskan
model analisis efektifitas organisasi, model analisis efektifitas tersebut terdiri atas
dimensi-dimensi dasar aktivitas manajerial (7he core managerial system) yang terdiri
dari : stuktur (seructure), strategi (strategy ), sistem (system), gaya kepemimpinan
{(style), keterampilan (skills), dan staf (stqff ) dan nilai-nilai yang disepakati (shared
value). Menurut Peters dan Waterman (2007 : 37) mengemukakan:

setiap pendekatan yang cerdas dalam pengorganisasian harus mencakup, dan

saling berhubungan dengan sedikitnya tujuh variabel: struktur, strategi,

sumber daya manusia, gaya manajemen, sisiem, prosedur, dan konsep
penuntun dan nilai-nilai bersama serta kekuatan dan keterampilan korporat
saat in1 dan yang diharapkan.

Dasar pemikiran digunakannya pendckatan kerangka kerja 7-S Mc Kinsey
untuk menganalisis kinerja organisasi merujuk pada pernyataan sebuah artikel di situs
http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm, dengan judul “The Mc
Kinsey 75 Framework : Ensuring That All Parts of Your Organization Work In
Harmony” sebagai berikut:

The 78 model can be used in a wide variety of situations where an alignment
perspective is useful, for example to help you:

1) fmprove the performance of a company.

2) examine the likely effects of futwre changes within a company.

3} align departments and processes during a merger or acquisition.

4) determine how best 10 implement « proposed strategy.

Kerangka kerja 7-S Mc Kinsey didasarkan atas tujuh elemen untuk
menganalisis organisasi kearah yang efektif. Ketujuh clemen dikategorikan sebagai
elemen keras (hard elements) dan elemen lunak (soff elements). Elemen keras
merupakan elemen yang dengan mudah dapat diidentifikasi dan dipengaruhi oleh

manajemen. Elemen ini terdiri dart straregy (strategt) dan soructure (struktur). Elemen
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tunak lebih sulit untuk diidentifikasi karena sifatnya yang dinamis, selalu berubah dan
sangat bergantung pada individu dalam suatu organisasi. Elemen lunak in1 meliputi
system (sistem), shared values (nilai bersama), skills (ketrampilan), staff
(staf/personel dalam organisasi), dan sh/fe (gaya kepemimpinan). (Waferman,
2007:37).

Tabel 2.3
Elemen-elemen kerangka pikir Mc Kinsey
Hard Elements Soft Clements
Strategy Shared Values
Struktur Skill
System Style
Staf

L.
Sumbei: (hitp:/fwww.mindiools.com/pages/article/nesnSTR_81. him

Kelebihan dari kerangka kerja 7-S Mec Kinsey dalam artikel pada situs
hitp://www.mindtools.com/pages/article/mewSTR_91.htm dijelaskan bagi organisasi
yang ingin memiliki kinerja yang baik, maka tujuh elemen harus menunjukkan saling
selaras dan memperkuat karena kerangka kerja 7-S Mc Kinsey ini membantu
mengidentifikasi apa yang perlu disesuaikan untuk memperbaikt kinerja, atau untok
menjaga kinerja selama terjadi perubahan di dalam organisasi seperti restrukturisasi,
penggabungan organisasi, sistem baru, pergantian kepemimpinan, dst. Selain itu, 7-S
ini digunakan untuk memahami bagaimana elemen-elemen organisasi saling terkait,
sehingga dapat memastikan dampak [uas dari perubahan yang dibuat organisasi. Jadi
kerangka kerja 7-S Mc Kinsey membantu menganalisis situasi saat ini dan situasi
masa depan, serta mengidentifikasi kesenjangan dan ketidakkonsistenan di antara
ketujuh elemen, hal ini untuk memastikan bahwa organisast bekerja secara efektif dan
baik. Berikut ini skema kerangka pikir 7-S Mec Kinsey yang menggambarkan adanya
saling keterkaitan antar elemen-elemen yang ada dan saling memberikan pengaruh
yang kuat, dan keberadaan nilai bersama di tengah-tengah menunjukkan pentingnya

nilai bersama dalam suatu organisasi.
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Gambar 2.4
Skerna Kerangka pikir 7-S Mc Kinsey

Structure

Shared
Value

Sumber: Peters dan Watcrman, 2007

Keunggulan atau kekuatan dari kerangka kerja 7-S Mc Kinsey disebutkan
juga pada pernyataan scbuah situs http://www.12manage.com /methods 7S.html
dengan judul “7-8 Framework (M¢ Kinsey)" adalah

Strengths 7-S mode! benefits:

1) diagnostic tool for understanding organizations that are ineffective;

2) guides organizational change;

3} combines rational and hard elements with emotional and sofi
elements;

4) managers must act on all Ss in parallel and all Ss are interrelated

Poin yang perlu digali untuk memahami kondisi suatu organisasi dalam
kaitannya dengan kerangka kerja 7-S Mc Kinsey menurut artikel situs http:/www.
mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm. dan dilimpun kembali Linda

Rosenanda (2009, p. 33 — 34) adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.5
The McKinsey 75 Framework : Ensuring That All Parts of Your Organization
Work In Harmony.

Hard Elements (Elemen Keras) Soft Elements (Elemen Lunak)

Struktur Nilai Bersama

e Pembagian anggota organisasi. Keberadaan nilai utama.

¢ Gambaran hirarki dalam organisasi Keberadaan budaya organisasi.

» Koordinasi aktivitas antar berbagai Kekuatan nilai-nilai tersebut.
departemen. Keberadaan nilai-nilai fundamental
Pengorganisasian ainggota organisasi. yang dibangun organisasi.

¢ Bentuk pengambilan keputusan
{sentralisasi aiau desentralisasi,
kesesuaian dengan yang seharusnya),

e Gambaran garis komunikasi {eksplisit
atau implisit).

* & @

Strategi Gaya Manajemen

e Keberadaan strategi organisasi e Partisipasi dalam gaya

¢ Maksud/keinginan untuk pencapaian manajemen/kepemimpinan,
tujuan » Efektivitas dari kepemimpinan.
Upaya mengatasi tekanan persaingan « Kecenderungan anggota organisasi
Penanganar perubahan kebutuhan (persaingan atau kerjasama).
pelanggan * Pembagian unit-unit dalam organisasi,

¢ Penyesuaian strategi terhadap apakah berdasarkan fungsi atau sekedar
lingkungan. kelompok.

Sistem Ketrampilan/Kemampuan

s Sistem utama yang menggerakkan | ¢ Ketrampilan terkuat yang terwakili
organisasi, seperti sistem keuangan, dalam organisasifunit organisasi.
sumber daya manusia, komunikasi dan | ¢ Tingkat kesejangan antar ketrampilan/
penyimpanan dokumentasi. kemampuan.

* Kontrol dalam organisasi : monitoring | ¢ Indikator keberhasilan organisasi/unit
dan evaluasi ([etak dan meckanismenya). organisasi.

s Proses-proses dan aturan internal yang | ¢ Kemampuan pegawai untuk
dijalankan/dipelihara anggota organisasi. menyelesaikan pekerjaan.

» Monitoring dan penilaian ketrampilan/
kemampuan pegawal.

Staf

« Posisi atau spesialisasi yang terwakili
dalam unit organisasi.

» Posisi yang perlu diisi.

o Kesenjangan terhadap kompcetensi yang
dibutuhkan.

Sumber : ttp://www.mindtools.com/pages/article/newSTR _91.htm.

Dalam kerangka pikir 7-S Mc Kinsey ini akan dikemukakan penjelasan dari
berbagai literatur mengenai unsur/elemen struktur (structure), strategi (strategy).
sistem (system), keterampilan (s&ill}, nilai bersama (share values), gaya Kepennipinau

(style)} dan staf (staff).

Universitas Indonesia

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010



44

2.5.1. Struktur (structure)

Organisasi merupakan wadah yang memfasilitasi berbagai kegiatan dalam
organisasi, agar kegiatan tercapai maka dalam organisasi dibentuk struktur formal
untuk mewadahi sejumlah kegiatan dengan pengelompokan spesialisasi pekerjaan
agar terbentuk tanggung jawab di antara para anggotanya. Struktur dalam konteks
organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan kedudukan, hubungan kerja,
garis wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unsur organisasi. Cushway
{1999:165) mengemukakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka kerja yang
menjelaskan bagaimana sumber daya-sumber daya dan alur komunikasi serta
pembuatan keputusan dialokasikan dan ditangani.

Menurut Lubis dan Husein (1980: 120-121) struktur organisasi digambarkan
pada peta atau skema organisasi (organigram, organization chart). Skema organisasi
memberikan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada
suatu organisasi. Terdapat 4 (empat) komponen dasar yang merupakan kerangka
dalam memberikan definisi dar: struktur organisasi yaitu:

1. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas,
wewenang dan tanggung jawab kepada individu maupun subbagian dan
bagian-bagian pada suatu organisasi.

2. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan dan prosedur

pelaporan yang ditetapkan secara resmi pada suatu organisasi.

LR

Struktur organisasi menetapkan pengelompokkan individu menjadi organisast
dan mengelompokkan sub bagian menjadi bagian suatu organisasi yang utuh.
4. Struktur organisasi menetapkan sistem hubungan kerja dalam organisasi
seluruh kegiatan suatu organisasi, baik ke arah vertikal, horizontal.

Robbins (2008:215) mendefinisikan struktur organisasi merupakan pola
hubungan diantara unit-unit dalam organisasi dan antara anggota-anggota organisasi.
Keberadaan struktur menetapkan bagaimana cara pekerjaan dibagi. dikelompokkan,
dan dikoordinasikan secara formal sehingga pengelolaan dan pembagian pekerjaan
dapat dilaksanakan dengan jelas, siapa mengerjakan apa. serta siapa melapor kepada

siapa. Dalam pembentukan struktur sangat dipengaruhi oleh strategi, ukuran dan
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keberagaman pekerjaan dalam suatu organisasi. Sebuah struktur organisasi

mempunyat enam dimensi yakni spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai

komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi.

a.

Spesialisasi kerja alau pembagian kerja dimaksudkan sejanvhmana tugas-tugas
dalam organisasi dibagikan ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Intinya
seluruh pekerjaan tidak hanya dijalankan seorang individu, pekerjaan tersebut
lebih baik dibagi menjadi sejumiah tahap dengan melibatkan sejumlah
individu, sehingga masing-masing tahap pekerjaan tersebut diselesaikan oleh
seorang individu.

Departementalisasi merupakan pengelompokkan pekerjaan sesuai dengan
jenis pekerjaan yang sama berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan, jenis
produk yang dihasilkan organisasi, faktor-faktor geografi atau wilayah,
ataupun kategori jangkauan pelanggan.

Rantai komando merupakan garis wewenang tanpa putus dari puncak
organisasi ke jenjang yang paling bawah, dimana menjelaskan siapa
bertanggung jawab kepada siapa dan siapa yang harus ditemui ketika
menemui masalah dalam pelaksanaan tugas.

Rentang kendali (span of control), sangat penting diperhatikan di dalam
mendesain struktur organisasi karena menentukan jumlah tingkatan dan
jajaran manajer yang perlu dimiliki oleh anggota organisasi. Jika suatu
organisasi memiliki rentang kendali terlalu sempit akan mengakibatkan
organisasi menjadi kurang efisien, hal im terlithat bila jumlah manajer terlalu
besar bisa mengakibatkan rentang kendali terlalu sempit, Sebaliknya, jika
suatu organisasi memiliki rentang kendali terlalu lebar, akan mengakibatkan
organisasi menjadi tidak efektif, hal ini terlihat bila para manajer mcmiliki
bawahan dalam jumlah sangat besar, sehingga mereka tidak lagi memiliki
waktu cukup untuk memberikan dukungan kepada bawahannya.

Sentralisasi dan desentralisasi. Dalam hal ini yang dimaksud seniralisasi
adalah tingkat dimana pengambilan keputusan terkonsentrast pada satu titk

dalam organisasi. Sebaliknya desentralisasi adalah tingkatan pembuatan
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keputusan sejauh mana karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau
benar-benar membuat keputusan

f. Formalisasi merupakan membakukan seluruh pekerjaan yang ada di dalam
organisasi. Suatu pekerjaan apabila semakin formal, maka akan semakin
sedikit pula kebebasan untuk memilih apa yang harus dikerjakan, bagaimana
mengerjakannya dan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Tingkat
formalitas yang tinggi dalam organisasi, maka terdapat deksripsi tugas yang
jelas, aturan organisasi yang beragam, dan prosedur terdefinisi secara tegas.

Secara umum bentuk organisasi memiliki karakteristik tipe struktur vang
dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni strukiur mekanis dan struktur organis.
Pada struktur mekanik terdapat pengelompokkan aktivitas organisasi berdasarkan
fungsi masing-masing, adanya rantai komando yang relatif sangat panjang,
komunikasi bersifat vertikal, setiap karyawan hanya mengerjakan satu macam
pekerjaan yang berulang, dan pengambilan keputusan yang hanya dapat dilakukan
pada level atas dan bersifat fop-down. Nilai-nilai yang berkembang dalam struktur
mekanik ini adalah nilai-nilai stabilitas, orientasi terhadap pekerjaan rutin, waktu
kerja yang lama, dan berorientasi pada peraturan.

Struktur organik Pada struktur organik ini, pengelompokkan aktivitas
organisasinya berdasarkan divisi masing-masing, rantai komando relatif sangat
pendek, komunikasi bersifat lateral, karyawan tidak hanya mengerjakan satu macam
pekerjaan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan pada level organisasi yang
lebih rendah serta sangat tergantung pada komitmen karyawan. Selain itu, dalam
struktur organik terutama pada level organisasi bawah berkembang nilai-nilai cepat
tanggap, inisiatif, inovatif, dan tidak terhambat oleh peraturan sebagai akibat
diberikan kcbebasan oleh organisasi. Karakteristik struktur organik memiliki ciri-ciri
perilaku manusta yang lebih bebas, lebih banyak mempunyai inisiatif. dan lebih
mandiri.

Idealnva setiap organisasi merupakan organisasi yang inovatif didasarkan atas
struktur yang tepat. Menurut Purwanto dkk (2000:620) menvatakan bahwa struktur

yang tepal untuk organisasi yang inovatif adalah organisasi vang mempunyai
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fleksibilitas tinggi dengan ciri memiliki kompleksitas rendah, formalisasi rendah dan
sentralisasi rendah. Hal int sejalan dengan pendapat Waterman (2007 : 44) yang
menyebutkan struktur yang sederhana dan staf yang ramping sebagai salah satu dari
delapan atribut yang muncul sebagai penanda perusahaan (atau organisasi) yang

inovatif dan unggul.

2.5.2. Strategi (strategy)

Strategi adalah serangkaian arah, pola tujuan, kebijakan, program, tindakan,
keputusan atau alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Tujuen
organisasi disini merupakan tujuan yang sifatnya strategis, yaitu yang memiliki
cakupan yang luas dalam jangka waktu panjang. Strategi yang baik terdin atas
beberapa sasaran atau goals meliputi keuangan, teknologi. sumber daya manusia, dll.
Menurut Hax dan Majluf (1984) strategi didefinisikan sebagai suatu kesatuan
tindakan yang diarahkan untuk memperoleh keunggulan yang berkelanjutan terhadap
persaingan, meningkatkan posisi perusahaan dimata pelanggan, serta bagaimana cara
mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang dimiliki organisasi (Purwanto, 2007,
p.94). Menurut Daft (2007:387), organisasi harus memiliki fokus terhadap strategi,
terdapat empat area yang harus difokuskan dalam implementasi strategt yakni
kepemimpinan, desain organisasi, sistem informasi dan kontrol serta sumber daya
manusia.

Menurut Steiner dan Miner (1997 : 18-19) menjelaskan Kklasifikas
penggolongan strategi melaluj beberapa dimensi strategi. Pertama, kiasifikasi
berdasarkan ruang lingkup, dapat secara luas mengacu sebagai strategi utama (grand
strategy) atau strategi akar, atau secara sempit mengacu sebagai strategi program.
Kedua, strategi dapat diklasifikasikan dalam hubungan tingkat organisasi. Didalam
sebuah perusahaan yang terdiri atas sejumlah divisi, terdapat sekurang-kurangnya dua
tingkat vyaitu strategi kantor pusat dan strategi divisi. Ketiga, strategi dapat
diklasifikasikan berdasarkan apakah strategi itu berkaitan dengan sumber material
atau bukan material. Kebanyakan straiegi berkenaan dengan sumber yanyg bersilat

fisik, namun strategi dapat mengenai penggunaan tenaga manajer, tenaga ilmuwan,
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dll. Strategi berkenaan dengan gaya manajemen, pola berpikir, falsafah tentang hal-
hal yang merupakan sikap suatu perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.
Keempat, strategi dapat dikelompokkan menurut tujuan dan/atau fungsi. Sebagai
contoh, pertumbuhan adalah sasaran utama dari kebanyakan perusahaan dan terdapat
banyak strategi yang dapat dipilih untuk menjamin pertumbuhan tersebut (Guth,
1980; Clifford, 1973b; dan Gutman, 1964)

Dalam suatu perusahaan besar yang terdiri atas unit-unit bisnis (biasanya
disebut strategic business unit atau SBU) yang beragam, jika diamati terlihat adanya
tingkatan dalam penyusunan strategi. Menurut Robbins dan Coulter (2002:206)
tingkat strategi organisasi terdiri atas strategi tingkat perusahaan (corporate level
strategy), strategi tingkat bisnis (business level strategy) dan strategi tingkat
fungsional (functional level strategy). Strategi tingkat perusahaan (corporate level
strategy) harus dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang memiliki lebih dari satu
unit bisnis. Tujuan dari strategi korporat adalah mengidentifikasi dan
mengimplementasikan sinergi unit-unit bisnis (Sanchez dan Heene, 2005:156 dalam
Kusdi, 2009 : 94). Lebih lanjut Kusdi berpendapat dengan mengkombinasikan dan
memanfaatkan keunggulan masing-masing unit bisnis, perusahaan induk dapat
mencapal keuntungan total yang lebih baik daripada ketika unit-unit bisnis yang
hanya berjalan sendiri-sendiri. Ini disebut analisis portofolio, dan keuntungan yang
didapat pada tingkat korporat dapat berupa (1) penekanan biaya (cost reduction); (2)
perbaikan produk atau proses; dan (3) peningkatan kecepatan.

Strategi tingkat bisnis ada pada perusahaan yang memiliki multi bisnis, dalam
hal ini masing-masing divisi akan mengembangkan strateginya sendiri berkaitan
dengan produk atau jasa yang ditawarkan, kelompok konsumen yang menjadi
sasaran, harga yang akan dipasang dst. Titik beratnya adalah memperkuat daya saing
unit bisnis (Kusdi, 2009 : 94). Adapun strategi tingkat fungsional adalah strategi
bisnis pada level yang lebih rendah dari unit bisnis yang menekankan pada strategi
fungsi masing-masing organisasi secara rinci. Menurut Harrison (2003 : 284-285),
strategi ini mencakup antara lain pemasaran, operasional, sistem informasi. penelitian

dan pengembangan, sumber daya manusia, dan anggaran.
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Sementara 1tu jika strategi dikaitkan dengan fungsi organisasi sektor publik
menyangkut masalah pelayanan publik, menurut Purwanto dkk (2000 : 64)
menjelaskan bahwa keahlian utama (core competence) dalam sektor publik adalah
pelayanan. Keahlian utama pegawai yang melavani publik perlu terus menerus
ditingkatkan karena tuntutan konsumen akan pelayanan yang lebih rmwurah, lebih
cepat, lebih baik dan lebih baru. Namun demikian pelayanan tidak hanya bersifat
eksternal tapi juga internal organisasi it sendiri yakni para karyawan.

Hunger and Wheleen (2001:5) menjelaskan manajemen straiegi adalah
serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan
dalam jangka panjang. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan, analisis
dan cvaluasi terhadap peluang, ancaman, kekuatan, maupun kelemahan dalam
perusahaan, int dikenal dengan SWOQOT (strengths, weaknesses, opportunities,
threats). Dengan mengidentifikasi keknatan, kelemahan, kesempatan, ancaman
terhadap organisasi, kemudian selanjutnya manajemen menganalisis, mengevalusai
interaksinya, selanjutnya perusahaan dapat menenfukan strategi yang tepat.

Jadi suatu organisasi dalam membentuk strategi, harus mempertimbangkan
pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk menjalankan sirategi tersebut,
termasuk didalamnya apakah strategi tersebut bisa dijalankan, berapa banyak sumber
daya yang dibutuhkan. dan apakah strategi tersebut mendukung organisasi untuk

mencapai misinya.

2.5.3. Sistem (System)

Sistem yang ideal dalam organisasi adalah sistem yang membawa organisasi
mencapai obyektif/tujuannya. Sistem dalam suatu organisasi meliputi selurub proses
penyelesaian pekerjaan, mulai dari sistem manajemen informasi sampai pada sistem
yang berhubungan langsung dengan pelanggan, seperti sistem keuangan. rekrutmen,
promosi dan sistem penilaian kinerja, sistem informasi. Sistem diperlukan untuk
mendukung terlaksananya strategi dan struktur dalam suatu organisasi dengan baik.

Menurut Hax dan Majluf dalam Sctiyono (1996:21) mengemukakan bahwa

sistemn adalah proses dan aliran kerja yang menggambarkan bagaimana suatw

Universitas Indonesia

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010



50

organisasi bekerja dalam kesehariannya, dan berkaitan dengan sistem informasi,
sistem anggaran modal, proses manufaktur, sistem kendali mutu dan sistem
pengukuran kinerja perusahaan. Purwanto dkk (2000:221) mendefinisikan sistem
sebagai suatu keseluruhan yang diorganisir atau kompleks dari perpaduan bagian-
bagian yang membentuk kesatuan yang kompleks, sehingga sistern selalu
mengandung komponen subsistem, saling ketergantungan, keseluruhan dan sinergi.
Huseini dan Lubis (1987 : 7) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem
yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, memerlukan input,
melakukan transformasi input menjadi output yang dikeluarkan kepada lingkungan di
luar organisasi.

Memandang organisasi sebagai suatu sistem berarti sistem organisasi
didalamnya memiliki prosedur yang saling berkaitan untuk mencapai suatu keluaran
melalul proses produksi sehingga dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Terkait
dengan prosedur di dalam organisasi, maka organisasi diidentifikasikan atas tiga
komponen utama yaitu input {masukan), proses transformasi, output (keluaran) dan
timbale balik. Pertama input adalah sumber daya material, manusia, finansial, dan
informasi yang diperoleh organisasi dari lingkungannya. Selanjutnya melalui proses
teknologi dan manajerial, input diubah menjadi output. Termasuk ke dalam output
adalah produk, jasa atau keduanya (berwujud atau tak berwujud); laba, rugi atau
keduanya (bahkan organisasi nirlaba harus beroperasi sesuai dengan anggaran
mereka); perilaku karyawan, dan informasi. Terakhir, lingkungan bereaksi terhadap
output ini dan menyediakan timbal balik kepada sistem.

Orgamsasi sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat berfungsi secara
efisien dan efektif, harus memiliki komponen dan unsur-unsur masukan dengan
standar tertentu schingga dapat ditansformasikan untuk memperoleh keluaran yang
optimal, sesuai standar, dan bermutu. Pandangan sistem menggambarkan organisasi
sebagai suatu sistem lerbuka. Secara teoritis, organisasi publik atau bisnis termasuk
dalam kategori organisasi dengan sistem terbuka. Organisasi sistem terbuka
merupakan suate kelompok elemen yang saling berkaitan dan berhubungan dengan

lingkungannya melalui arus kerja yang terdiri atas masukan, proses transformasi dan
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keluaran. Kreitner & Kinicki (2007) mengibaratkan organisasi sebagai sistem yang
terbuka sebagai sebuah organisme hidnp. Organisme akan dapat bertahan hidup
manakala dirinya senantiasa berinteraksi secara terus mienerus dengan lingkungannya.
Dalam organisasi itu sendiri, sebagai suatu sistem, organisasi merupakan kumpulan
terpadu berbagai aktifitas personel, pengetahuan, kemampuan, motivasi, peralatan,

mesin, metode, cara, proses dan tugas yang ditwjukan untuk menghasilkan value bagi

castumer.
Gambar 2.6 Skema Elemen-elemen dasar suatu sistem
S eberasaken M| | Tl @[ ASUTEUT
T LINGKUNGAN «

Sumber: Gibson, lvancevich, & Donelly (1996, p.30)

2.5.4. Nilai-nilai bersama (Shared Values)

Nilai-nilai bersama didefinisikan sebagal niiai yang perlu dipelihara dalam
organisasi dan dijadikan pedoman bagi orgamisasi agar setiap orang menuju arah yang
sama dalam mencapai tujuan. Nilai-nilai bersama dianggap erat kaitannya dengan
budaya yang berkembang dalam organisasi. Menurut Robbins (2006:721) budaya
organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang
membedakan organisasi satu dengan organisast lainnya. Sistem makna bersama ini,
bila diamati dengan scksama merupakan karakteristik utama vang dihargai oleh
organisasi itu.

Lebih lanjut Robbins (2006:721) memaparkan adanya tujuh karakteristik
primer hakikat dari budaya organisasi adalah sebagai berikut:

1. inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana para karyawan didorong agar

inovatif dan mengambil risiko.
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2. perhatian terhadap detail. Sejauh mana para karyawan diharapkan

memperlihatkan presisi (kecermatan), analisis dan perhatian terhadap detail.

L2

Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil
bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu.
4. Orlentasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan
dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi ini.
5. Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasar tim
bukannya berdasar individu. |
6. Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif cdan
bukannya santai-santai.
7. Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya
status quo bukannya pertumbuhan.

Setiap karakteristik tersebut berada pada kontinum dari rendah ke tinggi.
Maka dengan menilai organisasi itu berdasarkan karakteristik itu, akan diperoleh
gambaran gabungan atas budaya organisasi itu. Gambaran itu menjadi dasar bagi
perasaan pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi itu,
cara penyelesaian urusan didalamnya, dan cara para anggota diharapkan berperilaku.
Budaya organisasi itu berkaitan dengan cara karyawan mempersepsikan budaya
organisasi bukannya dengan apakah mereka menyukai budaya itu atau tidak.

Budaya organisasi mengarah pada budaya yang dominan., Budaya dominan
adalah nilai-nilai yang dianut bersama oleh mayoritas anggota organisasi karena
memberi organisasi Kepribadian yang jelas terbedakan. Budaya organsiasi pada suatu
organisasi dapat dilihat dari nilai-nilai yang dominan dalam organisasi (dominant
values), visi (vision), kepemimpinan (good leadership), kohesivitas (cohesivity), kerja
tim (ream work), berbagi informasi (share information), nilai-nilai demokratik
(democratic values), motto, semangat korp (esprit de corps), pribadi (impersonality),

dan dokumen tidak tertulis (umwritten documnent). (Alvesson, 2003).
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2.5.5. Keterampilan dan Kemampuan Pegawai (Skill)

Keterampilan dan kemampuan aktual yang dimiliki pegawai. termasuk
kompetensi terbaik yang dimiliki perusahaan. Kemampuan atau keterampilan yang
dimaksud disini bukan hanya kemampuan atau ketramipilan yang dimiliki oleh
anggota organisasi secara indvidu, namun secara keseluruhan sebagai bagian dari
kemampuan atau keterampilan terbaik yang dimiliki organisasi. Keterampilan
diperlukan untuk mengembangkan kemampuan kerja dalam pelaksanaan tugas para
personil alau anggota organisasi sekaligus meningkatkan kualitasnya. Keterampilan
adalah daya atau potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suvatu
kegiatan, sehingga sasaran kegiatan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki. Menurut Peters dan Waterman (1982:71) keterampilan (skills) sebagai
kemampuan dalam pengelolaan organisasi oleh pegawai secara keseluruhan bukan
individu. Kemampuan pengelolaan organisasi merujuk pada keterampilan yang
dibentuk organtsasi bagi para pegawai secara keseluruhan.

Menurut Robbin dan Coulter (2002:319) keterampilan para pegawai dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori antara lain keterampilan teknis, keterampilan
interpersonal dan ketcrampilan pemecahan masalah. Keterampilan teknis merupakan
kemampuan menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan bidang khusus,
sedangkan ketrampilan interpersonal merupakan kemampuan untuk berinteraksi
secara efektif dengan rekan kerja dan atasan, dan juga kemampuan bekerjasama
memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu atau dalam organisasi.
Keterampilan pemecahan masalah merupakan kemampuan menggunakan
keterampilan logika, dasar alasan dan keterampilan merumuskan masalah,
mengumpulkan penyebab masalah dan membangun alternatif pemecahan masalah
secara kreatif dan memilih solusi. Ketiga ketrampilan tersebut perlu dimiliki oleh
anggota organisasi, sesuai dengan kepentingan dan kedudukan secseorang dalam
organisasi.

Keterampilan para pegawai atau anggota organisasi periu dikembangkan dan
dibina karena moembantu organisasi untuk mempuiyal  orang-orang  ahli dan

berpengalaman  yang diperlukan organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk
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mengupayakan keterampilan tersebut maka diperlukan pengembangan sumber daya
manusia melalui pelatihan, pendidikan dan pengalaman sehingga membekali,
meningkatkan dan memperbaiki pegawai ke arah yang lebih baik, untuk mencapai
prestasi kerja yang diinginkan organisasi pada saat kini, serta mempersiapkan
pegawai untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang.
Pengembangan sumber daya manusia dimaksudkan membangun kekuatan dan
membantu mengatasi kelemahan-kelemahan, dan memberikan kepastian organisasi di

dalam penyediaan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.

2.5.6. Gaya Kepemimpinan (Style)

Gaya kepemimipinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang
pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat
(Thoha, 1993). Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan merupakan tipe
kepemimpinan. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Siagian (2003) bahwa gaya
kepemimpinan seseorang adalah identik dengan tipe kepemimpinan orang yang
bersangkutan. Perilaku pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah sesuai dengan gaya kepemimpinan seseorang (Wahjosumidjo,
1994).

Gaya kepimpinan mulai dari Top Management sampat Lower Management
terkait dengan cara mencapal tujuan organisasi. Menurut Robbins (2008 : 49)
kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna
mencapai sebuah vist atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. Hal ini berarti melalui
gaya kepemimpinan seseorang akan memberikan pengarub nilai, persepsi, sikap
maupun perilaku kepada bawahannya untuk bersama-sama berusaha mencapai tujuan
organisasi. Kepemimpinan senantiasa mengarah tujuan pada masa depan organisasi.
Menurut Kotter (1992 : 98) kepemimpinan sebagai merumuskan bagaimana
seharusnya masa depan nanti, mengarahkan orang-orang dengan visi tersebut dan
memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk merealisasikannya walaupun banyak

rintangan.
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Kepemimpinan senantiasa menetapkan tujuan agar organisasi tetap berada
dijalurnya apapun kondisi yang terjadi. . Kondisi demikian termasuk dalam kelompok
teori Alur Tujuan (Path Goal Theory), yakni serangkaian proses yang menciptakan
agar organisasi tetap berada di jalurnya atau menyesuaikan dengan kondisi yang terus
berubah. Lebih lanjut Nawawi (2006 : 108) menyebutkan Teori Alur Tujuan (Path
Goal Theory) sebagai salah satu teori yang dapat dijadikan bahan banding untuk
mewujudkan kepemimpinan yang efektif, dimana pemimpin yang efektif harus
mampu mempengaruhi persepsi bawahan agar tuyjuan pribadi, tujuan pekerjaan
maupun tujuan organisasi dapat dicapai melalui satu alur jalan (jalan yang sama).
Kepemimpinan yang efektif salah satunya ditandai dengan kepemimpinan yang
mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keputusan yang tepat sesuai dengan
kondisi yang dihadapi organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada
ataupun terbatas dalam rangka pencapaian tujuan organisast.

Gaya kepemimpinan terkait dengan perilaku sikap dan/atau periiaku bertindak
pemimpin. Pendekatan teori perilaku membedakan gaya kepemimpinan menjadi dua
orientasi, yaitu 1) orientasi pada tugas dan 2) oriemasi pada orang/bawahan. Menurut
Stoner, Freeman dan Gilbert {(dalam Nawawi, 2006 : 82) perilaku pemimpin yang
berorientasi pada tugas menerapkan perilaku yang akan mengawasi bawahannya
secara ketat untuk memastikan tugas-tugas dilaksanakan secara memuaskan. Dalam
hal ini pemimpin lebth menekankan akan pelaksanaan tugas daripada pertumbuhan
dan kepuasan pribadi anggota organisasi. Lebih lanjut dijelaskan Stoner, Freeman dan
Gilbert, perilaku pemimpin yang berorientasi pada bawahan akan lebih menekankan
pada pemberian motivasi dibanding pengendalian terhadap bawahan dalam
melaksanakan tugas-tugas.

Menurut William J. Reddin (Hasibuan, 1993) dalam bukunya, Managerial
Effectiveness terdapat tiga dimensi kepemimpinan, yaitu orientasi tugas, orientasi
hubungan dan orientasi efektifitas. Dalam hal orientasi tugas, tipe seorang pemimpin
dapat dilihat dari kualitas keinginannya untuk meyclesaikan suatu pekerjaan. Dengan
demikian, Pemimpin memiliki keinginan kuat uniuk menyelesaikan pekerjaan yang

dihadapinya, namun ada pula pemimpin yang lemah hasratnya untuk menyelesaikan

Universitas Indonesia

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010



tugas. Dalam hal orientasi hubungan, tipe pemimpin dilihat dari kualitas perhatiannya
terhadap hubungan dengan orang lain, baik hubungan dengan atasannya, dengan
koleganya yang setingkat dan terutama dengan bawahannya. Dengan demikian ada
pemimpin yang mempunyai hubungan yang erat dengan orang lain, dan ada pula
yang hubungannva sangat bersifat formal. Dalam hal, ortentasi efektifitas, seorang
pemimpin yang kemauannya untuk memperoleh produktifitas yang tinggi. Dengan
demikian ada seorang pemimpin yang efektif sekali dan ada pula pemimpin yang
tidak efektif.

2.5.7. Staf (Staff)

Staf terkait dengan aspek sumber daya manusia, tidak dipungkiri manusia
merupakan sumber terpenting yang dimiliki oleh suatu orgamisasi. Menurut
Marquardt, menyebut manusia sebagai salah satu dari lima sub sistem yang menjadi
bagian dari sistem organisasi belajar (Nawawi, 2006 : 179). Selanjutnya dijelaskan
bahwa manusia merupakan unsur yang sentral, sebagai penggerak organisasi. Tanpa
adanya sub sistem manusia ini, organisasi akan lumpuh. Dengan demikian staf
merupakan aspek vital bagi organisasi, yang merupakan penggerak organisasi. Oleh
karenanya pelibatan karyawan dibutuhkan untuk mengerakkan suatu organisasi.

Menurut Douglas Mc Gregor dalam Robbins (2006:216) mengemukakan dua
pandangan berbeda mengenai kodrat manusia didasarkan pada kelompok asumsi
tertentu yang ditandai dengan Teori X dan Teori Y. Teori X dengan asumsi pegawai
tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab dan dipaksa agar
berprestasi, karenanya perlu dipaksa dikendalikan dan diarahkan dan diancam dengan
hukuman agar mereka mauw mengerahkan segenap daya upaya untuk mencapai
sasaran organisasi. Scmentara itu teori Y dengan asumsi pecgawai menyukai kerja,
kreatif, berusaha bertanggung jawab dan dapat menjalankan pengarahan diri. 4
(empat) asumsi positif dalam teori Y yakni pegawai dapat memandang kerja sebagai
kegiatan alami vang sama dengan istirahat atau bermain; orang-orang akan
melakukan pengarahan dan pengawasan diri jika mereka memiliki komitmen pada

sasaran; rata-rata orang dapat belajar untuk menerima bahkan mengusahakan
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tanggung jawab; kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif menyebar luas ke
semua orang dan tidak hanya milik individu yang berada ada posisi manajemen.
Menurut teori Y, untuk memotivasi pegawai dilakukan dengan cara selain dengan
peningkatan kerja sama dan keterikatan pada keputusan, juga dengan partisipasi
pegawai. Dalam hal partisipasi pegawal ini, merupakan bagian dari kerangka yang
lebih besar yaitu pelibatan karyawan.

Menurut Robbins (2006), pelibatan karyawan didefinisikan sebagai proses
partisipasi yang menggunakan seluruh kapasitas karyawan atau kemampuan
(kecerdasan, pengetahuan teknis, keterampilan komunikas) yang dirancang untuk
mendorong peningkatan komitmen demi kesuksesan organisasi. Manajemen
partisipatif merupakan salah satu program pelibatan karyawan. Dalam hal ini
manajemen partisipatif digunakan untuk pengambilan keputusan secara bersama
artinya bawahan sebenarnya berbagi kekuasaan dengan pengambilan keputusan
sampai tingkatan tertentu dengan atasan langsung mereka, hal ini disebabkan semakin
rumitnya pekerjaan, sering manajer tidak tahu semua yang dilakukan karyawan
mereka. Jadi parﬁsipasi memungkinkan mereka yang mengetahui paling banyak
untuk menyumbang dan hasilnya didapat keputusan yang lebih baik. Saling
ketergantungan dalam tugas-tugas yang sering dilakukan karyawan juga menuntut
konsultasi dengan orang-orang dalam departemen dan unit-unit kega lain lain. Ini
meningkatkan kebutuban akan tim, komite dan pertemuan kelompok untuk
memecahkan isu-isu yang mempengaruhi mereka secara bersama.

Pelibatan karyawan atau staf dibutuhkan dalam menjalankan organisasi,
dalam hal ini staf yang bukan sekedar kepribadian seseorang ataupun orang-orang
yang terlibat di dalam organisasi melainkan tentang komposisi demografik dari
orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. (Waterman dalam Sobirin, 2007).
Pelibatan staf sangat dibutuhkan karena berbagai kegiatan dan program yang
dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sehingga staf dengan
kapasitas kemampuan dan keterampilannya dituntut sebagai penunjang atau

penggerak untuk terlibat atau berpartisipasi aktif untuk organisasi.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

Pada bab tentang metode penelitian ini akan diuraikan pendekatan penelitian
yang digunakan, jenis penelitian, populasi dan sampe!, teknik pengumpulan data, uji
validitas dan reliabilitas, model analisis, operasionalisasi konsep, teknik analisis data

dan keterbatasan penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif,
pendekatan kuantitatif memandang objek yang diteliti dipandang sebagai sesuatu
yang kongkrit, teramati dar terukur serta cenderung bebas nilai supaya terbangun
obyektifitas. Sukardi (2003) mengemukakan bahwa pendekatan dalam menjawab
permasalahan penelitian memerjukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-
variabel yang diteliti untuk menghasiltkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan,
lepas dari konteks waktu dan situasi. Adapun pendekatan kuantitatif dipakai untuk
mengetahui persepsi pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
terhadap variabel-variabel kerangka kerja 7-S Mc Kinsey. Persepsi tersebut akan
menjadi gambaran bagi penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara

obyektif.

3.2, Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian in1 adalah penelitian deskripsi, yaitu
penelitian yang bertujuan unfuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal
seperti apa adanya (Irawan, 2006:101). Dengan demikian penelitian ini digunakan
untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel apa adanya yakni variabel-

variabe] kerangka kerja 7-S Mc Kinsey.
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3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang,
menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002:57). Dalam
penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah pegawai Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 185 orang. Periode data vang
diambil adalah bulan Mei 2010 bertcmpat di Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan.

Karena populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajart semua yang
ada, oleh karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga, maka peneliti menggunakan
sampel yang diambil dari populasi sebanyak 50% dari populasi schingga sampel
berjumlah 92 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
acak terlapis (stratified random sampling). Metode untuk mengambil sampel yang
berstrata tersebut dengan menggunakan non proporsionale stratified random
sampling atau sampel acak berstrata non proporsional. Dengan kondisi demikian
maka penelitian ini termasuk dalam sampel probabilitas yakni suatu teknik penarikan
sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan
yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan demikian responden dalam

penelitian ini adalah sebégai berikut:

Tabel 3.1.
Jumlah Sampel Pegawai Golongan I, Golongan IV dan Staf pada
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Unsur bagian | Golongan Ili Golongan IV Jumlah
Struktural 27 10 37
Fungsional 7 - 7
Staf 48 - 48
Total 92

Sumber: Hasil penelitian pada Ditjen PP
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Menurut metode Slovin batas minimal sampel dapat diambil dari populasi

dengan tingkal kesalahan sebesar 10% dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Slovin:

n= N
1+Ne?
Keterangan:

= ukuran sampel

n
N = ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel
yang dapat ditolerir

maka,

n= 185 =64, 91= 65

1+ 185. (0,1)?

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, sampel yang dipakai dalam penelitian ini

berjumlah 92 responden berarti telah melebihi batas minimal sampe! berjumiah 65

yang diambil berdasarkan metode Slovin tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

1) Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari
responden dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data
mengenai persepst pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan terhadap variabei-variabel 7-S Mc Kinsey. Adapun metode survai
dipilih untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Menurut
Prasetyo dan Jannah (2005. p.143) penelitian survai merupakan suvatu
penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis
yang sama kepada banyak orang. untuk kemudian selurvh jawaban yang
diperoleh peneliti dicatat. diolah dan dianalisis. Sementara itu pertanyaan

terstruktur/sistematis dikenal dengan istilah kuesioner.,
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Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner yang berisi
pertanyaan tertutup. Kuesioner digunakan dan disebar peneliti kepada
responden bertujuan untuk mengukur variabel-variabel 7-S Mc Kinsey
dengan kuesioner sikap dibuat berdasarkan skala likert yang berisi dimana
setiap item pernyataan terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban yaitu: “sangat
baik”, “baik”, “cukup”, “kurang baik”, dan “sangat kurang”. Setiap item
yang dijawab “sangat baik” akan mendapatkan skor 5, dijawab “baik”™
mendapatkan skor 4, dijawab “cukup” mendapat skor 3, dijawab "kurang

baik” mendapat skor 2 dan dijawab “sangat kurang” akan mendapatkan skor
1.

2) Data Sekunder
Data Sekunder adalah data vang diperoleh melalui penelusuran dan
penelahaan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan vang
ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder
dikumpulkan antara lain meliputi: gambaran umum Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan berupa visi dan misi, unit kerja, dan sumber
daya manusia dll. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan cara
membaca dan mengutip baik secara langsung atau tidak langsung dari
literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian

yang diteliti.

3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian dalam hal ini kuesioner, akan diuji validitas dan
reliabilitasnya. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana
ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2003:
87). Sementara itu pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa
jauh instrumen penelitian tersebut dapat dipercaya atau diandalkan.

Mengingat kuesioner dalam bentuk skala Likert menghasilkan data ordinal,

maka uji validitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan stastistik korelasi
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Rank Spearman (Spearman Rho) untuk tiap-tiap butir pernyataan dengan rumus
sebagai berikut (Supranto, 2001: 310):

Shi’

p=1 -
n{n’-1)

Keterangan :

p = koefisien korelasi Spearman Rank
n = Jumlah sampe!

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap mstrumen penelitian yang valid
dengan menggunakan rumus Al/pha Cronbach. Kuesioner dapat dinyatakan reliabel
ketika nilai hitung alpha (o) lebih besar dari nilai tabel r. Menurut Kerlinger
(2003:28) svatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,70. Kedua
penyajian tersebut yakni uji validitas dan reliabilitas akan menggunakan soff ware

SPSS.

3.6. Model Analisis

Seperti yang diketahui bahwa dalam perkembangan administrasi pemerintah
diharapkan organisasi publik dapat mencrapkan kinerja seperti halnya organisasi
swasta. Dengan demikian pengukuran kinerja organisasi publik menjadi penting
untuk digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kinerja organisasi publik baik
aspek kondisi internal maupun kondisi eksternal organisasi, selain itu dapat
digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya,
serta sebagai arena belajar efektif untuk melakukan perbaikan dan kemajuan
organisasi,

Samsudin (2005:159) memaparkan bahwa kinerja adalah pencapaian tingkat
pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang., unit atau divisi dengan
menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk
mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Sementara itu Amstrong & Angela Baron
sebagaimana dikutip oleh Hasan Rachmany (2006:2) memaparkan mengenai Kinerja

organisasi yang dipengaruhi oleh faklor personal berupa keterampilan individu,
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kompetensi, motivasi dan komitmen, faktor kepemimpinan berupa kualitas dorongan,
pedoman dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan, faktor tim berupa kualitas
dukungan vang diberikan oleh kolega, faktor sistem kerja dan fasilitas yang
disediakan oleh organisasi, faklor kontekstual (situsional) yang meliputi tekanan
lingkungan internal dan eksternal. Lebih lanjut Amstrong dan Angela Baron
mengelompokkan kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh sumber daya berupa
manusia {pemimpin, karyawan, dan tim), sistem (sistem kerja, motivasi dan
komitmen) dan prosedur (fasilitas dan pedoman}. dan yang kedua adalah kontekstual
vang merupakan tekanan dan perubahan lingkungan baik internal dan eksternal.
Sementara itu Davis dan Newstroom (1994:134) mengemukakan bahwa variabel-
variabel yang mempengaruhi tingkat prestasi dan kinerja organisasi meliputi
kewenangan organisasi, kemampuan sumber daya dan keadaan lingkungan
organisasi. Dengan demikian kinerja yang baik tidak terlepas dari faktor-faktor yang
mempengaruli organisasi atau menentukan keberhasilan organisasi dalam rangka
pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kinerja adalah
faktor yang amat penting untuk kelangsungan hidup organisasi apalagi bila dilihat
dari konteks sektor publik.

Kinerja organisasi publik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi
atau menentukan keberhasilan suatu organtsasi. Oleh karenanya disamping faktor-
faktor yang menentukan kinerja organisasi maupun keberhasilan organisasi tersebut
tadi, Mc Kinsey juga memberikan argumen tentang dengan analisis efektifitas 7-S
sebagai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan organisasi. Analisis efektifitas 7-
S ini adalah tujuh dimensi dasar yang menggambarkan aktivitas manajerial (the core
manajerial activities) yang terdiri atas struktur, strategi, sistem, keterampilan, gaya
kepemimpinan, staf, dan nilai bersama (Peters dan Waterman (2007). Oleh karenanya
pengukuran kinerja organisasi publik tidak terlepas dari pengkajian faktor-faktor
yang menentukan keberhasilan organisasi, sehingga dalam penelitian ini mengambil
acuan yang dikemukakan 7-S tersebut untuk meneliti kinerja.

Pada mwodel analists penelitan ini, menunjukkan bahwa kinerja Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit organisasi publik akan
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dilakukan analisis efektifitas 7-S Mc Kinsey, yakni struktur, sistem, strategi, nilai

bersama, gaya kemimpinan, keterampiian, dan staf.

Berikut gambar mode! analisis dalam penelitian ini:

Gambar 3.1

Model analisis

struktur

sistem e

strategi

nilai bersama > kinerja

gava kepemimpinan

keterampilan

staf

3.7. Operasienalisasi konsep

Dalam penelitian ini, titik tolak operasionalisasi konsep adalah variabel-
variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Variabel menurut Kerlinger (1979)
adalah suatu fenomena terpisah vang dapat diukur atau diamati dalam dua atau lebih
kategori (Creswell, 1994, 62). Sedangkan menurut Singarimbun (2006) variabel
adalah sesuatu yang mempunyai vuriasi nilai. Agar konsep-konsep dapat diteliti
secara empiris. maka harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel.
Dari variabel-variabel tersebut ditentukan indikator vang akan diukur. Dalam konteks

penelitian ini, operasionalisasi konsep menerapkan variabel-variabel sesuai dengan
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pendekatan 7-S Mc Kinsey berdasarkan persepsi pegawai untuk melihat gambaran
kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Tabel berikut ini

menunjukkan operasionalisasi konsep dalam penelitian.
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Tabel 3.2
Operasionalisasi Konsep
No Konsep/variabel Indikator Skala | Jenis Teknik
Data | Pengumpulan
Data

1. | Structure (struktur) o efektifitas tim kerja Likert | Primer | Kuesioner

Struktur  didefinisikan sebagai | penyusunan rancangan.

pola hubungan di antara unit-unit | e efektifitas hubunean kerja

dalam organisasi dan antara para personil pen}usunan

anggota-anggota organisasi. rancangan.

Keberadaan struktur menetapkan | o cfektifitas koordirasi per-

bagaimana cara pekerjaan dibagi, | sonif dalam tim kerja

dikelomp()kkan, dan dikoordinaSi penyusunan rancangan.

kan secara formal sehingga

pengelolaan  dan  pembagian

pekerjaan  dapat  dilaksanakan

dengan jelas, siapa mengerjakan

apa, serta siapa melapor kepada

siapa (Robbins, 2008)

Dalam penelitian ini, struktur

berkaitan dengan  pembagian

kerja. pengelompokkan, dan

pengkoordinasian  pekerjaan  di

Digjen PP dalam  kegiatan

penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan.
2, | Strategy (strategi) » tingkat pelibatan pegawai | Likert [ Primer | Kuesioner

Strategi  didefinisikan  sebagai | dalam kegiatan penyusu-

suate kesatuan tindakan  yang | pan rancangan.

diarahkan untuk  memperoleh » tingkat pelibatan pihak

keunggulan yang berkelanjutan
terhadap persaingan, meningkat
kan posisi perusahaan di mata
pelanggan, serta bagaimana cara
mengalokasikan sumber daya -

sumber daya yang dimiliki
organisasi.

(Hax dan Majluf, 1984)

Dalam penelitian ini. strategi

sebagai rencana kerja Ditjen PP
dalam jangka waktu panjang
yang sistematis, memiliki jangka
waktu yang panjang dan area

cakupan yang luas, terutama
kaitannya sumber daya manusia
untuk  menunjang  kegiatan

penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan untuk

instansi terkait dalam
kegiatan penyusunan
rancangan.

« tingkat pengembangan
pegawal

meningkatkan kualitas peraivran

perundang-undangan sang baik

dan dapat dilaksznakan.

L
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System (sistem)

Sistemn  didefinisikan  sebagai
proses dan aliran kerja yang
menggambarkan bagaimana
suatu organisasi bekerja dalam
kesehariannya, dan berkaitan
dengan sistem informasi, sistem
anggaran modal, proses
manufaktur, sistem kendali mutu
dan sistem pengukuran Kinerja
perusahaan. (Hax dan Majluf
dalam Setiyono, 1996:21)

Dalam penelitian  ini, sistem
sebagai proses kerja dalam
kegiatan penyusunan rancangan
peraturan  perundang-undangan
beserta sistem imbalannya.

o efektifitas proses kerja
kegiatan penyusunan
rancangan.

* sistem imbalan dalam
kegiatan penyusunan
rancangan.

Shared Value (nilai bersama)
Nilai  bersama  didefinisikan
sebagai nilai yang perlu di-
pelihara dalam organisasi dan
dijadikan pedoman bagi organi-
sasi agar setiap orang menuju
arah yang sama dalam mencapai
tujuan. Nilai-nilai bersama crat
kaitannya dengan budaya yang
berkembang dalam organisasi.
Budaya organisasi adalah suatu
persepsi  bersama yang dianut
oleh anggota-anggota organisasi
itu (Robbins, 2006)

Dalam penelitian ini, nilai-nilai
yang dominan Ditjen PP terkait
kegiatan penyusunan rancangan
peraturan  perundang-undangan
meliputi keberadaan visi dan
misi, penerapan tim kerja.

» keberadaan visi dan misi
¢ orientasi tim kerja

likert

Primer

Kuesioner

Skill (keterampilan)

Keterampilan  (skills)  sebagai
kemampuan dalam pengelolaan
organisasi oleh pegawai sccara
keseluruhan  bukan  individu.
Kemampuan pengelolaan organi-
sasi merujuk pada keterampilan
yang dibentuk organisasi bagi
para pegawai secara keseluruhan
(Peters dan Waterman, 1982:71).

Dalam penelitiaan ni,
kemampuan Ditjen PP dalam

pelaksanaan  tugas  dibidang |

* kemampuan pegawai
Ditjen PP secara
mayoritas.

= kompetensi tenaga
fungsional perancang.

likert

Primer

Kuesioner
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perundang-undangan.

.Style (gaya kepemimpinan)

Kepemimpinan adalah kemam-
puan untuk mempengaruhi suatu
kelompok guna mencapai sebuah
visi atau serangkaian tujuan yang
ditetapkan. Terdapat tiga dimensi
kepemimpinan, vyaitu orientasi
tugas, dan orientasi efektifitas
orientasi hubungan,

{William J. Reddin dalam
Hasibuan, 1993)

Dalam penelitian ini, gaya
kepemimpinan diartikan sebagai
pendekatan atau gaya kepemim-
pinan yang diadopsi secara
keseluruhan, mulai  dari  Top

Management  sampai  Lower

Management, untuk mendorong
kegiatan penyusunan rancangan
peraturan  perundang-undangan
agar terwujud  peningkatan
kualitas peraturan perundang-
undangan.

komitmen terhadap
orientasi hasil pekerjaan
efektifitas komunikasi
antara pimpinan dan
bawahan

kesediaan pimpinan
uniuk memberikan
pengarahan dan
bimbingan kepada
bawahan

likert | Primer | Kuesioner

Staff (staf)

Staf yang dimaksud bukan
sekedar kepribadian seseorang
ataupun  orang-orang  yang
terlibat di dalam organisasi
melainkan tentang  komposisi
demografik  dari  orang-orang
yang terlibat di dalam organisasi.
(Waterman dalam Sobirin).

Dalam penelitian ini, melihat
sejauh mana keterlibatan
pegawai  terhadap  pekerjaan
penyusunan rancangan datam hal
komitmen pekerjaan dan
kesesuaian penempatan pegawai
dengan  keterampilan  yang
dimilikinya.

Komitmen pegawai
terhadap pekerjaan
Kesesuaian penempatan
pegawai dengan
keterampilan yang
dimiliki

likert | Primer | Kuesioner

Universitas Indonesia

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010




69

3.8. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.
Namun terlebih dahulu disajikan tabulasi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi
yang memuat informasi dan data. Dari analisis distribusi frekuensi tersebut dapat
diketahui jumlah responden yang berpendapat mengenai isi kuesioner menyangkut
variabel 7-S vyaitu struktur, strategi, sistem, niiai bersama, keterampilan, dan staf.
Setelah dilakukan pentabulasian data, kemudian dilanjutkan analisis data melalui
statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2009 : 169), statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku urnum atau generalisasi. Adapun metode analisis
statistik deskriptif yang digunakan adalah teknik scoring dan nilai indeks. Sedangkan
untuk menentukan apakah data-data yang dianalisis berkualitas baik, dengan kata lain
dapat dipercaya atau tidak, maka terlebih dahulu akan dilakukan Uji Normalitas, dan

Statistical Quality Control.

3.8.1. Teknik Scoring
Dalam penelitian ini akan diwkur beberapa variabel 7-3, oleh karena itu alat
statistik yang digunakan adalah teknik scoring. Teknik scoring dipakai untuk
mendapatkan nilai hasil pada masing-masing variabel penelitian darl jawaban
responden yang dinyatakan dalam score dan/atau prosen (%). Teknik scoring
ditakukan untuk memperoleh data kuantitaiif, yakni:
1. pentabulasian hasil kuesioner yang telah diuj: validitas dan reliabilitas
2. penyesuaian nilai dari masing-masing jawaban responden atas tiap-tiap
variable dengan pengukuran skala likert yang digunakan,
3. menghitung nilai score dari masing-masing jawaban responden atas tiap-tiap

variabel, perhitungannya sebagai berikut:

X
Score penilaian = ———

dimana: £X : jumlah total seluruh jawaban responden
N : banyaknya data

Universitas Indonesia

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010



[

70

3.8.2. Nilai indeks

Dalam penelitian ini dipakai nilai indeks untuk menunjukan persepsi
kescluruhan hasil penilaian para responden atas tiap-tiap variabel. Nilai indeks
dinyatakan dalam mean, dan nilai mean ini akan dijadikan tolok ukur nilai acuan
pencapatan dari masing-masing variabel 7-§ dan pencapalan penerapan secara
keseluruhan variabel 7-S dalam analisis statistical quality control, penentuan kriteria
sudah optimal atau belum optimal pelaksanaan 7-S. dan penentuan kriteria hasil
pencapaian pelaksanaan 7-S yang dikombinasikan dengan nilai interval. Untuk

menyatakan dalam nilai indeks digunakan rumus :

Score Penilaian
Indeks (%) = x 100%
Nilai Maksimum

dimana;:

Nilai Maksimum adalah jumlah nilai paling maksimum untuk suatu grup pertanyaan.

3.8.3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2008). Uji ini biasanya digunakan untuk
mengukur data berskala ordinal, interval, maupun rasio. Dalam penelitian ini akan
digunakan uji sampel kolimogorov smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi
0.05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0.05 atau

5%.

3.8.4. Diagram Kontrol Statistik (Statistical Quality Control).

Diagram kontrol (Quality Contrel) adalah diagram kisaran batas normal
dengan maksud untuk melihat variasi atau flukluasi antara nilai persepsi tiap-tiap
responden dengan nilai acuan pencapaiannya. Diagram kontrol biasanya digunakan
untuk kinerja yang sudah berjalan atau mengevaluasi kondisi yang ada, apakah
kondisinya masih dalam batas normal atau diluar batas normal. Apabila diluar batas
normal maka memerlukan tindakan manajemen. Untuk menentukan apakah suatu

nilai masih dalam batas normal atau diluar batas normal adalah menentukan batas
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bawah dan atas dengan menetapkan batas kepercayaan dalam hal ini dinyatakan
dalam nilai indeks. Batas bawah disebut LCL (lower control limit) yaitu nilai
terendah yang masih dikatakan normal. Batas atas disebut UCL (upper control limirt)

yaitu nilai tertinggi yang masih dikatakan normal.

3.8.5. Penentuau Kriteria sudah optimal atau belum optimai Pelaksanaan 7-S
Penafsiran terhadap terhadap sudah optumal atau belum optimal pelaksanaan
7-S dari tiap-tiap variabel, dengan ketentuan sudah optimal diatas mean (nilai indeks)

dan belum optimal dibawah mean (nilai indeks), yang akan dilihat dalam tabel:

B-indeks * N Crosstabulation

N

% Total
B-Indeks Di bawah Mean Count 0 0
% of Total 0 0]
Di Atas Mean Courd D Ol
% of Tolal 0 0
Total Count 0 0
% of Total 0% O%I

3.8.6. Pencntuan  kriteria hasil pencapaian pelaksanaan 7-§  yang
dikombinasikan dengan nilai intcrval
Penafsiran terhadap hasil pencapaian pelaksanaan 7-S untuk menentukan

kriteria pencapaian nilai indeks dapat menggunakan table interval di bawah ini.

No Interval Kriteria
1 1.00-1.80 Sangat Kurang Baik
2 1.81-2.61 Kurang Baik
3 2.62-3.42 B Cukup
4 3.43-4.23 o Baik
5 4.24-5.04 _ Sangat Baik
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3.9, Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretik dan

metodologi yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Namun kenvataannyva masih saja

ada kekurangan yang menjadi keterbatasan penelitian ini, antara lain:

a.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis gambaran Kinerja Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan kerangka kerja 7-
S Mc Kinsey. Namun demikian Peneliti hanya meneliti gambaran Kkinerja
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan saja. sebenarnya masih terdapat
gambaran kinerja lain yang diperkirakan juga dapat memberikan gambaran
kinerja yang cukup signifikan. hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam
hal waktu, biaya, tenaga.

Model 7-S Mc Kinsey menggambarkan saling keterkaitan antara 7 (tujuh) faktor
yakni struktur (structure), sistem (system), strategi (strategy), nilai-nilai bersama
(shared values), keterampilan (skil/). gaya kepemimpinan (s1y/e) dan staf (sraff).
Dalam hal ini Peneliti tlidak menganalisis keterkaitan 7-S tersebut secara
kausalistis (korclatif) schingga ukuran-ukuran 7-S yang ada berdiri sendiri

(parsial).
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BAB 1V
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum objek yang dijadikan penelitian
yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia R.]1. yang memuat mengenai sejarah singkat berdirinya Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Tugas dan Fungsi sertz susunan organisasi,
Struktur Organisasi, Visi dan Misi serta Sumber Daya Manusia pada Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

4.1. Sejarah Singkat Berdirinya Dircktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan merupakan unit Eselon |
di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dapat dikatakan merupakan penjelmaan dan penyempurnaan
dari suatu unit kerja khusus yang telali ada sebelumnya di Kementerian Hukum dan
HAM. Secara singkat sejarah perkembangan unit ini, dimulai dari unit yang bernama
“Direktorat Perundang-undangan” yang berada di Direktorat Jenderal Hukum dan
Perundang-undangan, vang kemudian dipindahkan ke BPHN dengan nama "Pusal
Perancangan” pada sekitar tahun 1985. dan vang akhirnya ditarik-kembali ke bawah
ke Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, dikenal dengan Direktorat
Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Direkiorat PP). (www.djpp.depkum
ham.go.id, 2010).

Sejarah perkembangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
boleh dikata diawali dari perubahan-perubahan yang terjadi pada unit kerja yang
paling akhir, vaitu Direktorat PP. Berbagai pemikiran mengenai perlunya
pengembangan unil perundang-undangan ke tingkat eselon 1 mulai terjadi dan
dilakukan di unit Direktorat PP. Pemikiran mengenai hal tersebut sebagian
disebabkan olch situasi dan kondisi pada masa terjadinya reformasi ketatanegaraan di

berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Beban kerja untuk melaksanakan reformasi

o |
eJd
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. di bidang hukum sangat berat sehingga di Kementerian Hukum dan HAM dirasa

perlu untuk membentuk suatu unit kerja setingkat eselon 1 yang dilengkapi dengan
berbagai unit kerja eselon I penunjangnya agar dapat secara lebih baik menangani
berbagai masalah di bidang perundang-undangan. (www.djpp.depkum ham.go.id,
2010).

Pada tahun 1999, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mulai
berdiri secara resmi sebagai unit baru dalam jajaran Departemen Hukum Dan
Perundang-undangan saat itu dan sebelumnya unit Perundang-undangan. Unit ini
dibentuk berdasarkan Keppres 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang kemudian
ditindaklanjuti dalam surat Keputusan Menter1 Hukum dan Perundang-undangan No.
M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum
dan Perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan kelembagaan selanjutnya
Keppres Nomor 136 tahun 1999 tersebut diubah kembali dengan Keputusan Presiden
Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan keputusan Presiden Nomor 109 Tahun
200! tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen. Pada tahun 2005
kembali dilakukan perubahan dengan Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan ,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang
unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2006.

Awal berdirinya Direktorat Jenderal ini terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3
(tiga) Direktorat, yakni Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan,
Direktorat Harmonisasi dan Direktorat Kerjasama dan Publikasi. Jumlah unit kerja
ini tidak berubah ketika terjadi perubahan nama departemen menjadi Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditetapkan dalam Keppres 165
Tahun 2000 dan kemudian dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia No M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 6 Februari 2001 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Deparlemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang
kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 tentang hal yang
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sama. Pada tahun 2004 Ditlen PP mendapat tambahan 2 (dua) direktorat baru,
sehingga jumlah direktorat pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
menjadi 5 (lima) direktorat. Penambahan Direktorat baru tersebut didasarkan pada
kebutuhan organisasi sebagali akibat adanya perkembangan hukum dan
ketatanegaraan yang terjadi sehingga dilakukan pengembangan organisasi terhadap
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman Dan HAM RI Nomor M 04.PR.07.10 tahun 2004 Direktorat jenderal
Perauran Perundang-undang ada penambahan 2 (dua) Direktorat baru yaitu:
Direktorat Litigasi dan Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah, schingga Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas I (satu) Sekretariat dan 5(lima)
Direktorat yaitu Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat
Harmonisasi, Direktorat Kerjasama dan Publikasi, Direktorat Litigasi dan Direktorat
Fasilitasi Peraturan Daerah.

Pada tahun 2005 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
mengalami perubahan kembali hanya pada salah satu direktoratnya yakni perubahan
pada Direktorat Kerja Sama dan Publikasi yang menjadi Direktorat Publikasi, Kerja
Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga berdasarkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang
Organisasi Dan Tata kega Departemen IMukum dan hak Asasi Manusia Nomor, :
M.03.PR.07.10 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
memnjadi : Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Perancangan Peraturan
Perundang-undangan; Direktorat IHarmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
dan Direktorat Litigasi Perundang-undangan. Peraturan Menteri tersebut kemudian
disempurnakan lagi menjadi Nomor : M.09.PR.07-10 Tahun 2007.

4.2, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Mukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:
M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedudukan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan adalah unsur pelaksana di lingkungan Departemen
Hukum dan HAM (saat ini dikenal sebagai Kementerian Hukum dan HAM) dengan

tugas membantu Menteri dalam menyelenggarakan tugas di bidang peraturan
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perundang-undangan. Adapun pada Pasal 134 Peraturan Menteri tersebut,
menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
peraturan perundang-undangan. Sementara itu dalam melaksanakan tugas tersebut,
pada Pasal 135 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di  bidang perancangan,
harmonisasi, publikasi, keria sama dan pengundangan peraturan perundang-
undangan, litigasi perundang-undangan serta fasilitasi perancangan peraturan
daerah;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, publikasi, kerja sama
dan pengundangan peraturan perundang-undangan, litigasi perundang-undangan
serta fasilitasi perancangan peraturan daerah;

Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

el
.

perancangan, harmonisasi, publikasi, kerja sama dan pengundangan peraturan
perundang-undangan, litigasi perundang-undangan serta fasilitasi perancangan
peraturan daerah;

4, Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

5. Pelaksanaan urusan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat
Jenderal;

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sesuai

dengan Pasal 136 Peraturan Menteri tersebut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal.

2. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

3. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

4. Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan.
Dircktorat Litigasi Perundang-undangan.

6. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

4.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
I3erdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:
M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Organisasi dan Tata
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Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut ini adalah gambar yang
menjelaskan struktur organisasi Dircktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT PUBLIKASI, DIREKTORAT LITIGAS! DIREKTORAT
PERANCANGAN HARMONISASI PERA- KERJA SAMA DAN PERUNDANG- FASILITASI PERAN-
PERATURAN TURAN PER-UNDANGZ-AN PENGUNDANGANM UNDANGAN CANGAN PERDA

© PERUNDANG-UNDANGAN

Sumber : Pe
tanggat 20 April 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

4.4. Tugas dan fungsi Unit Eselon I1 Dircktorat Jenderal Perataran Perundang-

undangan
Adapun tugas dan fungsi tiap-tiap esselon Il (dua) diatur dalam Pasal 137
sampai dengan Pasal 225 Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut:
. Sekretariat Direkiorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis

dan administrasi kepada seluruh satuan orgamisasi di lingkungan Direktorat

Jenderal.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas. Sekretariat Direktorat Jenderal

menyelenggarakan fungsi :
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Pelaksanaan dan koordinasi rencana, program dan anggaran pengelolaan,

pengolahan, penyajian data dan informasi, evaluasi dan penyusunan laporan

serta hubungan masyarakat dan protokol
Pengelolaan urusan kepegawaian

Pengelolaan urusan keuangan

Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

Pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan arsip dan dokumentasi.

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyal tugas

melaksanakan sebagian tugas Dircktorat Jenderal di bidang perancangan

peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Direktorat Perancangan Peraturan

Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a)

Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang perencanaan, metode, teknik
perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan undang-
undang, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-
undangan, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Penyusunan standar, pedoman, norma. kriteria dan prosedur di bidang
perencanaan, metode, teknik perancangan peraturan perundang-undangan ,
pembahasan rancangan undang-undang, pembinaan dan pengembangan
perancang peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan
perpusiakaan.

Pembimbingan teknis di bidang perencanaan, metode, teknik dan penyiapan
perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan undang-
undang, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-
undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, metode, teknik
dan penyiapan perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan
penylapan perancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan
pengembangan perancang peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan
dokumentasi dan perpustakaan.

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
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Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas Direktorat Jenderal di bidang harmonisasi
peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan rancangan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang
harmonisasi peraturan perundang-undangan.

b) Perumusan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep prakarsa
Rancangan Undang-Undang.

¢) Perumusan dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.

d) Evaluasi dan analisa pelaksanaan kebijakan harmonisasi peraturan perundang-
undangan,

e) Pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan.

f) Koordinasi, pengharmonisaian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
prakarsa rancangan undang-undang dan rangcangan peraturan perundan-
undangan yang bersifat lintas bidang dan lintas sektor.

2) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Publikasi,Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-

undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Direktorat Jenderal di

bidang publikasi, kerja sama dan pengundangan peraturan perundang-undangan

berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Direktorat Publikasi, Kerja Sama

dan Pengundangan Peraturan Perundan-undangan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan rancangan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan publikasi,
kerja sama dan pengundangan peraturan perundang-undangan.

b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kerja sama dan publikasi peraturan
perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun interasional dengan
instansi lerkait.

¢) Perumusan dan pembahasan dokumen perjanjian kerja sama dan publikasi
peraturan perundang-undangan dengan pihak luar negeri, bersama instansi
terkait.

d} Koordinasi program kerja sama dan publikasi peraturan perundang-undangan

dengan negara berkembang dan negara maju.
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Pelaksanaan administrasi kerja sama pengembangan tenaga perancang
peraturan perundang-undangan dan tenaga lain yang terkait.

Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan laporan pemanfaatan kerja sama
publikasi bahan peraturan perundang-undangan.

Pendokumentasian, pengundangan dan pendistribusian peraturan perundang-
undangan. ‘

Penyelenggaraan Sistem Informasi peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Litigasi Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan

sebagaian tugas Direktorat Jenderal di bidang litigasi perundang-undangan

berdasarkan kebijakan teknis Direktir Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Direktorat Litigasi Perundang-

undangan menyelenggarakan fungsi:

aj

b)

d)

Penyiapan rancangan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang
litigasi perundang-undangan.

Perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan atau
pembuatan keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian undang-
undang.

Penyusunan keterangan pemeriniah atas permohonan pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pengkoordinasian, penyiapan dan penyusunan keterangan pemerintah atas
pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen terkait.

Pencarian, pengumpulandan pengolahan bahan/data dalam rangka penyiapan
dan penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang-
undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Penelaahan, pengkajian dan analisis putusan atas permohonan pengujian
undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negare Republik Indonesia
Tahun 1945,
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g) Penyusunan, perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan kerja sama
dan koordinasi antar lembaga di bidang litigasi perundang-undangan baik di
dalam negeri maupun [uar negeri.

h) Pengelolaan urusan taia usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan sebagaian tugas Direktorat Jenderal di bidang fasilitasi

perancangan peratvran daerah berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Direktorat fasilitasi Perancangan

Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan rancangan kebijakan tekmis dan petunjuk pelaksanaan di bidang
fasilitasi perancangan peraturan daerah.

b} Penyiapan koordinasi dengan pemcrintah daerah dan Dewan Perwakilan
rakyat daerah provinsi,Kabupaten/Kota.

¢) Pengumpulan, penyajian dan data peraturan daerah.

d) Pemantauan, analisa, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan
fasilitas1 perancangan peraturan daerah.

e) Pelaksanaan pemibinaan teknis perancangan peraturan dacrah.

f) Penyvusunan, pengolahan, penelaahan dan perumusan serta pelaporan kegiatan
direktorat.

g) Penyediaan sarana mediasi dan konsultasi dalam perancangan peraturan
daerah.

h) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

4.5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Adapun visi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah

Menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan dapat berlaku
secara efektif di masyarakat serta meningkatkan kuantitas serta kualitas pejabat yang
kompeten dalam perancangan peraturan perundang-undangan scbagai pejabat
fungsional vang profesional, bermoral. mandiri, berwawasan luas, dan andal dalam

penguasaan teknis daa substansi hukum.

Sedangkan misi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah:
Mengembangkan dan membina pegawai vang kompeten untuk melakukan

perancangan peraturan perundang-undangan, sebagai pejabat fungsional yang
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profesional dan mempunyai ketrampilan teknis tinggi dan berwawasan luas baik
di bidang hukum maupun nonhukum;

Menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan
lingkup kewenangan Kementeriann Hukum dan HAM R.L;

Mengkoordinasikan, mengharmonisasikan, dan memberikan konsultasi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah;
Melaksanakan penegakan hukum dan hak asasi manusia melalui kegiatan litigasi
perundang-undangan dan pembinaan bidang fasilitasi perancangan peraturan
daerah;

Melaksanakan penerbitan, publikasi, dan pengundang peraturan perundang-

undangan

4.6. Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sampai dengan bulan

April s.d Mei 2010 berjumlah 153 dengan komposisi jumlah pegawai terbagi dalam 6

(enam) unit kerja eselon . Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan

golongan kepangkatan pada masing-masing unit kerja eselon Il sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan
No Unit kerja Golongan Jumlah
v il 11 l

1. | Sekretariat Ditjen d 23 14 - 45
2. | Direktorat Perancangan 6 31 4 - 40
3. | Direktorat Harmonisasi 4 26 3 - 33
4. | Direktorat Publikasi, Kerjasama 3 20 3 - 26

dan Pengundangan
5. | Direktorat Litigasi 4 14 1 - 19
6. 1 Direktorat Fasilitasi Perancangan 4 16 2 - 22

Peraturan Daerah

Jumlah o 185

Sumber: Bagian Kepegawaian Sekretariat Ditjen PP
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Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai Direktorat jenderal Peraturan

Perundang-undangan secara keseluruhan berjumlah 185 orang dengan komposist

jumlah pegawai terbesar pertama berada pada unit kerja Sekretariat Ditjen PP

sebesar 45 pegawai, sementara jumlah pegawai terbesar kedua berada pada unit kerja

Direktorat Perancangan sebesar 40 pegawai, sementara itu jumlah pegawai terkecil

berada pada unit kerja Direktorat Litigasi sebesar 20 pegawai. Jumlah pegawai

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat juga berdasarkan

tingkat pendidikannya sebagaimana tersebut dengan tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Pendidikan
No. Unit Kerja S2 | S1 | D3 [SLTA | SLTP | SD [ Jumiah

1. | Sekretariat 8 17 4 4 l J 43
2. | Direktorat Perancangan 13 | 21 - 5 - - 40
3. | Direktorat Harmonisasi 12 | 15 - 5 - - 33
4. | Direktoral Kerjasama, 4 15 2 4 - - 26

Publikasi dan

Pengundangan

L?. Direktorat Litigasi ] 9 - 2 - - 19

6. | Direktorat Fasilitasi 8 10 - 3 22

Perda

Dari tabel diatas terlihat jumlah pegawai sebagian besar didominasi oleh

mereka yang memiliki tingkat pendidikan Si. hal ini terlihat dari jumlah para

pegawai dengan tingkat pendidikan Si lebih besar dari tingkat pendidikan lainnya di

tiap-tiap Direktorat.
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BAB V
ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab analisis hasil penelitian ini akan menggambarkan tentang uji
validitas dan reliabilitas kuesioner, serta analisis deskripsi data yang terdiri atas

analisis deskripsi jawaban responden dan analisis statistik deskriptif.

5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Pengujian kuesioner adalah persyaratan penting dan utama dalam
pengolahan data penelitian, karena dengan dilakukan pengujian akan diketahui
tingkat validitas (keabsahan) dan tingkat reliabilitas {keterandalan) kuesioner,
sehingga layak digunakan dan tidak diragukan lagi. Hasil pengujian validitas dan
reliabilitas dengan menggunakan SPSS 17.0 untuk masing-masing variabel
struktur, strategi, sistem, nilai bersama. keterampilan, gaya kepemimpinan dan

staf disajikan dalam tabel 3.1 sampai dengan tabel 5.7 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hasil Uji Validitas Item Variabel Struktur

No. Butir r hilung 1 label Keterangan
Struktur 1 0.4600 0.2407 Valid
Struktur 2 0.8350 0.2407 Valid
Struktur 3 0,6300 0.2407 Valid
Struktur 4 0,6960 0,2407 Valid
Struktur 3 0,7210 0.2407 Valid
Struktur 6 0,5300 0.2407 Valid
Struktur 7 0,5980 0.2407 Valid
Struktur 8 0,6250 0.2407 Valid
Struktur 9 0,7000 0.2407 Valid
Struktur 10 0.7300 0.2407 Valid
Struktur 11 0.6340 0.2407 Valid
Struktur 12 0,7400 0.2407 Valid
Struktur 13 0,6240 0.2407 Valid
Struktur 14 0,7130 0.2407 Valid
Koefisien - .
Reliabilitas 0,925 Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data dengin SPSS
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Berdasarkan tabel 5.1 tersebut, hasil pengujian dengan 30 responden
untuk variabel struktur dengan 14 item pernyataan menunjukkan bahwa rape
adalah 0,2407 pada df=28 (30-2), dan pada tabel diketahui seluruh butir
pernyataan mempunyai ung>abe dengan demikian seluruh butir pertanyaan
kuesioner untuk variabel struktur dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas
dengan uji Cronbach Alpha diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,925, Nilai
koefisien yang diperoleh tersebut terlihat lebih besar dari nilai et sehingga
menunjukkan instrumen untuk variabel struktur dinyatakan reliabel. Sementara itu
pula menurut Kerlinger (2003:28) suatu data dikatakan rcliabel jika nilai cronbach
alpha > 0,70, dan pada tabel diketahui koefisien reliabilitas dengan uji Cronbach
Alpha sebesar 0,925 > 0,70 dengan demikian kuesioner untuk variabel struktur

adalah reliabel.

Tabel 5.2
Hasil Uji Validitas ltem Variabel Strategi

No. Butir r hitung r tabel Keterangan
Strategi | 0.551 0,2407 Valid
Strategi 2 0,524 0,2407 Valid
Strategi 3 0.682 0,2407 Valid
Strategi 4 0.626 0.2407 Valid
Strategi 3 0,606 0.2407 Valid
Strategi 6 0.564 0,2407 Valid
Strategi 7 0,433 0,2407 Valid
Strategi 8 0,584 0,2407 Valid
Strategi 9 0.688 0,2407 Valid
Strategi 10 0,759 0,2407 Valid
Strategi 11 0.633 0,2407 Valid
T 0.885 Reliabel

Reliabilitas
Sumber : Hasil pengolahan dala dengan SPSS

Berdasarkan tabel 5.2 tersebut. hasil pengujian dengan 30 responden
untuk variabel strategi dengan 11 item pernyataan menunjukkan bahwa rige
adalah 0,2407 pada df=28 (30-2), dan pada tabel diketahui seluruh butir
pernyataan mempunydi Tugmgs Tuea dengan demikian sclurubh butir pertanyaan
kuesioner untuk variabel strategi dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabililas

diperoleh kocfisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,883. Nilai koefisien
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yang diperoleh terlihat lebih besar dari nilai e sehingga menunjukkan
instrumen untuk variabel struktur dinyatakan reliabel. Sementara itu pula menurut
Kerlinger (2003:28) suatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,70,
dan pada tabel diketahui koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,925 >

0.70 dengan demikian kuesioner untuk variabel strategi adalah reliabel.

Tabel 5.3
Hasil Uji Validitas ltem Variabel Sistem

No. Item r hifung r tabel Keterangan
Sistem| 0,5040 0.2407 Valid
Sistem 2 0.4430 0,2407 Valid
Sistem 3 0,6040 0,2407 Valid
Sistem 4 0,5610 0,2407 Valid
Sistem 5 0,7100 0,2407 Valid
Sistem 6 0,5830 0,2407 Valid
Sistem 7 (,53780 0,2407 Valid
Sistem 8 0,5270 0,2407 Valid
Sistem 9 0,6630 0,2407 Valid
Sistem 10 0,4640 0,2407 Valid
Sistem 11 0,6280 0.2407 Valid
Sistem 12 0,6480 0.2407 Valid
Sistem 13 0,5230 0,2407 Valid
Koefisien - .
Reliabilitas 0,885 Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 5.3 tersebut, hasil pengujian dengan 30 responden
untuk variabel strategi dengan 13 item pernyataan menunjukkan bahwa rapel
adalah 0,2407 pada df=28 (30-2), dan pada tabel diketahui seluruh butir
pernyataan mempunyai Miwng>Tutt dengan demikian seluruh butir pernyataan
kuesioner untuk variabel strategi dinyaiakan valid. Hasil pengujian reliabilitas
diperoleh koefisien reliabilitas Cronbach Alpha scbesar 0,885, Nilai Koefisien
yang diperolch terlihat lebih besar dari nilai rge sehingga menunjukkan
instrumen untuk variabe! struktur dinyatakan reliabel. Sementara itu pula menurut
Kerlinger (2003:28) suatu data dikatakan reliabel jika nifai cronbach alpha > 0,70,
dan pada tabel diketahui koetisien rehabilitas Cronbach Alpha sebesar 0.925 >

(0,70 dengan demikian kuesioner untuk variabel strategi adalah reliabel.
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Tabel 5.4
Hasit Uji Validitas [tem Variabel Nilai Bersama 3

No. Item t hitung r tabel Keterangan
Milaj Bersama 1 0,7260 0,2407 Valid
Nilai Bersama 2 0.7580 0,2407 Valid
Nilai Bersama 3 0.7560 0,2407 Valid
Nilai Bersama 4 0,7830 0.2407 Valid
Nilai Bersama 3 0,7370 0,2407 Valid
Nilai Bersama 6 0,6980 0.2407 Valid
Nilai Bersama 7 0,6090 0,2407 Valid
Nilai Bersama § 0,6090 0,2407 Valid

ot 0,910 Reliabel

Reliabilitas
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 5.4 tersebut, hasil pengujian dengan 30 responden
untuk variabel strategi dengan 8 item pernyataan menunjukkan bahwa rype adalah
0,2407 pada df=28 (30-2), dan pada tabel diketahui selurubh butir pernyataan
MEMPUNYai Thinng™Tatet dengan demikian seluruh item pernyataan kuesioner untuk
variabel strategi dinyatakan valtd. Flasil pengujian reliabilitas diperoieh koefisien
reliabilitas Cronbach Alpha sebesar .910. Nilai Koefisien yang diperoleh terlihat
lebih besar dari nilai rpe sehingga menunjukkan instrumen untuk variabel
struktur dinyatakan reliabel. Sementara itu pula menurut Kerlinger (2003:28)
suatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,70, dan pada tabel
diketahui koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,910 > 0,70 dengan

demikian kuesioner untuk variabel strategi adalah reliabel,
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Tabel 5.5
Hasil Uji Validitas [tem Keterampilan
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No. Item r hitung r tabel Keterangan
Sistem|1 0,5040 0,2407 Valid
Sistem 2 0,4430 0,2407 Valid
Sistem 3 0,6040 0,2407 Valid
Sistem 4 0.5610 0,2407 Valid
Sistem 5 0.7100 0,2407 Valid
Sistem 0 0.5830 0,2407 Valid
Sistem 7 0,5780 0,2407 Valid
Sistem 8 0,5270 0.2407 Valid
Sistem 9 0,6650 0,2407 Valid
Sistem 10 0,4640 0,2407 Valid
Sistem 11 0,6280 0,2407 Valid
Sistem 12 0,6480 0,2407 Valid
Sistem 13 0.5230 0,2407 Valid
Koefisien - .
Reliabilitas (0,885 Reliabel

Sumber : 11asil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan iabel 5.5 tersebut, hasil pengujian dengan 30 responden

untuk variabel strategi dengan 13 item pernyataan menunjukkan bahwa ryng

adalah 0,2407 pada df=28 (50-2). dan pada tabe! diketahui seluruh butir

pernyataan mempunyai Mung>Topet dengan demikian selureh butir pernyataan

kuesioner untuk variabel strategi dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas

diperolei koefisien reliabilitas Cronbach Alpha scbesar 0,885. Nilai Koefisien

yang diperoleh terlihat lebih besar dari nilai rpe sehingga menunjukkan instrumen

untuk variabel struktur dinyatakan reliabel). Sementara itu pula menurut Kerlinger

{2003:28) suatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0.70. dan pada

label diketahui koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,925 > 0,70 dengan

demikian kuesioner untuk variabel strategi adalah reliabel.
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Tabel 5.6
Hasil Uji Validitas Item Variabel Gaya Kepemimpinan

No. ltem r hitung r tabel Keterangan
Gy Kppmn. 1 0,7950 0,2407 Valid
Gy Kppmn 2 0,7910 0,2407 Valid
Gy Kppmn 3 0,7150 0,2407 Valid
Gy Kppmn 4 0,7710 0,2407 Valid
Gy Kppmn 5 0.7780 0,2407 Valid
Gy Kppmn 6 (.7860 0,2407 Valid
Gy Kppmn 7 .8790 0.2407 Valid
Gy Kppmn § 0,8410 0,2407 Valid

Keefisien .

Reliabilitas 0,942 Reliabel

Sumber : Hasil pengolaban data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 5.6 tersebut, hasil pengujian demgan 30 responden
untuk variabel strategi dengan 8 item pernyataan menunjukkan bahwa rgpe adalah
0,2407 pada df=28 (30-2), dan pada tabel diketahui seluruh butir pertanyaan
mempunyai rhiuns>Tube dengan demikian sejuruh butir pernyataan kuesioner untuk
variabel strategi dinyaiakan valid. Hasil pengujian reliabilitas diperoleh koefisien
reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,942, Nilai Koefisien yang diperoleh terlihat
lebth besar dari nilai ru, sehingga menunjukkan instrumen untuk variabel
struktur dinyatakan reliabel. Sementara itu pula menurut Kerlinger (2003:28)
suatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha = 0,70, dan pada tabel
diketahui koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,942 > 0,70 dengan

demikian kuesioner untuk variabel strategi adalah reliabel.
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Tabel 5.7
Hasil Uji Validitas [tem Variabel Staf

No. {tem r hitung r tabel Keterangan
Staf | 0,7430 0,2407 Valid
Staf 2 0,7370 0.2407 Valid
Staf 3 0.7450 0,2407 Valid
Staf' 4 0.6550 0,2407 Valid
Staf 3 0.6690 0,2407 Valid
Staf 6 0.4690 0,2407 Valid
Staf' 7 0.6510 0,2407 Valid
Staf' § 0.6450 0.2407 Valid
Staf' 9 0.6480 0,2407 Valid
Staf {0 0,6540 0,2407 Valid

Koefisien !

Reliabilitas 0,904 Reliabel

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 5.7 tersebut, hasil pengujian dengan 30 responden
untuk variabel strategi dengan |0 item pernyataan menunjukkan bahwa rgpe
adalah 0,2407 pada di=28 (30-2), dan pada tabel diketahui selurub butir
pernyataan mempunyai Thiwng>Tane dengan demikian seluruh butir pernyataan
kuesioner untuk variabel strategi dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas
diperoleh koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,904 Nilai Koefisien
yang diperoleh terlihat lebil besar dari nilai rg,. sehingga menunjukkan
instrumen untuk variabel struktur dinyatakan reliabel. Sementara itu pula menurut
Kerlinger (2003:28) suatu data dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,70,
dan pada tabel diketahui koefisien reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,904 >

0,70 dengan demikian kuesioner untuk variabel strategi adalah reliabel.

5.2. Analisis Deskriptif Data

Analisis pengukuran Kinerja organisasi tidak terlepas dari pengkajian
faktor-faktor yang menentukan keberhasilan organisasi, salah satunya dengan
mengambil acuan vang dikemukakan kerangka kerja 7-S Mc¢ Kinsey. Dengan
demikian analisis kinerja Direktorat Jenderal Peratwran Perundang-undangan
dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan 7-S yakni variabel struktur,

strategi, sislem. nilar bersama. keterampilan, gava kepemimpinan dan stafl,
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Analisis data 7-S dilakukan atau diarahkan untuk menjawab rumusan masalah
mengenai gambaran kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Data-data 7-S dikumpulkan kemudian akan dilakukan penghitungan sehingga
rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya secara kuantitatif. Data hasil
analisis ini akan dilakukan penyajian data berupa deskripsi jawaban responden

kemudian dilanjutkan dengan deskripsi data dari hasil penghitungan statistiknya.

5.2.1 Analisis Deskripsi Jawaban Responden
Berikut ini gambaran dari masing-masing variabel-variabel penelitian
berdasarkan deskripsi jawaban 92 responden pegawai Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan.

a. Variabel struktur

Dari variabel struktur ini diungkap tiga indikator yaitu efekifitas tim kerja
penyusunan rancangan, efektifitas hubungan kerja para personil penyusunan
rancangan, dan efektifitas koordinasi personil tim kerja penyusunan rancangan.
Variabe) struktur dalam penelitian ini diajukan 14 jenis pernyataan yang menjadi
instrumen penelitian. Berikuot ini disajikan jawaban responden atas instrumen
penelitian dalam kuesioner yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner oleh 92

responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Distribusi frekuensi indikator struktur 1
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 4 4,3%
2. | Baik 61 66,3%
3. | Cukup 23 25,0%
4. | Kurang 4 473
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 66,3% menilai baik mengenai keberadaan panitia tim kerja
vang dibentuk untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, Hal ini

mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai vang kurang menganggap
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keberadaan panitia tim kerja. sehingga masih pertu ditingkatkan pemahaman
terhadap beberapa pegawai yang tidak memahami keberadaan panitia tim kerja.
Selama ini adanya panitia tim kerja di Dirckiorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan bertugas untuk menyusun dan menyempurnakan rancangan peraturan
perundangan terkait yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan

HAM di dalam menjalankan tugas khususnya dibidang perundang-undangan.

Tabel 3.9
Distribusi {rekuensi indikator struktur 2
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 2 2.2%
2. | Baik 37 40,2%
3. { Cukup 48 52,2%
4,  Kurang 5 5,4%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 52,2% menilai sudabh cukup mengenai komposisi jumlah
anggola panitia tim ketja penyusunan rancangan. Hal ini mencernminkan bahwa
masih terdapat pegawai yang mengganggap masih kurangnya komposisi jumiah
anggota panitia tim Kerja penyusunan rancangan, oleh karenanya perlu menambah
komposisi jumlah anggota panitia lim ketja penyusunan dengan lebih banyak
melibatkan jumlah pegawai di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dalam keanggotaan panitia tim kerja penyusunan rancangan.
Selama ini kompeosisi jumlah anggota panitia tim kerja suatu rancangan terdiri
atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta anggota yang berjumlah 22 orang dengan
komposisi melibatkan pegawai serta pihak terkail dari instansi lain berdasarkan

materi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.
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Tabel 5.10
Distribusi frekuensi indikator struktur 3
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 3 3.3%
2. | Baik 29 31,5%
3. | Cukup 33 35,9%
4. | Kurang 27 29,3%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 35,9% menilai sudah cukup mengenai kesesuaian penempatan
orang untuk duduk sebagai anggota tim kerja penyusunan rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang mengganggap masih kurang
sesuai penempatan orang untuk duduk sebagai anggota tim kerja penyusuman
rancangan. Oleh karenanya perlu ada seleksi secara ketat pada penentuan personil
dalam tim kerja penyusunan rancangan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman
materi peraturan perundang-undangan yang dibuat baik itu pegawai maupun pihak
terkait, juga penentuan personil dibidang administrasi untuk membantu
kelancaran tugas panitia. Selama ini hal tersebut sudah dilakukan, dengan

demikian perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi proscs seleksi tersebut.

Tabel 5.11
Distribusi frekuensi indikator struktur 4
No, Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 4 4,3%
2. | Bak 31 33,7%
3. | Cukup 30 32,6%
4. | Kurang 24 26,1
5. | Sangat Kurang 3 3,3%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden. sebesar 33,7% menilai baik mengenai pemilihan anggota dengan
pertimbangan kelerampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
dalam hal penvusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini masih
mencerminkan bahwa masth terdapat pegawal yang berpendapat pelaksanaan

pemilihan anggota tersebut masih sangat kurang schingga Direktorat jenderal
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Peraturan Perundang-undangan perlu mendorong kemampuan dan keterampilan
para pegawai melalui pelatihan ataupun melalui kegiatan menambah wawasan dan
pengetahuan berpikir melalui diskusi-diskusi, seminar, dan lukakarya. Selama ini
hal tersebut masih kurang dilakukan., dengan demikian perlu didorong dan

ditingkatkan pelatihan dan keyiatan tersebut.

Tabel 5.i2
Distribusi frekuensi indikator struktur 5
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik | 2 2.2% ]
2. | Batk 33 35,9%
3. [ Cukup 39 42,4%
4. | Kurang 15 16,3%
5. | Sangat Kurang 3 3,3%
Total ¥ g2 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, scbesar 42.4% menilai pelaksanaan pemilihan anggota tim kerja
dengan pertimbangan penguasaan bidang tugas rancangan dianggap cukup. Hal
ini mencerminkan bahwa terdapat pegawai yang berpendapat pelaksanaan
pemilihan anggota tim kerja dengan pertimbangan penguasaan bidang tugas
rancangan masih sangat kurang, oleh karena itu Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan perlu mendorong kemampuan para pegawai melalui
pendidikan dan pengembangan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan (diklat suncang) maupun mengadakan pelatihan legal drafiing secara
kontinuitas. Selama ini diklat suncang dan pelatihan legal drafiing sudah
dilakukan, dengan demikian perlu dipertahankan diklat suncang serta lebih

ditingkatkan lagi pelaksanaan pelatihan fegal drafiing.

Tabel 5.13
Distribusi frekoensi indikator struktur 6 ~
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 10 10,9%
2. | Baik 54 58.7%
3. | Cukup 20 20.7%
4. | Kurang 7 7.6%
5. | Sangat Kurang ] 1.1%
Total 92 100%
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Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 58,7% menilai baik adanya pelibatan pihak terkait (stake
holder) sesuai dengan substansi rancangan sebagai anggota panitia tim kerja. Hal
ini mencerminkan bahwa terdapat pegawai yang berpendapat pelibatan pihak terkait
masih sangat kurang. Selama tni pelibatan pihak terkait sudah dilakukan, dengan
demikian perlu dipertahankan karena penyusunan suatu rancangan berkaitan
dengan pemahaman tentang substansi suatu rancangan, sehingga memerlukan
campur tangan dari berbagai pihak yang erat kaitannya dengan substansi yang
akan dirumuskan dan diatur yang biasanya lebih dipahami oleh lembaga-lembaga

teknis yang menangani bidang-bidang yang bersangkutan.

Tabel 5.14
Distribusi frekuensi indikator struktur 7
No. Uraian Frekuensi Persentase
I. | Sangat Baik 5 5.4%
2. | Baik 26 - 28.3%
3. { Cukup 44 47.8%
4. | Kurang 16 17,4%
5. | Sangat Kurang I 1,1%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 58,7% menilai kehadiran anggota panitia tim kerja dalam
pelaksanaan rapat penyusunan rancangan cukup baik. Hal ini mencerminkan
bahwa terdapat pegawai yang berpendapat kehadiran anggota panitia tim kerja
dalam pelaksanaan rapat penyusunan rancangan masih sangat kurang. Selama ini
kehadiran peserta rapat belum maksimal sebagaimana mestinya mengingat
kesibukan masing-masing para peserta, oleh karenanya Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan khususnya panitia tim kerja suatu rancangan vang
bersangkutan dapat memberikan kemudahan yakni dibuatkan suatu konsep jadwal

rencana pelaksanaan rapat kegiatan penyusunan suatu rancangan.
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Tabel 5.15
Distribusi frekuensi indikator struktur §
No. Uraian Frekuensi Persentase
I. | Sangat Baik | 1,1%
2. | Baik 3 33,7%
3. | Cukup 48 52,2%
4. | Kurang ' 11 12,0%
5. | Sangat Kurang 1 L%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 52,2% menilai kesamaan persepsi para anggota panitia tim
kerja terhadap substansi rancangan dalam pelaksanaan rapat tim kerja cukup baik.
Hal ini mencerminkan bahwa terdapat pegawai yang berpendapat kesamaan
persepsi para anggota panitia tim kerja tersebut masihlah sangat kurang padahal

tidak semua pegawai berpendapat demikian.

Tabe! 5.16

Distribusi frekuensi indikator struktur 9
No. Uraian I'rekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 5 5.4%
2. | Baik A 26 28,3% )
3. | Cukup B 36 319,1%
4. | Kurang 22 23.9%
5. [ Sangat Kurang 3 3.3%

Total 02 100%

Berdasarkan jawaban respenden terhadap butir ini ternyata dari 92
respenden, sebesar 39,1% menilai kesesuaian jadwal rapat dengan waktu para
anggota dalam rapat panitia tim kerja cukup baik. Hal ini mencerminkan bahwa
masih terdapat pegawai yang berpendapat jadwal rapat dengan waktu para
anggota dalam rapat panitia tim kerja sangat kurang sesuai, padahal tidak semua

pegawai berpendapat demikian.
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Tabel 5.17
Distribusi frekuensi indikator struktur [0
No. Liraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 7 7,6%
2. | Baik 25 27,2% |
3. | Cukup ) 45 48,9%
4. | Kurang 14 15,2%
5. | Sangat Kurang ] 1,1%
Total 92 100% ]

Berdasarkan jawaban responden terhadap buiir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 39,1% menilai keaktifan para anggota dalam pelaksanaan
rapat panitia tim kerja cukup baik. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
pegawai yang berpendapal keaktifan para anggota dalam rapat tim kerja

penyusunan suatu rancangan masih ada yang sangat Kurang.

Tabel 5.18
Distribusi frekuenst indikater struktur 11
No. Uraian Frekuensi Persentasc

1. | Sangat Baik I 1,1%
2. | Baik 45 48,9%
3. | Cukup 34 37.0%
4. | Kurang 12 13.0%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 48,9% menilai baik terhadap fleksibilitas para anggota untuk
membantu menyusun substansi rancangan dalam pelaksanaan rapat panitia tim
kerja. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang berpendapat
masih kurangnya para anggota tim kerja penyusunan suatu rancangan untuk
membantu penyusunan substansi suatu rancangan saat pelaksanaan rapat panitia

tim kerja berlangsung, padahal tidak semua pegawai berpendapat demikian.
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Tabel 5,19
Distribusi frekuensi indikator struktur 12
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 4 4.3%
2. | Baik o 46 50,0%
3. | Cukup 32 34,8%
4. | Kurang 10 10,9%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, scbesar 48,9% menilai baik terhadap pemberian informasi yang
relevan oleh para anggota terkait substansi rancangan. Hal ini mencerminkan
bahwa masih terdapat pegawai yang berpendapat masih kurangnya pemberian
informasi yang relevan oleh para anggota terkait substansi rancangan saal
pelaksanaan rapat panitia tim Kerja berlangsung, padahal tidak semua pegawai

berpendapat demikian.

Tabel 5.20
Distribusi frekuensi indikator struktur 13
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 4 4.3%
2. | Baik 56 60,9%
3. | Cukup 24 26.1%
4. | Kurang 8 8,7%
3. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden. sebesar 60.9% menilai baik adanya diskusi para anggota panitia tim
kerja guna penyempurnaan atau perbaikan rancangan. lal ini mencerminkan
bahwa masih terdapat pegawai yang berpendapat masih kurangnya diskusi para
anggota panitia tim kerja guna penyempurnaan atau perbaikan rancangan saat
pelaksanaan rapat panitia tim kerja berlangsung, padahal tidak semua pegawai

berpendapat demikian.
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Tabel 3.21
Distribusi frekuensi indikator struktur 14
No. Uraian Frekuensi Persentase
I. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 39 42 4%
| 3. ! Cukup 35 38.0%
4. | Kurang 16 17,4%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari §2

responden, sebesar 60,9% menilai baik penerapan komunikasi yang efektif para

anggota demi kelancaran penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa

masih terdapat pegawai yang berpendapat masilt kurangnya penerapan komunikasi

saat pelaksanaan rapat panitia tim kerja berlangsung, padahal tidak semua pegawai

berpendapat demikian.

Rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden untuk variable struktur

Tabel 5.22

No

Item Pernyataan

Alternatif Jawaban

SB B

C

% | F | %

I

%

Fl% |/

Panitia tim Kerja yang dibentuk
uniuk menyusun rancangan.

4.3 161 (66,3

23

2540

alas| -

Komposisi jumlah anggota panitia
tim kerja penyusunan rancangan.

2,2 37 (40,2

48

52,2

5154] -

Kesesuaian  penempatan  orang
untuk duduk sebagai anggota tim
kerja penyusunan rancangar.

Ll

35,9

27129,3| -

Pemilihan anggota dengan
pertimbangan keterampilan
pemecahan masalah darn
pengambilan keputusan.

24 26,1

Ll

LS ]
o
1.3

Lh

Pemilihan anggota tim kerja dengan
pertimbangan penguasaan bidang
tugas rancangan.

(o]
I3
3
Lad
et
Th
0

424

tad
-
ad

Pelibatan  pihak  terkait  (srake
holder) sesuai dengan  substansi
rancangan sebagai anggota panitia
tim kerja.

10,9| 54 |38.7

21,7

Kehadiran anggota panitia tim kerja
dalam pelaksanaan rapat
Penyusunan rancangan,

[0
-

26 1285

44

47.8

1611747 1

1,1
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Kesamaan persepsi para anggota
panitia tim kerja terhadap substansi
rancangan dalam pelaksanaan rapat
tim kerja.

Kesesuaian jadwal rapat dengan
9. |waktu para anggota dalam rapat] 5 |54 26 |28,3)36(39.1|122]23.9
panitia tim keija.

Keaktifan para anggota dalam
10. |pelaksanaan rapat panitia tim kerja. | 7 | 7.6 25 |27.2/45)48.9( 14 115.2) [ |1.1

Lopilly 51 (33,7748 (52.2{1112,0] 1 1.1

[P ]
Lt
[

Fleksitnlitas para anggota untuk
membantue  menyusun  substansi U] 45 [48.9]34 37.0012 (1300 - | -
rancangan dalam pelaksanaan rapat

panitia tim kerja.

Pemberian informasi yang relevan
i2. |oleh para anggota terkait substansi| 4 | 4,5 | 46 150,0132 (34,8 10109 - | -

rancangan.
Adanya diskusi para anggota
3, [panitia tim o kera  gunal g5 5660 9024 |26.1| 8 (87 - | -
peayempurnaan  atau  perbaikan
rancangan,

Penerapan komunikasi yang efektif]
14. |para anggota demi kelancaran| 2 |2,2| 39 142,4[35(38,0{16(l74] - | -
penyusunan rancangan.

Berdasarkan penjabaran dan rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban
responden diatas terlihat jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada
jawaban baik dan cukup. Kondisi ini menurjukkan bahwa secara umum pegawai
menilai keberadaan struktur kegiatan yang diterapkan di Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dinilai sudah baik
dan dianggap cukup oleh para pegawai. Keberadaan struktur tersebut dilihat
berdasarkan tiga aspek yakni efekifitas tim kerja penyusunan rancangan,
efektifitas hubungan kerja para personil penyusunan rancangan, dan efektifitas
koordinasi personil tim kerja penyusunan rancangan. Meskipun secara umum
dikatakan dinilai baik dan cukup. namun ada beberapa item yang mendapal
jawaban sangat kurang sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian. Aspek-
aspek dimaksud yaitu pemilihan anggota dengan pertimbangan keterampilan
pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, pemilihan anggota tim kerja
dengan pertimbangan penguasaan bidang tugas rancangan. pelibatan pihak terkait
(stake holder) sesuai dengan substansi rancangan sebagai anggota panitia tim
kerja, kehadiran anggota panitia tim kerja dalam pelaksanaan rapat kegiatan

penyusunan rancangan. kesamaan persepsi para anggola panitia tim kerja terhadap
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substansi rancangan dalam pelaksanaan rapat tim kerja, kesesualan jadwal rapat
dengan waktu para anggota dalam rapat panitia tim kerja, dan keaktifan para
anggota dalam pelaksanaan rapat panitia tim kerja. Hal ini menunjukkan bahwa
beherapa item struktur yang jawabannya sangat kurang tersebut jika tidak segera
diperbaiki maka akan mengganggu dan berimplikasi nada proses sistem kerja
kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pada

akhirnya akan menghambat target penyelesaian penyusunan suatu rancangan.

b. Variabel strategi

Dari variabel strategi ini diungkap tiga indikator yaitu tingkat pelibatan
pegawai dalam kegiatan penyusunan rancangan, tingkat pelibatan pihak instansi
terkait dalam kegiatan penyusunazn rancangan, dan tingkat pengembangan
pegawai. Variabel strategi dalam penelitian ini diajukan 11 jenis pernyataan yang
menjadi instrumen penelitian. Berikut ini disajikan semua jawaban responden atas
instrumen penelitian dalam Kkuesioner yang diperoleh melalui penyebaran

kuesioner oleh 92 responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Distribusi frekuvensi indikator strategi |
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 8 8,7%
2. | Baik 36 39,1%
3. | Cukup 39 42,4%
4. | Kurang 9 9,8%
5. | Sangat Kurang . -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 42,4% menilai cukup mengenai keterlibatan pegawai dalam kegiatan
penyusunan suatue rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
jawaban responden yang menilai keterlibatan pegawai tersebut masihlah kurang,
ini menunjukkan juga bahwa pegawati ingin selalu dilibatkan dalam kegiatan
penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan. Olch karenanya

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu memberikan peluang
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dan kesempatan merata kepada para pegawai untuk terlibat dalam kegiatan

penyusunan rancangan.

Tabel 5.24
Distribusi frekuensi indikator strategi 2
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 6 6,5%
2. | Baik 19 20,7%
3. | Cukup 42 45,7%
4. | Kurang 24 26,1%
5. | Sangat Kurang 1 i1
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 45,7% menilai cukup mengenai pemahaman pegawai ferhadap suatu
rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat jawaban responden yang
menilai pemahaman pegawai tersebut masihlah sangat kurang, sehingga
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan periu  meningkatkan
pengetahuan pegawai terhadap suatu rancangan melalui pelatihan legal drafiing
secara kontinuitas atau mendorong dan mendukung sarana dan prasarana melalui
penyelenggaraan seminar, diskusi-diskusi baik internal dilingkungan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan itu sendiri maupun melibatkan instansi

lain, serta lokakarya.

Tabel 5.25
Distribusi frekuensi indikator strategi 3
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 41 44,6%
3. | Cukup 39 42,4%
4. | Kurang 10 10,9%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 44,6% menilai baik mengenai kesetujuan dan dukungan pegawai terhadap
suatu rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat jawaban responden

yang menilai kesetujuan dan dukungan pegawai terhadap suatu rancangan
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masihlah kurang, sehingga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
perlu melakukan mengkomunikasi dan mensosialisasikan terlebih dahulu terhadap
rencana penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan seperti prolegnas

atau undang-undang terkait.

Tabel 5.26
Distribusi frekuensi indikator strategt 4
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik - l 1,1%
2. | Baik 29 31,5%
3. | Cukup 38 41,3%
4. | Kurang 22 23,9%
5. | Sangat Kurang 2 2,2

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 41,3% menilai cukup mengenai kescsuaian bidang pengetahuan pegawai
yang dikuasai dengan suatu rancangan yang akan disusun. Hal ini mencerminkan
bahwa imnasih terdapat jawaban responden yang menilai kesesuaian bidang
pengetahuan pegawai yang dikuasai masih sangat kurang, sehingga Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu mendorong pemberdayaan pegawai
sekaligus meningkatkan pengetahuan pegawai melalui diklat suncang, pelatihan
legal drafting, ataupun meningkatkan pengetahuan pegawai melalui beasiswa
program pendidikan yang terkait dengan tupoksi Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan. Selama ini hal tersebut telah dilaksanakan, berarti harus
terus dipertahankan secara kontinuitas agar bertujuan untuk mengembangkan

sikap dan pola pikir yang sesuai dengan tuntutan tugas.

Tabel 5.27
Distribusi frekuensi indikator strategi 5
LNo. Uraian Frekuensi Persentase
| 1. [ Sangat Baik ) - 7 7,6%
2. | Baik 56 60,9%
3. [ Cukup 25 27,2%
4. | Kurang 4 4.3%
5. | Sangat Kurang _ ) - -
| Total ez 100%
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Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 60,9% menilai baik mengenai keterlibatan pihak instansi lain dengan
kegiatan penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
jawaban responden yang menilai keterlibatan pihak instansi lain masih kurang,
padahal tidak semwva pegawai berpendapat demikian. Selama ini penyusunan suatu
rancangan harus snelibatkan berbagai pihak baik pihak yang terkait langsung dengan
substansi dan pihak-pthak teknis yang berhubungan dengan tmplikasi prakiek
rancangan peraturan perundang-undangan seteiah disahkan/ditetapkan menjadi

peraturan perundang-undangan,

Tabel 5.28

Distribusi frekuensi indikator strategi 6
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 4 4,3%
2. | Baik 43 46,7%
3. | Cukup 42 45,7%
4. | Kurang 3 3,3%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 46,7% menilai baik mengenai pemahaman pihak instansi lain terhadap
suatu rancangain. Hal ini mencerminkan baliwa masih terdapat jawaban responden
yang menilai pemahaman pihak instansi lain terhadap suatu rancangan masih

kurang, padahal tidak semua pegawai berpendapat demikian.

Tabet 5.29
Distribusi frekuensi indikator strategi 7
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 48 52,2%
3. | Cukup 38 41,3%
4. | Kurang 3 3,3%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,

sebesar 32,2% menilai baik mengenai kesesuaian bidang tugas dan pengetahuan
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yang dikuasai dari pihak instansi lain dengan suatu rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat jawaban responden yang menilai kesesnaian
bidang tugas dan pengetahuan yang dikuasai dari pihak instansi lain tersebut

masih kurang, padahal tidak semua pegawai berpendapat demikian.

Tabel 5.30
Distribusi frekuensi indikator strategi 8
No. Uraian Frekuensi Persentase
t. | Sangal Baik 4 4,3%
2. | Baik N 17 18,5%
3. | Cukup 47 511%
4. | Kurang 23 25,0%
5. | Sangat Kurang ] 1,1%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaben responden terhadap butir ini lernyata 92 responden,
sebesar 51,1% menilai baik mengenai pengembangan pegawai untuk menyatukan
kebutuhan pribadi dengan kebutuhan organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa
pengembangan pegawai masili kurang, ini menunjukkan pula pegawai masth ada

yang belum diberikan kesempatan dan peluang dalam pengembangan pegawai.

Oleh karenanya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu

memperhatikan  para pegawai yang memiliki kemauan untuk dilakukan

pengembangan pegawai namun belum dilibatkan atau diikutsertakan.

Tabel 5.31
Distribusi frekuensi indikator strategi 9

No. Uraian Frekuensi Persentase
I. | Sangat Baik 8 8,7%
2. | Baik 34 37,0%
3. | Cukup 21 22,8%
4. | Kurang 27 29.3%
5. | Sangat Kurang 2 | 2.2%
i Total 92 ] 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,

sebesar 37% imcnilat baik mengenai penyediaan kursus dan pelatihan profesional

dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Hal ini
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mencerminkan bahwa penyediaan kursus dan pelatihan profesional tersebut masih
sangat kurang, ini menunjukkan pula bahwa pegawai memiliki kemavan dan
keinginan yang kuat untuk mengikuti kursus ataupun pelatihan profesional untuk
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Oleh karenanya Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan kebutuhan para pegawai

karena berimplikasi dengan kebutuhan organisasi di kemudian hari.

Tabel 5.32
Distribusi frekuensi indikator strategi 10
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 10 10,9%
2. | Baik 37 40,2%
3. | Cukup 26 28,3%
4. | Kurang 17 18,5%
5. | Sangat Kurang 2 2,2%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 40,2% menilai baik mengenai pengembangan pendidikan dan pelatihan
teknis perancang dalam rangka pengembangan potensi, kemampuan, sikap
profesional, pengetahuan dan teknik di bidang perancangan peraturan perundang-
undangan. Hal ini mencerminkan bahwa pengembangan pendidikan dan peiatihan
teknis perancang tcrsebut masih sangat kurang. Selama ini pengembangan dan
pelatihan teknis perancang dilaksanakan melalui diklat suncang tingkat pertama,
oleh karena Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu bekerja
sama dengan badan diklat perlu meningkatkan pengembangan dan pelatihan

teknis perancang ke tahap jenjang atau tingkat selanjutnya.

Tabel 5.33
Distribusi frekuensi indikator strategi 11
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 7 7.6%
2. | Baik 29 31,5%
3. | Cukup 18 19,6%
4. | Kurang 34 37,0%
3. | Sangat Kurang 4 4,3%
Total 92 100%
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Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata 92 responden,
sebesar 31,5% menilai baik mengenat pembinaan perancang peraturan perundang-
undangan. Hal ini mencerminkan bahwa pembinaan perancang peraturan
perundang-undangan tersebut masih sangat kurang. Selama ini instanst pembina
tenaga perancang berada pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
karena perancang sebagai salah satu jabatan fungsional dibidang peraturan
perundang-undangan. Olek karenanya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan perlu tetap membentuk tim penilai angka kredit perancang sebagai
wadah kegiatan upaya peningkatan kompetensi di bidang perancangan peraturan
perundang-undangan bagi para perancang dan terus meningkatkan kegiatan
peningkatan pengetahuan tenaga perancang melalui kegiatan ceramah, seminar,

iokakarya, pelatihan legal drafting dll.

Tabel 5.34
Rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden untuk variable strategi

Alternatif Jawaban
No ltem Pernyataan SB B C K SK
IS | F|l| %I FI% | f|%]|f(%

Keterlibatan pegawat dalam ag |a -
U kegiatan penyusunat rancangan. 8 |8,7]36 1391391424/ 9 |98 - | -

Pemahaman  pegawai  terhadap
suatu rancangan. 6 165119 (20,7|42[45,7|24 26,1] 1 {1.1

Kesetujuan dan dukungan pegawai 9

terhadap suatu rancangan. 22141 144,639 1424 10]109} - | -

4, |Kesesuvaian bidang pengetakuan
pegawai yang dikuasai dengan| 1 [ 1,129 [31,5|38(41,3]22{23.9] 2 |2,2
suatu rancangan yang akan disusun.

5. |Keterlibatan pihak instansi [ain
dengan  Kegiatan  penyvusunani 7 [7,6] 56 (6091252721 4 |43 - | -

rancangan.
6. |Pemahaman pihak instansi lain " R R
terhadap suatu rancangan. 4 [4,5148 152,2|138 (41,3] 3 |33 - | -

7. |Kesesuaian  bidang tugas dan
pengetahuan  yang dikuasai dari
pihak instansi fain dengan suatu
rancangan.

17 118,547 (50,1123 (25,0{ | |1.]

Lad
[
[

8. |Pengembangan pegawai untuk

menyatukan  kebuichan  pribadiyy 4 | 4.3 | 34 {37,421 (22,8)127129,3] 2 |2.2
dengan kebutuhan organisasi

9. 1Penyediaan kursus dan pelatihan
profesional dalam — rangkal o |01 34 170121 122.8(271293] 2 22

peningkatan  kerernmmnilan dan
Ipengetahuan pegawil, _ | | I ’ I | l [
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10. [Pengembangan pendidikan dan
pelatihan teknis perancang dalam
rangka pengembangan  potensi,
kemampuan, sikap profesional,| 10 |10,9] 37 |40,2|26 (28,31 17 18,5 2 12,2
pengetahuan dan teknik di bidang
perancangan peraturan perundang-

undangan.
1. [Pembinaan perancang peraturan - ool -
perundang_undangan_ ? ?,6 29 3 1,5 1 8 19,6 J4 .J?-,O 4 4,.')

Berdasarkan rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden diatas
terlihat jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada jawaban baik. Kondisi
ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai menilai penerapan strategi di
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan
HAM dinilai sudah baik oleh para pegawai. Penerapan strategi tersebut dilihat
berdasarkan tiga aspek wvakni tingkat pelibatan pegawai dalam kegiatan
penyusunan rancangan, tingkat pelibatan pihak instansi terkait dalam kegiatan
penyusunan rancangan, dan tingkat pengembangan pegawai.

Meskipun secara umum dikatakan baik. namun apabila dilihat secara rinci
ada beberapa item yang mendapat jawaban sangat kurang sehingga kondisi ini
perlu mendapat perhatian. Aspek-aspek dimaksud yaitu pemahaman pegawai
terhadap suatu rancangan, kesesuaian bidang pengctahuan pegawai yang dikuasai
dengan suatu rancangan yang akan disusun. kesesuaian bidang tugas dan
pengetahuan yang dikuasai dari pthak instansi lain dengan suatu rancangan,
pengembangan pegawai untuk menyatukan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan
organisasi, penyediaan kursus dan pelatihan profesional dalam rangka
peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawai, pengembangan pendidikan
dan pelatihan teknis perancang dalam rangka pengembangan potensi,
kemampuan, sikap profesional, pengetahuan dan teknik di bidang perancangan
peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan
strategi dinilai baik oleh pegawai namun masih ada beberapa pegawai menjawab
penerapan strategi dinilai sangat kurang, dengan demikian perlu segera diatasi
karena hal ini berkaitan dengan rencana kerja Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dalam jangka waktu ke masa depan terutama Kkaitannya

dengan sumber daya manusia yang harus Jiniiliki untuk mcenunjang kegiatan
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penyusunan rancangan peraturan  perundang-undangan dalam  rangka

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang baik.

c. Variabel Sistem

Dari variabel sistem ini diungkap dua indikator yaitu efektifitas proses
kerja kegiatan penyusunan rancangan serla sistem imbalan dalam kegiatan
penyusunan rancangan, Variabel strategi dalam penelitian ini diajukan 13 jenis
pernyataan yang menjadi instrumen penelitian. Berikut ini disajikan semua
jawaban responden atas instrumen penelitian dalam kuesioner yang diperoleh

melalui penyebaran kuesioner oleh 92 responden dapal dideskripsikan sebagai

berikut:
Tabel 3.33
Distribusi frekuensi indikator sistem |
Na. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 53 57,6%
3. | Cukup 27 29,3%
4. | Kurang 9 9.8%
3. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 57,6% menilai baik terhadap penawaran kepada pihak terkait
untuk terlibat dalam panitia tim kerja kegiatan penyusunan rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang berpendapat penawaran
kepada pihak terkait tersebut masih kurang, padahal tidak semua pegawai
berpendapat demikian. Selama ini prosedur sebelum panitia tim kerja penyusunan
rancangan dibentuk terlebih dahulu melakukan penawaran kesediaan sebagai
anggota panitia tim kerja kepada pihak/instansi terkait sesuai dengan bidang

materi suatu rancangan yang akan disusun.
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Tabel 5.36
Distribusi frekuensi indikator sistem 2
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. 1 Baik 56 60,9%
3. [ Cukup 27 29,.3%
4. | Kurang 7 7,6%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, scbesar 60,9% menilai baik terhadap kesediaan pihak terkait untuk
untuk terlibat dalam panitia tim kerja kegiatan penyusunan rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang berpendapat kesediaan pihak

terkait tersebut masih kurang, padahal tidak semua pegawai berpendapat

demikian.
Tabel 5.37
Distribusi frekuensi indikator sistem 3
No. Uraian Frekuensi Persentase
I. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 52 56,3%
3. | Cukup 31 33,7%
4. | Kurang 6 6,5%
5. | Sangat Kurang 1 1,1%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 56,5% menilai baik terhadap pembentukan panitia tim kerja
penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai
vang berpendapat pembentukan panitia tim kerja penyusunan rancangan masih
sangat kurang, padahal tidak semua pegawai berpendapat demikian. Selama ini
pembentukan panitia kerja penyusunan rancangan didasarkan atas prolegnas yakni
rancangan undang-undang yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian
Hukum dan HAM untuk disusun, sekaligus juga penyusunan peraturan pelaksana

dari rancangan undang-undang vang telah disahkan menjadi undang-undang.
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Tabel 5.38

111

No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 48 32,2%
3. | Cukup 36 39.1%
4, | Kurang 3 5,4%
5. | Sangat Kurang i - -
Total 92 ____100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 52,2% menilai baik terhadap hubungan kerja dengan para
anggota tim kerja penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih
terdapat pegawai yang mentilai hubungan kerja dengan para anggota tim kerja
penyusunan rancangan masih kurang, padahal tidak semua pegawai berpendapat
demikian. Oleh karena pegawai diharapkan tetap menjaga hubungan kerja yang
baik, profesional dan harmonis demi kelancaran dan kemudahan penyusunan
suatu rancangan agar kegiatan penyusunan rancangan berjalan sesuai target yang

telah ditentukan.

Tabel 5.39
Distribusi frekuensi indikator sistem 5
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik | 1,1%
2. | Baik 47 51,1%
3. | Cukup 30 32,6%
4. | Kurang [4 15,2%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 51,1% menilai baik terhadap koordinasi dengan para anggota
tim kerja penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
pegawai yang menganggap koordinasi dengan para anggola tim kerja penyusunan
rancangan masih kurang, padahal tidak semua pegawai berpendapat demikian.
Oteh karcna diliarapkan para anggota itm Kerja penyusunan suaiu cancangan telap

mempertahankan dan melakukan koordinasi guna efekiititas kegiatan penyusunan.
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Tabel 5.40
Distribusi frekuensi indikator sistem 6
No. Uratan Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 5 5,4%
2. | Baik 49 53,3%
3. | Cukup 26 28,3%
4. | Kurang 12 13,0%
5. | Sangat Kurang - -

T'otal 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 53,3% menilai baik terhadap diskusi dalam rangka penentuan
substansi yang akan diatur dalam rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih
terdapat pegawai yang menganggap diskusi tersebut masihlah kurang, padahal

tidak semua pegawai berpendapat demikian.

Tabel 5.41
Distribusi frekuensi indikator sistem 7
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 1 1,1%
2. | Baik 46 50,0%
3. | Cukup 35 38,0%
4. | Kurang 114 10,9%
5. | Sangat Kurang - 4

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata darl 92
responden, sebesar 50,0% menilai baik terhadap penerapan komunikasi yang
efektif guna kepentingan rancangan yang akan disusun. Hal ini mencerminkan
bahwa masth terdapat pegawai yang menilai penerapan komunikasi yang efektif

tersebut masih kurang, padahai tidak semua pegawai berpendapat demikian.
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Tabel 5.42
Distribusi frekuensi indikator sistem 8

No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 4 4,3%
2. | Baik 41 44,6%
3. | Cukup 33 35,9%
4. | Kurang 14 15,2%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini temyata dari 92
responden, sebesar 44,6% menilai baik terhadap kesediaan pemberian informasi
dan data-data oleh para anggota tim kerja terhadap proses penyusunan rancangan.
Hal ini mencerminkan bahwa masilh terdapat pegawai yang menganggap
kesediaan pemberian informasi dan data-data tersebut masih kurang, padahal tidak
semua pegawai berpendapat demikian. Oleh karenanya Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan perlu meningkatkan efektifitas sistem informasi
berbasis website dengan melakukan entry data-data yang berhubungan dengan
perancangan peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan
maupun kegiatan perancangan penyusunan peraturan perundang-undangan yang
terkait. Selama ini telah dilaksanakan sistem informasi tersebut, sehingga perfu
dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelaksanaannya dengan dukungan

anggaran yang memadai.

Tabel 5.43
Distribusi frekuensi indikator sistem 9
No, Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 310 33.7%
3. | Cukup 41 44,6%
4. | Kurang 16 17,4%
5. | Sangat Kurang 1 1,1%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap bulir int terayala dari 92

responden, sebesar 44,6% menilai cukup terhadap intensitas rapat panitia tim
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kerja untuk kegiatan penyusunan rancangan. Hal int mencerminkan bahwa masih
terdapat pegawai yang menilai intensitas rapat panitia tim keria untuk kegiatan
penyusunan rancangan masih sangat kurang dengan demikian pegawai
memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan rapat panitia tim kerja
karera akan berimplikasi terhadap kerja penyusunan rancangan. QOleh karenanya
diharapkan anggota panitia tim kerja mengefektitkan dan memaksimalkan waktu

pelaksanaan rapat saaf rapat diselenggarakan.

Tabel 5.44
Distribusi frekuensi indikator sistem 10
No., Uratan Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 19 20,7%
3. | Cukup 42 45, 7%
4. | Kurang 27 29,3%
5. | Sangat Kurang 2 2,2%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 45,7% menilai cukup terhadap kecukupan anggaran yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan panitia tim kerja. Hal ini mencerminkan
bahwa masih terdapat pendapat para pegawai yang menganggap kecukupan
anggaran tersebut masih sangat kurang, sehingga Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan perlu memberikan perhatian lebih serius terkait masalah
angearan terutama mekanisme pemberian anggaran jangan sampai menghambat

pelaksanaan kegiatan panitia tim kerja rancangan.

Tabel 5.45
Distribusi frekuensi indikator sistem 11

No. Uraian Frekuensi Persentase
. | Sangat Baik i 1,1%
2. | Baik 2 23,9%
3. | Cukup 34 37,0%
4. | Kurang 34 37.0%
5. | Sangat Kurang ! 1,1%
i Total 1 92 ! 100%
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Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar masing-masing 37% menilai cukup dan baik terhadap
kesesuaian penerapan sistem imbalan bagi panitia tim kerja penyusunan
rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat perbedaan pendapat para
pegawai terhadap kesesuaian penerapan sistem imbalan bagi panitia tim kerja
penyusunan rancangan. Selama ini sistem imbalan selain sistem penggajian
pegawai saat ini di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diterapkan
tunjangan khusus. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan perlu menampung aspirasi agar meninjau kembali sistem imbalan
tersebut sehingga efektif dalam hal pemberian motivasi kepada pegawai untuk
lebih menghasilkan produktiﬁfas kerja tinggi dan memberikan pelayanan yang

baik kepada masyarakat.

Tabel 5.46
Distribust frekuensi indikator sistem 12
No. Uratan Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik I 1,1%
2. | Baik 24 26,1%
3. | Cukup 34 37,0%
4. | Kurang 30 32,6%
5. | Sangat Kurang 3 3,3%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar masing-masing 37% menilai cukup terhadap proporsional
sistem imbalan bagi panitia tim kerja penyusunan rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai proporsional sistem
imbalan tersebut masih kurang. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan perlu mengevaluasi kembali sistem imbalan tersebut karena

terkait motivasi kerja pegawai.
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Tabel 5.47
Distribusi frekuensi indikator sistem 13
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 1 1,1%
2. | Baik 29 31,5%
3. | Cukup 41 44,6%
4. | Kurang 19 20,7%
5. | Sangat Kurang 2 2,2%

Total 92 10G%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

responden, sebesar 44,6% menilai cukup terhadap kesctujuan atau dukungan

terhadap aturan atau pelaksanaan penerapan sistem imbalan bagi panitia kerja

penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai

yang menilai kesetujuan atan dukungan terhadap aturan atau pelaksanaan

penerapan sistein imbalan tersebut masih sangat kurang. Oleh karenanya

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu memberikan perhatian

terhadap sistem imbalan karena mempengaruhi produktifitas kerja dan pelayanan.

Tabel 5.48
Rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden untuk variable sistem

Alternatif Jawaban

No Item Pernyataan 5B B C K SK
F Il | Fr 1% |\F|% |FIl%|fl%

Penawaran kepada pihak terkait

| Enl'uk terliball dalam panitia tim 3 (33153 157.6]27]29.3| 9 19.8] - | -
erja kegiatan penyusunan
rancangan.
Kesediaan pihak terkait untuk untuk

2. |terlibat dalam panitia tim kerjaj 2 [ 2,2 | 56 609|127 |129,3[ 7 | 7.6 - | -
kegiatan penyusunan rancangan.

. |Pembentukan panitia tim kerja e 2l ag lnn

3. 2 [2,2]52(536,5]31133,7] 6 |6,5] 1 |1,1
penyusunan rancangai.
Hubungan kerja dengan para

4. |anggota tim kerja penyusunan| 3 |33 | 48 |52,2|136139,1| 5 {341 - | -
rancangan.
Koordinasi dengan para anggota N

> ltim kerja penyusunan rancangan. L[ 1147 [5L130(52,6/14315.2) - | -
Diskusi dalam rangka penentuan

6. |substansi yang akan diatur dalam| 5 |5,4| 49 {33.3|26|28.3[1213.0 - | -

| Jrancangan. N |
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Penerapan komunikasi yang efektif]
7. |guna kepentingan rancangan yang| 1 | 1,I| 46 [50,0(35(38,0/10]10,9| - } -
akan disusun.

Kesediaan pemberian informasi dan
data-data oleh para anggota tim

8. . 4 143 4] [44,6(33(35.9|14(152] - | -
kerja terhadap proses penyusunan
FAncangan.
Intensitas rapat panitia tim kerja

9. |untuk kegiatan penyusunan| 3 [3,3] 31 33,7141 |44,6{16117.4| 1 (1.1
rancangan.
Kecukupan anggaran yang

10. |digunakan dalam  pelaksanaan} 2 |2,2| 19 |20,7|42 (43,7127 |29,51 2 |2.2
kegiatan pznitia tim kerja.

Kesesuaian  penerapan  sistem
11. |imbalan bagi panitia tim kerjaj | [ 1,1 22 (23,9|534 |37,0|134|37,0] 1T {1,1
penyuslnan rancangan.

Proporsional sistem imbalan bagi

12 |panitia tim kerja penyusunan{ 1 |1,1| 24 126,134 [37,0(30(32,6] 3 [3,3
rancangan.
Kesetujuan atau dukungan terhadap

13 [Aturan atau pelaksanaan penerapan U1 | 29 31,5041 |446]19 207 2 122

sistem imbalan bagi panitia kerja

penyusunan rancangan.

Berdasarkan rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden diatas
terfihat jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada jawaban baik. Kondisi
ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai menilai sistem yang berkaitan
dengan dua aspek yakni efektifitas proses kerja kegiatan penyusunan rancangan
serta sistem imbalan dalam kegiatan penyusunan rancangan di Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dinilai sudah baik
oleh para pegawai. Namun demikian apabila dilihat secara rinci masih ada
beberapa item yang mendapat jawaban sangat kurang sehingga kondisi ini perlu
mendapat perhatién. Aspek-aspek dimaksud yaitu pembentukan panitia tim ketja
penyusunan rancangan, intensitas rapat panitia tim kerja untuk menyusun
rancangan, kecukupan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
panitia tim kerja, kesesuaian penecrapan sistem imbalan bagi panitia tim kerja
penyusunan suatu rancangan, proporsional sistem imbalan bagi panitia tim kerja
penyusunan suatu rancangan, dan kesetujuan atau dukungan terhadap aturan atau
pelaksanaan penerapan sistemt imbalan bagi panitia kerja penyusunan suatu

rancangan.
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D. Variabel nilai bersama

Dari variabel nilai bersama ini diungkap dua indikator yaitu keberadaan
visi dan misi, serta orientasi tim kerja. Variabel nilai bersama dalam penelitian ini
diajukan 8 jenis pernyataan yang menjadi instrumen penelitian. Berikut ini
disajikan semua jawaban responden atas instrumen penelitian dalam kuesioner
yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner oleh 92 responden dapat

dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 5.49
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 1
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. i Baik 27 29.3%
3. { Cukup 47 51,1%
4. | Kurang 16 17,4%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 51,1% menilai cukup mengenai partisipasi perumusan visi dan
misi dari seluruh pegawai yang terkail penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang
mengganggap masih kurang partisipasi perumusan visi dan misi tersebut, oleh
karenanya  Direktorat Jenderal Peraturan  Perundang-undangan periu
memperhatikan keinginan para pegawai untuk terlibat dan berpartisipasi dalam

perumusan visi dan misi terkait penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan.
Tabel 5.50
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 2
No. Uraian Frekuensi Persentase

. | Sangat Baik 4 4.3%
2. | Baik 25 27.2%
3. | Cukup 48 52,2%
4. | Kurang 15 16,3%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%
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Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 52,2% menilai cukup terhadap pengetahuan dan pemahaman
keberadaan visi dan misi organisasi yang terkait penyusunan rancangan peraturari
perundang-undangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang
berpendapat pengetahuan dan pemahaman keberadaan visi dan misi organisasi
tersebut mereka masihlah kurang terkait penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, oleh karenanya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan perlu mensosialisastkan dan mengkomunikasikan kepada para pegawai
mengenai keberadaan visi dan misi organisasi terkait penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan.

Tabef 5.54
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 3
No. Uratan Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 5 5,4%
2. | Baik 29 31,5%
3. | Cukup 41 44,6%
4. | Kurang 17 18,5%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 44,6% menilai cukup mengenai keberadaan visi dan misi
sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang
berpendapat keberadaan visi dan mist organisasi tersebut masih kurang, oleh
karenanya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu meminta
pendapat, ide dan saran kepada para pegawai untuk perumusan visi dan misi

tersebut sehingga mudah menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai.
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Tabel 5.52
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 4
No. Uraian Frekuensi Persentase

t. | Sangat Baik 4 4,3%
2. { Baik 23 27,2%
3. | Cukup 30 54.3%
4. | Kurang 13 14,1%
3. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 54,3% menilai cukup mengenai partisipasi pelaksanaan visi
dan misi dari seluruk pegawai dalam program kerja penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
pegawai yang berpendapat partisipasi pelaksanaan visi dan misi tersebut masih
kurang, oleh karenanya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu
mendorong para pegawai untuk berpartisipasi dalam perumusan visi dan misi
tersebut atau perumusannya dibuat secara jelas, mudah dipahami dan dapat

dilaksanakan sehingga dapat visi dan misi tersebut dapat menjadi acuan

pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Tabel 5.53
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 5
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 5 5,4%
2. | Baik 33 38,0%
3. | Cukup 41 44,6%
4. | Kurang 11 12,0%
5. | Sangat Kurang - -

TFotal 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternvata dari 92
responden, sebesar 44,6% menilai cukup mengenai kerjasama dalam pekerjaan

perancangan oleh para anggota panitia tim Kerja atau anggota organisasi. Hal ini

miencerminkan bathwa masih terdapat pegawat vang menganggap kerjasama dalam
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pekerjaan perancangan tersebut masih kurang, padahal tidak semua pegawai

berpendapat demikian.

Tabel 5.54
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 6
No. Uraian Frekuensi Persentase
I. { Sangat Baik 4 4,3%
2. | Baik 41 44,6%
3. | Cukup 35 38,0%
4. | Kurang 12 13,0%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 44,6% menilai baik mengenai koordinasi dalam pekerjaan
perancangan oleh para anggota panitia tim kerja atau anggota organisasi. Hal ini
mencerminkan babhwa masih terdapat pegawai yang menganggap koordinasi

dalam pekerjaan perancangan tersebut masih kurang, padahal tidak semua pegawai

berpendapat demikian.

Tabel 5.55
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 7
No. Uraian Frekuensi Persentase
I. | Sangat Baik 5 5,4%
2. | Baik 55 59,8%
3. | Cukup 25 27,2%
4. | Kurang 7 7,6%
3. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 59,8% menilai baik mengenai keterbukaan menerima masukan
sebagai upaya penyempurnaan rancangan dari pihak dituar para anggota panitia
tim kerja atau anggota organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
pegawai yang menganggap keterbukaan menerima masukan tersebut masih

kurang, padahal tidak semua pegawai berpendapat demikian,
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Tabel 5.56
Distribusi frekuensi indikator nilai bersama 8
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 5 5,4%
2. | Baik 47 51,1%
3. | Cukup 33 35,9%
4. | Kurang 6 6,5%
5. | Sangat Kurang 1 1,1

Total 92 109%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

responden, sebesar 51,1% menilai baik mengenai komunikasi untuk bertukar

informasi, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para anggota panitia

tim kerja atau anggota organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat

pegawai yang berpendapat komunikasi tersebut masih kurang, padahal tidak

semua pegawai berpendapat demikian.

Tabel 5.57
Rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden untuk variable nilai bersama

No

Alternatif Jawaban

Item Pernyataan

B

C K SK

% | [

%

F

% | F 1% | /1%

Partisipasi perumusan visi dan misi
dari seluruh pegawai yang terkait
penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan

t

22|27

293

47

S| 16(174] - | -

Pengetahuan  dan  pemahaman
keberadaan visi dan misi organisasi
yang terkait penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan,

4,31 25

27,2

48

5221150163 - | -

Keberadaan visi dan misi sebagai
acuan  pelaksanaan  pekerjaan
penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan,

315

4]

44.6(17118,5] - | -

Partisipasi dalam pelaksanaan visi
dan misi dari seluruh pegawai
dalam program kerja penyusunan
rancangan peraturan  perundang-
undangan.

27,2

50

5431314, - | -

Kerjasama dalamm pekerjaan
perancangan oleh para anggota

1380

41

44611 12,0 - | -
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panitia tim kerja atau anggota
organisasi.

Koordinasi dalam pekerjaan
perancangan oleh para anggoia
6. panitia tim kerja atau anggota
organjsasi.

4 14,3141 144,6/35/38,0(12:13,0) - | -

Keterbukaan menerima masukan
sebagai upaya penyempurnaan
7. |rancangan dari pihak diluar paral 5 | 54|55 |59,8|25[27,21 7 |7.6| - 1 -
anggota panitia tim  kerjn  atau
anggota organisasi.

Komunikasi untuk bertukar
informasi, dan berbagi pengetahuan
3. (dan pengalaman diantara paraj 5 |54 47 (51,1]33(359| 6 |6,5] 1 [1,1
anggota panitia tim kerja atau
anggota organisasi.

Berdasarkan rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden diatas
terlihat jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada jawaban cukup.
Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai menilai nilai bersama
yang berkaitan dengan dua aspek yakni keberadaan visi dan misi, serta orientasi
tim kerja di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan HAM dinilai cukup oleli para pegawal. Namun demikian apabiia
dilihat secara rinci masih ada beberapa item yang mendapat jawaban sangat
kurang sehingga kondisi ini perlt mendapat perhatian. Aspek dimaksud yaitu
komunikasi untuk bertukayr informasi, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman
diantara para anggota panifia tim kerja atau anggota organisasi. Meskipun hanya
ada satu diberi nilai sangat kurang, tapi hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja.

Secara umum nilai-nilai yang dinilai sudah baik agar terus ditingkatkan.

E. Variabel keterampilan

Dari variabel keterampilan ini diungkap dua indikator yaitu kemampuan
pegawai Ditjen PP sec mayoritas serta kompetensi tenaga fungsional perancang.
Variabel keterampilan dalam penelitian ini diajukan 12 jenis pernyataan yang
menjadi instrumen penelitian. Berikut ini disajikan semua jawaban responden atas
instrumen penelitian dalam kuesioner yang diperoleh melalui penyebaran

kuesioner oleh 92 responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:
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Tabe) 5.58
Distribusi frekuensi indikator keterampilan |
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 38 41,3%
3. | Cukup 44 47,8%
4. | Kurang 8 3, 7%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 47,8% menilai cukup mengenai pemahaman struktur dan
prosedur kerja kegiatan penyusunan rancangan yang ada. Hal ini mencerminkan
bahwa masih terdapat pegawai yang berpendapat pemahaman struktur dan
prosedur kerja tersebut masih kurang, sehingga Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan perlu terus menerus mengingatkan kembali kepada yang
sudah memahami dan belum sehingga struktur dan prosedur kerja tersebut dapat

dipahami oleh seluruh pegawai.

Tabe! 5.59
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 2
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 28 30,4%
3. [ Cukup 49 33,3%
4. | Kurang 12 13,0%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden, sebesar 53,3% menilai cukup mengenai pelaksanaan dan penyelesaian
tugas sesuai dengan prosedur kerja kegiatan penyusunan rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai masih kurang
pelaksanaan dan penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur kerja tersebut,
sehingga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu terus menerus

mengingatkan kembali kepada yang sudah memahami dan belum sehingga
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pelaksanaan dan penyelesaian tugas tersebut dapat dipahami oleh seluruh

pegawai.
Tabel 5.60
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 3
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 40 43,5%
3. | Cukup 40 43,5%
4. | Kurang 9 9,8%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

responden masing-masing sebesar 43,5% menilai baik dan cukup mengenai
komunikasi kepada atasan dan rekan kerja dalam kegiatan penyusunan rancangan.
Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai masih kurang

komunikasi kepada atasan dan rekan kerja tersebut, padahal tidak semua pegawai

berpendapat demikian.

Tabel 5.61
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 4
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik i 1,1%
2. | Baik 43 46,7%
3. | Cukup 37 40,2%
4. | Kurang 7 7,6%
5. | Sangat Kurang 4 4,3
Total 62 100%

Berdasarkan jawaban rcsponden lerhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 46,7% menilai baik mengenai penggunaan fasilitas pendukung
kerja (seperti komputer, internet) dalam penyelesaian tugas kegiatan penyusunan
rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai
masih kurang penggunaan fasilitas pendukung kerja (seperti komputer, internet)
dalam penyclesaian tugas terscbut. padahal tidak semua pegawai berpendapat

demikian. Oleh karena Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan periu
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mempertahankan bahkan meningkatkan fasilitas pendukung kerja untuk

memudahkan pegawai dalam menyelesaikan tugas kerjanya.

Tabel 5.62
Distribusi frekuensi indikator keterampitan 5
No. Uraian Frekuensi Persentase
l. { Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 51 55,4%
3. | Cukup 29 31,5%
4. | Kurang 10 10,9%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 55,4% menilai baik mengenal pemahaman dan pengetahuan
perancang dalam hal teori perundang-undangan dan dasar-dasar konstitusional.
Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai masik kurang
pemahaman dan pengetahuan perancang dalam hal teori perundang-undangan dan
dasar-dasar konstitusional. Oleh karena Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan perlu terus meningkatkan kegiatan peningkatan pengetahuan tenaga
perancang melalui kegiatan pelatihan iegal drafting, diskusi-diskusi, ceramah,

seminar, lokakarya, dll,

Tabel 5.63
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 6
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. i Sangat Baik 4 4,3%
2. | Baik 50 54,3%
3. | Cukup 34 37.0%
4, | Kurang 4 4.3%
5. | Sangat Kurang - -
Total 02 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 54,3% menilai baik mengenai kemampuan perancang dalam
hal teknik perancangan dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai masih kurang

kemampuan perancang dalam hal teknik perancangan dan proses penyusunan
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peraturan perundang-undangan. Oleh karena Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan perlu terus memperhatikan pengembangan kemampuan dan
keterampilan tenaga perancang melalui kegiatan pelatihan legal drafling secara
kontinuitas dan senantiasa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tingkat

profesional perancang peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.64
Distribusi frekuensi indikator keterampitan 7
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 38 41,3%
3. | Cukup 37 40,2%
4. | Kurang 14 15,2%
5. | Sangat Kurang 1 1,1%
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 41,3% menilai baik mengenai pemahaman perancang dalam
hal substansi suatu rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
pegawai yang menilai masih kurang pemahaman perancang dalam hal substansi
suatu rancangan. Oleh karena Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
perlu terus memperhatikan kegiatan peningkatan pengetahuan tenaga perancang
untuk menambah wawasan dan pengetahuan perancang melalui penyelenggaraan

ceramabh, diskusi-diskusi, seminar, lokakarya dil.

Tabel 5.65
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 8
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 38 41,3%
3. | Cukup 37 40,2%
4. | Kurang i4 15,2%
5. | Sangat Kurang ] 1,1

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden ierhadap buiir inl ternyala dari 92
responden sebesar 41,3% menilai baik mengenai kemampuan perancang dalam

hal gagasan atau ide melalui rapat suatu rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa
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masih terdapat pegawai yang menilai masil kurang kemampuan perancang dalam
hal gagasan atau ide melalui rapat suatu rancangan. Oleh karena Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu terus memfasilitasi kegiatan
peningkatan pengetahuan tenaga perancang maupun memberi kesempatan kepada
perancang untuk mengikuti ceramah, diskusi-diskusi, seminar, lokakarya dli baik

yang diselenggarakan oleh Ditjen PP maupun instansi lain.

Tabel 5.66
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 9
No. Uraian Frekuenst Persentase

1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 38 41,3%
3. | Cukup 38 41,3%
4. | Kurang 14 15,2%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar masing-masing 41,3% menilai baik dan cukup mengenai
kemampuan perancang dalam hal perumusan substansi suatu rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapal pegawai yang menilai masih kurang
kemampuan perancang dalam hal perumusan suatu rancangan, Dengan demikian
para pegawai menuntut perancang untuk senantiasa meningkatkan kemampuan
dan keterampilan di bidang perancangan peraturan perundang-undangan melalui
berbagai kegiatan pengetahuan tenaga perancang, ataupun pendidikan dan

pelatihan tingkat professional bagi perancang.

Tabel 5.67
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 10

No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 3 3,3%

2. | Baik 38 41,3%

3. | Cukup 36 39,1%

4. | Kurang 15 16,3%

5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100% |
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Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 41,3% menilai baik mengenai kerja sama perancang dalam hal
penyusunan dan perumusan suatu rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih
terdapat pegawai yang menilai masih kurang kerjasama perancang tersebut.
Dengan demikian para pegawai mengharapkan para perancang senantiasa

melakukan kerja sama dalam hal penyusunan dan perumusan suatu rancangan.

Tabel 5.68
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 11
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 4 4,3%
2. | Baik 40 43,5%
3. | Cukup 37 40,2%
4. | Kurang 1] 12,0%
2. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 43,5% menilai baik mengenai kemampuan perancang dalam
hal pendapat dan pemberian masukan terhadap suatu rancangan. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai kemampuan
perancang tersebut masilt kurang. Dengan demikian para pegawai menuntut para
perancang untuk senantiasa dapat memberikan pendapat dan masukan terhadap

perumusan suatu rancangan.

Tabel 5.69
Distribusi frekuensi indikator keterampilan 12

No. Uraian Frekuensi Persentase

|. | Sangat Baik 3 1.3%

2. | Baik 39 42,4%

3. | Cukup 38 41,3%

4. | Kurang 12 13,0%

3. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Derdasarkan jawaban responden icrhadap buiii ini ternyata dari 92

responden scbesar 42,4% menilai baik mengenai kemampuan perancang dalam

hal pemberian alternatif solusi dalam kegiatan penyusunan rancangan. Hal ini
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mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai kemampuan
perancang tersebut masih kurang. Dengan demikian para pegawai menuntut para
perancang untuk senantiasa dapat memberikan alternatif solusi dalam kegiatan

penyusunan rancangan.

Tabel 5.70
Rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden variabel keterampilan

Alternatif Jawaban
No ltem Pernyataan SB B C K SK
F 1% | F | % | Fl% 1 Fi% | fl%

Peinahaman struktur dan prosedur
kerja kegiatan penyusunan

2,238 41,3144 (47,8| 8 (8,7 - | -
rancangan yang ada.

Pelaksanaan dan penyelesaian tugas
2 sesuai dengan  prosedur  kerja
" [kegiatan penyusunan rancangan.

L
L
Lad
1]
s
L2

0,4149 (53,3 §2]i3,0} - { -

Komunikasi kepada atasan dan
rekan  kerja  dalam  Kegiatan
penyusunan rancangan.

(]

40 45,5{40143,51 9 9.8 - | -

Lad
Lt
LFF]

Penggunaan fasilitas  pendukung
kerja (seperti komputer, internct)
4. ldalam penyelesaian tugas kegiatan P 1D 45 |46,7|57 (40,21 7 | 7,6
penyusunan rancangan.

Pemahaman dan  pengetahuan
perancang  dalam  hal  teori .
5. Iperundang-undangan dan dasar-| 2 |2.2| 51 {55,4|2931,5[10110,5} - | -
dasar konstitusionat.

Kemampuan perancang dalam hal
teknik perancangan dan proses

6. penyusunan peraturan perundang- 4 14,3150 |54,3134 37,01 4 |43 - | -
undangan.
Pemahaman perancang dalam bhal

7. |substansi suatu rancangan. 2 {2,244 (47829 (31,5 17118,5] - | -

Kemampuan perancang dalam hal
8. |gagasan atau ide melalui rapat suatu| 2 |22 38 141,3|37 40,2 14 15,2} 1 1,1

rancangan.
Kemampuan perancang dalam hal

9, |perumusan substansi suatu| 2 22|38 |41,3[381]41,3|14|152] - | -
rancangan.

Rerjasama  perancang  dalam Tial
10. |penyusunan dan perumusan suatu
rancangan.

Las
Lad
tad
1"

[#4]

41,5136 139,11 15116,3| - | -
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Kemampuan perancang dalam hal
i1, |pendapat dan pemberian masukan| 4 | 43|40 |43,5[37[402111 [12,0] - | -
terhadap suatu rancangan.

Kemampuan perancang dalam hal
{2 Ipemberian alternatif solusi dalam| 3 53| 39 [42,4]38141.3[12[13,0] - | -
kegiatan penyusunan rancangan.

Berdasarkan rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden diatas
terlihat jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada jawaban baik. Kondisi
ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai menilai keterampilan yang
berkaitan dengan dua aspek yakni kemampuan pegawai Dircktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan secara mayoritas serta kompetensi tenaga
fungsional perancang dinilai sudah baik oleh para pegawai. Namun demikian
apabila dilihat secara rinci masih ada satu item yang mendapat jawaban sangat
kurang sehingga kondisi ini perfu mendapat perhatian. Aspek dimaksud yaitu
kemampuan perancang dalam hal gagasan atau ide melalui rapat suatu rancangan.
Meskipun masih ada satu aspek yang dinilai sangat kurang, namun aspek ini
adalah yang paling penting. Seperti diketahui perancang salah satu jabatan
fungsional yang memiliki peranan penting di dalam perancangan peraturan
perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan suatu rancangan. Oleh
karena peningkatan pengetahuan tenaga fungsional perancang peraturan
perundang-undangan harus selaiu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan
kualitasnya di dalam menunjang pembentukan peraturan perundang-undangan
antara lain melalui menambah wawasan dan pengetahuan berpikir perancang
melalui diskusi-diskusi, seminar, lokakarya dan pelatihan serta pemberian
kesempatan kepada mereka yang ingin melanjutkan studi pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi lagi.

F. Variabel gaya kepemimpinan

Dari variabel gaya kepemimpinan ini diungkap tiga indikator yaitu
komitmen terhadap orientasi hasil pekerjaan, efektifitas komunikasi antara
pimpinan dan bawahan, serta kesediaan pimpinan untuk memberikan pengarahan
dan bimbingan kepada bawahan. Vartabel gaya kepemimpinan dalam penelitian

ini diajukan 8 jenis pernyataan yang menjadi instrumen penelitian, Berikut ini
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disajikan semua jawaban responden atas instrumen penelitian dalam kuesioner

yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner oleh 92 responden dapat

dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 5.71
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan !
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 4 4.3%
2. | Baik 49 53,3%
3. | Cukup 34 37.0%
4. | Kurang 4 4.3%
5. { Sangat Kurang l 1,1%

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden ierhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 53,3% mentlai baik mengenai orientasi pimpinan terhadap hasil
rancangan yang telah disusun oleh panitia tim kerja. Hal ini mencerminkan bahwa

masih terdapat pegawai yang menilai orientasi pimpinan tersebut masih kurang.

Tabel 5.72
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan 2
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 3 3.3%
2. | Baik 50 54,3%
3. | Cukup 33 35,9%
4. | Kurang 5 5,4%
5. | Sangat Kurang ] 1,1%

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 54,3% menilai baik mengenai perhatian pimpinan terhadap
rancangan yang tengah disusun oleh panitia tim kerja. Hal ini mencerminkan
balhwa masih terdapat pegawai yang menilai perhatian pimpinan tersebut masih

kurang.
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Tabel 5.73
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan 3

No. “Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 1 1,1%
2. 1 Baik 59 64,1%
3. | Cukup 28 30,4%
4. | Kurang 4 4,3%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

responden sebesar 64,1% menilai baik mengenai kesediaan dan keikutsertaan
pimpinan dalam pelaksanaan rapat kegiatan penyusunan rancangan panitia tim
kerja. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai

kesediaan dan keikutsertaan pimpinan tersebut masih kurang.

Tabel 5.74
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan 4
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 56 60,9%
3. | Cukup 32 34,8%
4. | Kurang | 1,1%
5. { Sangat Kurang - -
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

responden sebesar 60,9% menilai baik mengenai kesediaan komunikasi dan
konsultasi pimpinan terkait substansi rancangan yang tengah disusun. Hal ini

mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang menilai kesediaan dan

keikutsertaan pimpinan tersebut masih kurang.
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Tabel 5.75
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan 5
No. Uraian Frekuensi Persentase

I. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 54 58,7%
3. j Cukup 34 37,0%
4. j Kurang 2 2,2%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

responden sebesar 58,7% menilai baik mengenai kesediaan konsultasi pimpinan
terkait kesulitan substansi rancangan yang tengah disusun. Hal ini mencerminkan
bahwa masih terdapat pegawai yang menilai kesediaan dan keikutsertaan

pimpinan terkait kesulitan substansi rancangan tersebut masih kurang.

Tabel 5.76
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan 6
No. Uraian Frekuensi Persentase

I. | Sangat Baik 5 5.4%
2. | Baik 50 54,3%
3. i Cukup 33 35,9%
4, | Kuarang 4 4,3%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

kurang.

responden sebesar 54,3% menilai baik mengenai pemberian tanggapan pimpinan
terkait rancangan yang tengah disusun. Hal ini mencerminkan bahwa masih

terdapat pegawai yang menilai pemberian tanggapan pimpinan tersebut masih
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Tabel 5.77
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan 7
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. ] Sangat Baik 4 4,3%
2. | Baik 55 59,8%
3. | Cukup 26 28,3%
4. | Kurang 7 7.6%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

responden sebesar 59,8% menilail baik mengenai pemberian masukan pimpinan
terkait kesulitan rancangan yang tengah disusun. Hal ini mencerminkan bahwa
masih terdapat pegawai yang menilai pemberian masukan pimpinan tersebut

masih kurang,.

Tabel 5.78
Distribusi frekuensi indikator gaya kepemimpinan 8
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 6 6,5%
2. | Baik 55 59,8%
3. | Cukup 26 28.3%
4. | Kurang 4 4,3%
5. | Sangat Kurang 1 1,1%

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir int ternyata dari 92
responden sebesar 59,8% menilai baik mengenai bimbingan dan arahan pimpinan
terkait kesulitan rancangan yang tengah disusun. Hal ini mencerminkan bahwa
masih terdapat pegawai yang menilai bimbingan dan arahan pimpinan tersebut

masih kurang.
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Tabel 5.79
Rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden variabel gaya kepemimpinan

Alternatif Jawaban
No Item Pernyataan SB B C K SK
f | % | Fl% | FI%|F|%|f

]
o

Orientasi pimpinan terhadap hasil
rancangan yang telah disusun oleh

panitia tim kerja 4 14,349 |53,3|34(37,0{ 4 |43 | (L]

Perhatian  pimpinan  terhadap
5, {rancangan yang tengah disusun oleh

panitia tim ketja S50 154,333 (359 5|54 1 (1,1

L2
"

Kesediaan dan  Leikutsertaan
pimpinan dalam pelaksanaan rapat
kegiatan penyusunan rancangan I 1,1 59 (64,1128130,4 4 |43 - | -
panitia tim kerja.

L]

Kesediaan komunikasi dan
konsultasi pimpinan terkait

4. |substansi rancangan yang tengahl ° 3,3 (56 (60,9132 34,8 F 11,1 - -
disusun.

Kesediaan  konsultasi pimpinan

5. [terkait kesulitan substansil 2 (221 54 (58,7|34(37.0] 2 [2.2] - | -
rancangan yang tengah disusun.

Pemberian tanggapan pimpinan

6. [fterkait rancangan yang tengahl 5 15450 (54,3]33135914 |43 - | -
disusun.

Pemberian  masbkan  pimpinan

7. [terkait kesuliten rancangan yang 4 |43 55159,8/26123,3| 7 {7,6| - | -
tengah disusun.

Bimbingan dan arahan pimpinan

g. [terkait kesulitan rancangan yang' ¢ [¢5| 55 159,8026(28,3] 4 {4,311 |1,
tengah disusun.

Berdasarkan rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden diatas
terlihat jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada jawaban baik. Kondisi
ini menunjukkan bahwa secara umum pegawai menilai gaya kepemimpinan yang
berkaitan dengan tiga aspek yakni komitmen terhadap orientasi hasil pekerjaan,
efektifitas komunikasi antara pimpinan dan bawahan, serta kesediaan pimpinan
untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada bawahan, dinilai sudah
baik oleh para pegawai. Namun demikian apabila dilihat secara rinct masih ada

tiga item yang mendapat jawaban sangat kurang sehingga kondisi ini perlu
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mendapat perhatian. Aspek dimaksud yaitu orientasi pimpinan terhadap hasil
rancangan yang telah disusun oleh panitia tim kerja, perhatian pimpinan terhadap
rancangan yang tengah disusun oleh panitia tim kerja, serta bimbingan dan arahan

pimpinan terkait kesulitan rancangan yang tengah disusun.

g. Variabe! staf

Dari variabel gaya staf ini diungkap tiga indikator yaitu komitmen
pegawai terhadap pekerjaan dan kesesuvaian penempatan pegawai dengan
keterampilan yang dimiliki. Variabel staf dalam penelitian ini diajukan [0 jenis
pemnyataan yang menjadi instrumen penelitian. Berikut ini disajikan semua
jawaban responden atas instrumen penelitian dalam kuesioner yang diperoleh

melalui penyebaran kuesioner oleh 92 responden dapat dideskripsikan sebagai

berikut:
Tabel 5.80
Distribusi frekuensi indikator staf |
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 50 54.3%
3. | Cukup 29 31,5%
4, | Kurang 10 10,9%
5. | Sangat Kurang 1 1,1

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 54,3% menilai baik mengenai pelibatan diri sepenuhnya dalam
pelaksanaan pekerjaan penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa
masih terdapat pegawai sangat kurang dalam pelibatan diri sepenuhnya dalam
pelaksanaan pekerjaan penyusunan rancangan, schingga pimpinan perlu terus

mendorong dan memberikan motivasi kerja kepada pegawai.
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Tabel 5.81
Distribusi frekuensi indikator staf 2
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 3 3,3%
2. | Baik 52 56,5%
3. | Cukup 24 26,1%
4. | Kurang 12 13,0%
5. | Sangat Kurang ] 1,1

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 56,5% menilai baik mengenai perhatian terhadap pelaksanaan
pekerjaan penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
pegawai yang sangat kurang dalam perhatian pelaksanaan pekerjaan penyusunan
rancangan, sehingga pimpinan perla menghargai dan memperhatikan setiap usaha
pegawai jika mereka memberikan input sekecil maupun sebesar apapun dalam
lingkungan kerja, tugas dan rencana sehingga dapat menumbuhkan perhatian

pegawai terhadap pekerjaan,

Tabel 5.82
Distribusi frekuensi indikator staf 3
No. Uraian Frekuensi Persentase
I. | Sangat Baik 6 6,5%
2. | Baik 44 47.8%
3. | Cukup 31 33,7%
4. | Kurang 10 10,9%
5. | Sangat Kurang ] 1,1
Total a2 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 47,8% menilai baik mengenai anggapan diri sebagai bagian
dari tim kerja pekerjaan penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa
masih terdapat pegawai yang memiliki anggapan diri sangat kurang sebagai
bagian dari tim kerja pekerjaan penyusunan rancangan, sehingga pimpinan periu

menghargai setiap bentuk upaya pegawai.
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Tabel 5.83
Distribusi frekuensi indikator staf 4
No. Uraian Frekuensi Persentase
1, | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 43 46,7%
3. | Cukup 33 35,9%
4. | Kurang 14 13,2%
5. | Sangat Kurang - -
Total 92 100% B

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 40,7% menilai baitk mengenai penerapan pengetahuan yang
dimiliki dalam pelaksanaan tugas penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan
bahwa masih terdapat pegawai yang kurang dalam penerapan pengetahuan yang

dimilikinya tersebut.

Tabel 5.84
Distribusi frekuensi indikator staf 5
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 6 6,5%
2. | Baik 47 51,1%
5. | Cukup 32 34,8%
4. | Kurang 7 7,6%
5. | Sangat Kurang - -

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92

S1,1% kesungguhan dalam

melaksanakan tugas pekerjaan suatu rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa

responden  sebesar menilai baik mengenai

masih terdapat pegawal yang kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan

tugasnya tersebut.

Tabel 5.85
Distribusi frekuensi indikator staf 6
No. Uraian Frekuensi Persentase
. | Sangat Baik | 1,1%
2. | Baik 27 29,3%
3. [ Cukup 39 42 4%
4. [ Kurang 24 26,1%
5. [ Sangat Kurang 1 1,1
Total 92 100%
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Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 42,4% menilai cukup mengenai kecukupan jumlah pegawai
dalam organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang

menilai kecukupan jumlah pegawai dalam organisasi sangat kurang.

Tabel .86
Distribusi frekuensi indikator staf 7
No. Uraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik | 1,1%
2. | Baik 27 29.3%
3. | Cukup 51 53,4%
4. | Kurang 12 13,0%
5. | Sangat Kurang 1 1,1

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternmyata dari 92

responden sebesar 55,4% menilai cukup mengenai kesesuaian jumlah pelibatan
pegawai dalam tim kerja penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa
masih terdapat pegawai yang menilai kesesuaian jumiah pelibatan pegawai dalam

tim kerja tersebut sangat kurang.

Tabel 5.87
Distribusi frekuensi indikator staf 8
No. Uraian Frekuensi Persentase
1. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik 30 32,6%
3. | Cukup 48 52,2%
4. | Kurang 12 13,0%
S. | Sangat Kurang I 1,1
Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 52,2% menilai cukup mengenai kesesuaian komposisi
pelibatan pegawai dalam tim kerja dengan pihak terkait (stake holder) dalam
kegiatan penyusunan rancangan. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat
pegawai yang menilai komposisi pelibatan pegawai dalam tim kerja dengan pihak
terkait (stake holder) sangat kurang sesuai dalam kegiatan penyusunan setiap

suatu rancangan.
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Tabe) 5.88
Distribusi frekuensi indikator staf 9
No. Uraian Frekuensi Persentase

I. | Sangat Baik 2 2,2%
2. | Baik i7 138,5%
3. t Cukup 35 38,0%
4. | Kurang 34 37,0%
5. | Sangat Kurang 1 1,1

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden sebesar 38,0% menilai cukup mengenai kecukupan jumlah perancang
dalam organisasi. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang

menilai jumlah perancang sangat kurang cukup dalam organisasi.

Tabel 3.89
Distribusi frekuensi indikator staf 8
No. LUraian Frekuensi Persentase

1. | Sangat Baik 24 20,1%
2. | Baik 42 46,7%
3. | Cukup 23 25,0%
4. | Kurang 2 2,2%
5. | Sangat Kurang - _

Total 92 100%

Berdasarkan jawaban responden terhadap butir ini ternyata dari 92
responden scbesar 46,7% menilai baik mengenai kesesuaian jumlah dan
komposisi pelibatan kegiatan penyusunan rancangan dalam tim kerja. Hal ini
mencerminkan bahwa masih terdapat pegawai yang berpendapat kecukupan

jumlah perancang sangat kurang sesuai dalam organisasi.
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Tabel 5.90
Rekapitutasi distribusi frekuensi jawaban responden variabel staf

Alternatif Jawaban
No Item Pernyataan SB B C K SK
[\ % | f 1B |F|l% |/l f|%

Pelibatan diri sepenuhnya dalam
I. |pelaksanaan pekerjaan penyusunan| 2 (2,2 | 50 |54,3(29(3[,5(10(10,9] 1 |11
rancangan.

Perhatian  terhadap pelaksanaan
pekerjaan penyusunan rancangan.
Anggapan diri sebagai bagian dari
tim kerja pekerjaan penyusunan & |[6,5] 44 |47.8131 33,7/ 10(1G,9( 1 |1,!
rancangan.

Peperapan  pengetaluan  yang
4, |dimiliki dalam pelaksanaan tugas| 2 | 2,2 43 (46,733 35,9/ 14{15,2| - | -
penyusunan rancangan.
Kesungguhan dalam melaksanakan
tugas pekerjaan suatu rancangarn.

52 156,524 26,1 1213,0) 1 |1,]

[R14
[#¥]
)
"

Ll

[F¥]

Kecukupan jumlah pegawai dalam

organisasi. 1 |1, 27 29,3139 (42,4|24 (26,1 1 |1,1

Kesesuaian  jumlah pelibatan
7. ipegawai dalam tim kKerjal 1 | 1,1 27 129351 (35,4111 (13,0 1 ] 1
penyusunan rancangan.

Kesesuaian  komposisi  pelibatan
pegawai dalam tim kerja dengan

"’ - - - - -
8. IDihak terkait (stake holder) dalam| 2 | 2| 3¢ [32,6]48(52,2/12113.0
kegiatan penyusunan rancangan,
Kecuk jumlal ncane,
g [,oounupan JUML PERANCANS 5 o2 117 18,5]35 (38,0034 37,0] 4 [4,3

dalam organisasi.

Kesesuaian jumlah dan komposisi
10. pelibatan  kegiatan  penyusunan| 24 |26,1] 42 |46,7|123(25,0} 2 [2.2] - | -
rancangan dalam tim kerja.

Berdasarkan rekapitulasi distribusi frekuensi jawaban responden diatas
terlihat jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada jawaban baik. Kondisi
ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi staf terkait dengan dua aspek
meliputi komitmen pegawat terhadap pekerjaan serta kesesuaian penempatan
pegawai dengan keterampilan yang dimiliki, dinilai memiliki persepsi yang sudah
baik. Namun demikian masth terdapat beberapa item pernyataan yang mendapat
jawaban sangat kurang schingga kondisi ini perlu mendapat perhatian. Aspek
dimaksud yaitu pelibatan diri sepenuhlinya dalam pelaksanaan pekerjaan
penyusunan rancangan, perhatian terhadap pelaksanaan pekerjaan penyusunan

rancangan, anggapan diri sebagai bagian dari tim kerja pekerjaan penyusunan
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rancangan, kecukupan jumlah pegawai dalam organisasi, kesesuaian jumlah
pelibatan pegawai dalam tim Kerja penyusunan rancangan, dan kecukupan jumlah

perancang dalam organisasi.

3.2.2. Analisis Deskripsi Statistik

Deskripsi hasil penelitian ini didasarkan atas skor dari kuesioner yang
digunakan untuk mengetahui persepsi jawaban responden ditinjau dari variabel-
variabel 7-S yaitu struktur, strategi, sistem, nilai bersama, keterampilan, gaya
kepemimpinan, dan Staf dalam rangka menganalisis kinerja Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan dibidang kegiatan penyusunan peraturan
perundang-undangan. Hal ini ditampilkan dalam bentuk skor rata-rata masing-
masing variabel maupun secara keseluruhannya (mean), median (nilai tengah
variabel), modus, standar deviasi (besarnya penyimpangan yang terjadi terhadap
rata-rata dari variabel yang diamati), nilai terendah (minimum), dan nilai tertinggi
{maksimum) berdasarkan hasil perhitungan dalam pengolahan secara statistik

yaitu dengan menggunakan SPPS 17.00

Tabel 5.91
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

STRK | STRA | SIS NB | KTR | GK | STF | 7§

N Valid 92 92 92 92 92 92 92 92
Missing 0 0 0 0 0 ¢ 0 0
Mean 3.3339 3.3054| 3.2943 3.3438| 3.3678| 3.6073| 3.2511| 3.3472
Median 3.3701%| 3.4004°( 3.3220% 3.4115° 3.3701° 3.8036% 3.2800° 3.3750°
Mode 321°  3.46°  3.08) 3.50f 4.00 4.00f 400 3.0l
Range 264 264 223 288 2500 2.88] 2.50] 234
Minimum 1.93)  1.82] 2150 2.3} 1.92] 200 1.80] 2.09
Maximum 457  4.46] 439 500 442 4.88) 430 443
Sum 306.72| 304.09| 303.08| 307.63| 309.83| 331.88] 299.10] 307.94
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Dari tabel statistik diatas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai rata-rata
(Mean) dari masing-masing variabel sekaligus nilai rata-rata sefuruh variabel 7-S
yang juga merupakan indeks. Dalam hal ini, indeks menunjukan persepsi hasil
penilaian para responden Nilai mean ini akan dijadikan tolok ukur nilai acuan
pencapaian dari masing-masing variabel 7-S dan pencapaian penerapan secara
keseluruhan variabel 7-8 dalam analisis statistical quality control.

Analisis tabel statistik diatas adalah berdasarkan jawaban dari 92
responiden terhadap variabel struktur, sistem, strategi, nilai bersama, keterampilan
gaya kepemimpinan dan staf ternyata seluruh jawaban adalah valid. Jawaban
responden terhadap nilai mean berbeda-beda. Variabel penerapan struktur dengan
indikator efektifitas tim kerja, efektifitas hubungan kerja para personil dan
efektifitas keordinasi tim kerja dalam kegiatan penyusunan rancangan mempunyai
nifai rata-rata (mean) 3.3339 dari nilai maksimum 4.47 sehingga tidak terlalu
urgen. Variabel penerapan strategi dengan indikator tingkat pelibatan pegawai dan
tingkat pelibatan pihak instansi dalam kegiatan penyusunan serta tingkat
pengembangan pegawai memiliki nilai rata-rata 3.3054 dari nilai maksimum 4.46
sehingga tidak terlalu urgen.

Variabel penerapar sistem dengan indikator efektifitas proses kerja serta
sistem imbalan dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan
memiliki nilai rata-rata 3.2943 dari nilai maksimum 4.39 sehingga tidak terlafu
urgen ditingkatkan. Variabel penerapan nilai bersama dengan indikator
keberadaan visi dan misi serta oriemtasi tim kerja mempunyai nilai rata-rata
3.3438 dari nilai maksimum $ sehingga sangat urgen untuk ditingkatkan. Variabel
penerapan keterampitan dengan indikator kemampuan pegawai Ditjen PP secara
mayoritas serta kompetensi tenaga fungsional perancang memiliki nilai rata-rata
3.3678 dari nilai maksimum 4.42 sehingga tidak terlalu urgen untuk ditingkatkan.

Variabel pelaksanaan gaya kepemimpinan dengan indikator komitmen
terhadap orientasi hasil pekerjaan. eiektifitas komunikasi antara pimpinan dan
bawahan serta kesediaan pimpinan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan
kepada bawahan mencapai nilai rata-rata 3.6073 dari nilai maksimum 4.88
sehingga tidak terlalu urgen untuk ditingkatkan. Variabel staf dengan indikator

komitmen pegawai terhadap peckerjaan serta kesesutaian penempatan pegawai
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dengan keterampilan yang dimiliki memiliki nilai rata-rata 3.2511 dari nilai
maksimum 4.30 sehingga tidak perlu urgen untuk ditingkatkan namun tetap harus
diberikan perhatian untuk ditingkatkan mengingat nilai rata-ratanya lebih kecil

dari nilai rata-rata variabel lain.

5.2.2.1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil pengujian untuk data asli sebagaimana adanya
diperoleh dari sumbernya diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 5.92
Uji Normalitas

) Kolmogorov-Smirnov®
Variable

Statistic df Sig.
STRK 080 g2 062
STRA 096 92 083
SIS 076 92 .200°
NB .084 g2 076
KTR .072 §2 .200°
GK .094 92 061
STF . 058 92 200"
Average 061 92 200

Dari hasil pengujian diperoleh sig untuk semua variabel lebih besar dari 0.05
(>5%) dengan demikian seluruh variabel tersebut tersebut berdistribusi normal.
Sehingga bisa dikatakan dalam hal ini data-data tersebut baik untuk dianalisis

lebih lanjut.

3.2.2.2. Analisis Statistical Quality Control dan Penentuan Nilai (Skor)
Pelaksanaan 7-S.

Analisis staristical quality cantrol (diagram kontrol statistik) ini dilakukan
untuk melihat variasi atau fluktuasi antara nilai persepsi tiap-tiap responden
dengan nilai acuan pencapaiannya, dan apakah masih dalam batasan
wajar/terkendali atau tidak. Dalam statistical quality control batasan terkendali
adalah jika fluktuasi data masih di antara batas kendali atas (UCL = Upper
Control Limit) dan batas kendali bawah (LCL = Lower Conrol Limit). Di

samping itu dengan statistical quality control pun akan dapat diperoleh nilai wajar
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dari tiap-tiap variabel. Berikut adalah grafik statistical quality contro! untuk tiap-

tiap variabel hasil perhitungan dengan SPSS versi 17.

Grafik 3.1
Quality Control variabel Struktur

Cantrel Thart: STRK
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Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat data untuk variabel struktur nilai-
nilai indikator dari jawaban para responden masih berada diantara UCL dan LCL,
dengan demikian masih dalam batas kewajaran dan dapat dinyatakan berkualitas

baik. Adapun sebagai nilai cut off (mean) adalah 3.334.

Grafik 5.2
Quality Control variabel Sistem

Control Chart: 515
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Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat data untuk variabel sistem nilai-
nilai indikator dari para jawaban responden masih berada diantara UCL dan LCL
dengan demikian masih dalam batas kewajaran dan dapat dinyatakan berkualitas

baik. Adapun sebagai nilai cut off {mean) adalah 3.294.
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Grafik 5.3
Quality Control variabel Strategi

Control Chart: STRA

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat data untuk variabel strategi nilai-
nilai indikator darf para jawaban responden masih berada diantara UCL dan LCL
dengan demikian masth dalam batas kewajaran dan dapat dinyatakan berkualitas

baik. Adapun sebagai nilai cut off (mean} adalah 3.305.

Grafik 5.4
Quality Control variabel Nilai Bersama

Controf Chart: HE
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Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat data untuk variabel nilai bersama
nilai-nilai indikator dari para jawaban responden masih berada diantara UCL dan
LCL, dengan demikian masih dalam batas kewajaran dan dapat dinyatakan

berkualitas baik. Adapun sebagai nilai cut off (mean) adalah 3.344.
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Grafik 5.5
Quality Control variabel Keterampilan

Control Chart: KTR
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Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat data untuk variabel keterampilan
nilai-nilai indikator dari para jawaban responden masih berada diantara UCL dan
LCL dengan demikian masih dalam batas kewajaran dan dapat dinyatakan

berkualitas baik. Adapun sebagai nilai cut off (mean) adalah 3.3G8.

Grafik 5.6
Quality Control variabel Gaya Kepemimpinan

Conirol Chart: GK
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Berdasarkan grafitk di atas dapat terlihat data untuk variabel gaya
kepemimpinan nilai-nilai indikator dari para jawaban responden masih berada
diantara UCL dan LCL dengan demikian masih dalam batas kewajaran dan dapat

dinyatakan berkualitas baik. Adapun sebagai nilai cul oft (mean) adalah 3.607.
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Grafik 5.6
Quality Control variabel Gaya Kepemimpinan

Conliral Choan: STF
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Berdasarkan grafik di atas berdasarkan persepsi responden dapat
terlihat data untuk variabel staf nilai-nilai indikator dari para jawaban responden
masih berada diantara UCL dan LCL dengan demikian masih dalam batas
kewajaran dan dapat dinyatakan berkualitas baik. Adapun sebagai nilai cut off
{mean) adalah 3.251.

Grafik 5.7
Quality Control varjabel Staf

Caniral Char: STF
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Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat data untuk variabel staf nilai-nilai
indikator dari para jawaban responden masih berada diantara UCL dan LCL,
dengan demikian masih dalam batas kewajaran dan dapat dinyatakan berkualitas

baik. Adapun sebagai nilai cut off (mean) adalah 3.251.
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Grafik 5.7
Quality Controi variabel 7-§

Ceontrol Charl: Averago
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Berdasarkan grafik di atas untuk menilai pencapaian penerapan Kerangka

Kerja 7-S Mc Kinsey di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

berdasarkan persepsi para responden dapat terlihat data untuk ke tujuh variabel

nilai-nilai indikator dari jawaban responden masih berada diantara UCL dan L.CL,

dengan demikian masih secara keseluruhan variabel dalam batas kewajaran dan

dapat dinyatakan berkualitas baik. Adapun sebagai nilai cut off (mean) yang

menunjukan penerapannya adalah 3.347.

Apabila tiap-tiap nilai cu¢ off (mean) pada hasil statistical quality control

digunakan sebagai score pencapaian untuk tiap-tiap variabel maka diperoleh hasil

summary sebagai berikut:

Tabel 5.93
Skor Pelaksznaan untuk tiap-tian Variabel 7-S dan secara keselurubhan

No Variabel Skor
1 Struktur 3.334
2 Strategi 3.305
3 Sistem 3.294
4 Nilai Bersama 3.344
5 Keterampilan 3.368
6 Gaya Kepemimpinan 3.607
7 Staf 3.251
Pelaksanaan 7-S Secara Keselurtthan 3.347
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5.2.2.3. Analisis Proporsi Nilai (Skor) Pelaksanaan 7-S Berdasarkan
Kuantitas Jawaban Responden

Dalam menilai pelaksanaan 7-S di Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan berdasarkan persepsi para pegawai (responden), maka perlu
diketahui proporsi responden yang menilai mengenai sudah optimal dan belum
optimal pelaksanaan 7-S tersebut. Adapun ketentuan kriteria optimal adalah
apabila skor jawaban responden sudah di atas nilai mean dan kriteria belum
optimal jika skor jawaban responden di bawah nilai mean. Berikut ini adalah tabel

yang menunjukan proporsi antara jawaban optimal dan belum optimal.

Tabel 5.94
Proporsi Jawaban Optimal dan Belum Optimal

a : Belum Optimal
~ Optimal (>Mean)
. ' ' (< Mean) L
Variabel _Skor Penilaian -
Yo - %
‘Responden Responden | -
Struktur 3.334 49 53.26 43 4674 | Optimal bh
banyak
Strateg 3.305 52 56.52 40 43.4g | Optimal Ibh
banyak
Sistem 3.294 49 53.26 43 46.74 Optimal 1bh
banyak
i Belum Optimal
Keterampilan | 3.368 44 47.83 48 52.17 Lebih banyak
Gaya W 4 3.607 57 61.96 15 38.04 Optimat bh
kepemimpinan banyak
Staf 3.251 46 50.00 46 s0.00 | Optimal & Bim
Optimal Sama
Nilai bersama | 3.344 52 56.52 40 43.4g | Optimal ibh
banyak
Pelaksanaan :
7S secara 3.347 49 53.26 43 46.74 | Optimal Toh
banyak
keseluruhan

Dari hasil penilaian pelaksanaan 7-S di Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan berdasarkan persepsi para responden dapat diketahui bahwa
jawaban recsponden yang mcnilai pelaksanaan 7-S sudah optimal adalah 49

{53.26%) responden lebih banyak dari dari responden yang menilai belum optimal
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yaitu 43 (46.74%). Hal ini merupakan indikasi bahwa para responden sebagian
besar menilai bahwa pelaksanaan 7-S sudah optimal.

Apabila diamati dari tiap-tiap variabe! pada tabel dapat diketahui bahwa
untuk variabel struktur, strategi, sistem, gaya kepemimpinan dan nilai bersama
semuanya dapat dikatakan sebagian besar responden sudah menilai optimal. Pada
variabel staf antara responden yang menilai optimal dan belum optimal sama
banyak. Sedangkan untuk variabel keterampilan responden yang menilai belum
optimal lebih banyak dari pada yang menilai sudah optimal, ini merupakan
inidikasi bahwa variabel staf di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan oleh para responden dinilai belumn optinial.

5.2.2.4. Penentuan Kriteria Pelaksanaan 7-S Berdasarkan Nilai (Skor)
Jawaban Responden

Dengan menggunakan niiai pelaksanaan 7-8 Mc Kinsey seperti pada tabe!

5.100 sebelumnya, dikombinasikan dengan penentuan interval nilai maka

pencapaian nilai dari jawaban responden untuk tiap-tiap variabel maupun secara

keseluruhan pelaksanaan 7-S dapat ditentukan kriterianya. Berikut adalah intervai

penentuan kriteria yang digunakan:

Tabel 5.95
Proporsi Jawaban Optimal dag Belum Optimal
No Interval Kiriteria
1 [.00-1.80 sangat kurang
2 [.81-2.61] kurang
3 2.62-3.42 cukup
4 3.43-4.23 baik
| 5 4.24-5.04 sangat baik

Dengan menggunakan ketentuan tabel tersebut maka tiap-tiap variabel
dapat dinilai sehingga dapat ditentukan/diperoleh hasil penilaian pelaksanaannya

sebagai berikut:
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Tabel 5.96
Kriteria Pelaksanaan 7-8
No : Variabel Score Kriteria

|1 Struktur 3.334 cukup baik
2 Strategi 3.305 cukup baik
3 Sistem 3.294 cukup baik
4 Nilai Bersama 3.344 cukup baik
5 Keterampilan 3.368 cukup baik

6 Gaya Kepemimpinan 3.607 baik
7 Staf 3.251 cukup baik
Pelaksanaan 7-S Secara Keseluruhan 3.347 cukup baik

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan persepsi para
responden kriteria pelaksanaan 7-S di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan ada pada kategori/kriteria cukup baik. Pada tabel yang sama kriteria
penilaian untuk tiap-tiap wvariabel pun dapat diketahui. Menurut persepsi
responden pelaksanaan variabel gaya kepemimpinan sudah baik, sedangkan
variabel lainnya yaitu struktur, strategi, sistem, nilai bersama, keterampilan dan

staf masih dalam kriteria cukup baik.
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BAB V]
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir penelitian ini akan memberikan kesimpulan dan saran-saran

sesuai analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya.

¢.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis hasil penelitian untuk

menjawab pertanyaan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

l.

3]

Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan
menggunakan pendekatan 7-S Mc Kinsey berdasarkan persepsi pegawai
sebagian besar menilai peiaksanaan 7-S sudah optimal. Variabel struktur,
strategi, sistem, gaya kepemimpinan dan nilai bersama semuanya sebagian
besar responden menilai sudah optimal pelaksanaannya. Pada variabel staf
sebagian besar responden menilai antara optimal dan belum optimal sama
banyak. Sedangkan untuk variabel keterampilan sebagian besar responden
menilai belum optimal lebih banyak dari pada yang menilai sudah optimal.
Jika dilihat aspek staf ini terdiri atas indikator komitmen pegawai terhadap
pekerjaan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan keterampilan yang
dimiliki. Hal ini dapat diartikan bahwa aspek staf merupakan aspek vital
dan penggerak bagi organisasi, oleh karenanya pelibatan dalam organisasi
sangat penting dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-
undangan. Sementara itu aspek keterampilan terdiri atas indikator
kemampuan pegawai Ditjen PP secara mayoritas dan kompetensi tenaga
fungsional perancang. Hal ini dapat diartikan bahwa aspek keterampilan
sekaligus kualitasnya dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas para personil
dan anggota organisasi dalam rangka kegiatan penyusunan peraturan
perundang-undangan.

Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan

menggunakan pendekatan 7-S Mc Kinsey berdasarkan nilai (skor) jawaban
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persepsi responden diperoleh kriteria pelaksanaan 7-S berada pada kriteria
cukup baik. Dalam hal ini pelaksanaan variabel gaya kepemimpinan
memiliki skor tertinggi berarti sudah baik, sedangkan variabel lainnya
yaitu struktur, strategi, sistem, nilai bersama, keterampilan dan staf masih
dalam kriteria cukup baik. Jika dilihat dari aspek gaya kepemimpinan yang
dinilai sudah baik ini, terdiri atas komitmen terhadap orientasi hasil
pekerjaan, efektifitas komunikasi antara pimpinan dan bawahan dan
kesediaan pimpinan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada
bawahan, hal ini berarti indikator-indikator tersebut perlu dipertahankan
untuk mendorong kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya untuk aspek struktur, strategi, sistem, nilai bersama, |
keterampilan dan staf masih dalam kriterta mendapat skor dibawah gaya
kepemimpinan berarti cukup baik. Hal ini menunjukkan pelaksanaan aspek
struktur, strategi, sistem, nilai bersama, keterampilan dan staf masih perlu

ditingkatkan agar mencapai nilai skor maksimal yang berarti baik.

0.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan, maka sebagai hasil penelitian yang ada penulis memberikan

beberapa saran:

1.

Dalam kaitannya dengan aspek struktur, maka para anggota atau pegawai
Ditjen PP mengedepankankan hubungan kerja yang koordinatif dan
intensif baik dalam pelaksanaan kegiatan rutin di lingkungan unit-unit
kerja masing-masing maupun dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan
peraturan perundang-undangan pada kelompok atau tim kerja yang ada.

Dalam kaitannya dengan aspek sistem terkait proses kerja kegiatan tim
kerja, maka Direktorat Jenderal Peraturan Peruhdang-undangan perlu
mendukung bantuan teknis dan praktis manajemen yang setepat-tepatnya
dalam hal administrasi kevangan. Selain itu sistem imbalan periu
diterapkan sistem renumerasi berdasarkan beban kerja, dan sistem
tunjangan yang saat in1 sedang dijalankan agar tetap dipertahankan guna

memacy motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai. Sementara itu sistem
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informasi yang saat ini telah diterapkan baik berbasis web dan informasi

data kegiatan operasional Ditjen PP, agar terus ditingkatkan secara

kontinuitas, dan mendapat prioritas agar tersedia informasi yang cepat dan
akurat guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PP.

Daiam kaitannya dengan aspek strategi terkait pelibatan pegawai dalam

kegiatan penyusunan, maka pimpinan Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya

manusia secara Kontinuitas dengan pemberian pendidikan, pelatihan,

maupun peningkatan pengetahuan melalui ceramah, diskusi-diskust,
ceramah, guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam jangka panjang.

Sementara itu strategi terkait pelibatan instansi terkait, maka Ditjen PP

perlu terus membangun kerjasama dengan instansi lain (nenworking).

4. Dalam kaitannya dengan aspek nilai bersama, maka Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan peflu meningkatkan pembinaan kelompok

dan tim kerja yang kompak guna mencapai sasaran organisasi.

Dalam kaitannya dengan aspek keterampilan, maka Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan perlu memperknat kemampuan pegawai

dan tenaga perancang melalui pemberian kesempatan pengembangan dan

peningkatan pengetahuan secara komtinuitas melalui pelatihan dan
pendidikan legal draiting, diskusi-diskusi, ceramah, lokakarya baik yang
diselenggarakan oleh Ditjen PP maupun instansi lain.

6. Dalam kaitannya dengan aspek gaya kepemimpinan, maka para pemimpin
yang ada melakukan evaluasi bawahannya melalui mengadakan
briefing/evaluasi secara rutin tentang kinerja pegawainya, guna
mengctahui seberapa baik pelaksanaan tugas yang dilakukan pegawai serta
pemberian saran dan mendorong bawahan selalu kreatif dan inovatif, dan
juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.

7. Dalam kaitannya dengan aspek staf, maka pimpinan Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan senantiasa memberikan motivasi kerja dan
kesempatan untuk mengembangkan diri dan diakui agar dapat

menunjukkan kemampuannyva.
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LAMPIRAN I
Jakarta, Mei 2010

Kepada Yth.
Bapak/lbu/Sdrh
di

Jakarta

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Kajian
Pertahanan Nasional Konsentrasi Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan yang
sedang melaksanakan penelitian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Penelitian ini merupakan bagian dari penulisan tesis dengan judul “Kinerja Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Kerangka Kerja 7-§ Mc Kinsey™.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk
mengisi lembar kuesioner. Berikut ini saya sampaikan kuesioner yang terdiri atas tujuh variabel,
yaitu Struktur, Strategi, Sistem, Keterampilan, Gaya kepemimpinan, Staf dan Nilai-nilai
bersama. Kuesioner ini saya perlukan untuk memeroleh data untuk menyusun tesis. Kuesioner
ini semata-mata bertujuan untuk kepentingan akademis, maka tidak akan berdampak apapun
pada kinerja Bapak/Ibu/Sdr/l sebagai pegawai. Untuk itu, silahkan Bapak/Ibu merespon setiap
item pertanyaan dengan leluasa dan tanpa beban dengan seobyektif mungkin sesuai dengan
kondisi (pendapat, perasaan, pengalaman) Bapak/Ibu/Sdr/l yang sebenarnya serta dijamin
kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/l dalam mengisi kuesioner, Saya ucapkan
terima kasth.

Hormat Saya,
ttd

Dwi Retnaningtyas
NPM. 0806448491
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IDENTITAS RESPONDEN

Berikan tanda “V” pada salah satu kotak yang tersedia dibawah ini sesuai dengan keadaan
Bapak/Ibu/Sdr/i.

1. Jenis Kelamin [ ] Pria
[ ] Wanita
2. Usia ] <25 tahun

[

[ ] 225-35 tahun
[ 1 236-45tahun
[ ] =46 -55 tahun
3. Pendidikan terakhir [ 1SLTA

[ ] Akademi
[ ]S

[ ]82

4. Pangkat/Golongan Ny .. Y.
5. Lama bekerja [ ] <5 tahun

[ ]26-15tahun
[ ] =16-20tahun
f § =2ltahun

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada kolom jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/I
anggap sesuai dalam kolom sebagai berikut:

Sangat Baik
Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang
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A. Daftar Pernyataan tentang Struktur

No | Berikan penilaian Anda terhadap beberapa Sangat Baik | Cukup | Kurang | Sangat
. . . baik Kurang
hal berikut ini;
1 2 3 4 5

1. | Panitia tim kerja yang dibentuk untuk kegiatan
penyusunan rancangan.

2. { Komposisi jumlah anggota panitia tim kerja
kegiatan penyusunan rancangan.

3. | Kesesuaian penempatan orang untuk duduk
sebagai anggota tim kerja kegiatan penyusunan
rancangan.

4. | Pemilihan anggota dengan pertimbangan
keterampilan  pemecahan  masalah  dan
pengambilan keputusan.

5. tPemilihan  anggota tim  kerja  dengan
pertimbangan  penguasaan  bidang  tugas
rancangan.

6. | Pelibatan pihak terkait (stake holder) sesuai
dengan substansi rancangan sebagai anggota
panitia tim kerja.

7. | Kehadiran anggota panitia tim kerja dalam
pelaksanaan  rapat  kegiatan  penyusunan
rancangan.

8. | Kesamaan persepsi para anggola panitia tim
kerja terhadap substansi rancangan dalam
pelaksanaan rapat tim kerja.

9. | Kesesuaian jadwai rapat dengan waktu para
anggota dalam rapat panitia tim kerja.

10. | Keaktifan para anggota dalam pelaksanaan rapat
panitia tim kerja.

11. | Fleksibilitas para anggota untuk membantu
menyusun substansi  rancangan  dalam
pelaksanaan rapat panitia tim kerja.

12. | Pemberian informasi yang relevan oleh para
anggota terkait substansi rancangan.

13. | Adanya diskusi para anggota panitia tim kerja
guna penyempurnaan atau perbaikan rancangan.

t4. | Penerapan komunikasi yang efektif para anggota

demi kelancaran penyusunan rancangan.
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B. Daftar Pernyataan tentang Strategi

No

Berikan penilaian Anda terhadap beberapa
hal berikut ini:

Sangat | Baik | Cukup | Kurang | Sangat
baik kurang
1 2 3 4 5

Keterlibatan ~ pegawai  dalam  kegiatan
penyusunan rancangan.

2. | Pemahaman pegawai terhadap suatu rancangan.

3. | Kesetujuan dan dukungan pegawai terhadap
suatu rancangan.

4. | Kesesuaian bidang pengetahuan pegawai yang
dikuasai dengan suatu rancangan yang akan
disusun,

5. | Keterlibatan pihak instansi fain dengan kegiatan
penyusunan rancangan.

6. | Pemahaman pihak instansi lain terhadap suatu
rancangan.

7. | Kesesuatan bidang tugas dan pengetahuan yang
dikuasai dari pihak instansi lain dengan suatu
rancangan.

8. | Pengembangan pegawai untuk menyatukan
kebutuhan pribadi dengan kebutuhan organisasi

9. | Penyediaan kursus dan pelatihan profesional
dalam rangka peningkatan keterampilan dan
pengetahuan pegawai.

10. | Pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis

perancang dalam rangka pengembangan
potensi, kemampuan, sikap profesional,
pengetahuan dan teknik di bidang perancangan
peraturan perundang-undangan.

Pembinaan perancang peraturan perundang-
undangan.
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C. Daftar Pernyataan tentang Sistem

No | Berikan penilaian Anda terhadap beberapa S‘“‘fv’a‘ Baik | Cukup | Kurang | Sangat
PP baik kurang
hal berikut ini:
1 2 3 4 5

1. | Penawaran kepada pihak terkait untuk terlibat
dalam panitia tim kerja kegiatan penyusuuan
rancangan.

2. | Kesediaan pihak terkait untuk untuk terlibat
dalam panitia tim kerja kegiatan penyusunan
rancangan.

3. | Pembentukan panitia tim kerja penyusunan
rancangan.

4. | Hubungan kerja dengan para anggota tim kerja
penyusunan rancangan.

5. | Koordinasi dengan para anggota tim kerja
penyusunan rancangan.

6. | Diskusi dalam rangka penentuan substansi yang
akan diatur dalam rancangan.

7. | Penerapan komunikasi yang efektif guna
kepentingan rancangan yang akan disusun.

8. | Kesediaan pemberian informasi dan data-data
oleh para anggota tim kerja terhadap proses
penyusunan rancangan,

9. | Intensitas rapat panitia tim kerja untuk kegiatan
penyusunan rancangan,

10. | Kecukupan anggaran yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan panitia tim kerja.

I1. } Kesesuaian penerapan sistem imbalan bagi
panitia tim kerja penyusunan rancangan.

12. | Proporsional sistem imbalan bagi panitia tim
kerja penyusunan rancangan.

13. | Kesetujuan atau dukungan terhadap aturan atau

pelaksanaan penerapan sistem imbalan bagi
panitia kerja penyusunan rancangan.
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D. Daftar Pernyataan tentang Nilai Bersama

No

Berikan penilaian Anda terhadap beberapa
hal berikut ini:

Sangat
baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat
Kurang

Partisipasi perumusan visi dan misi dari seluruh
pegawai yang terkait penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan

Pengetahuan dan peinahaman keberadaan visi
dan misi organisasi yang terkait penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan visi dan misi sebagai acuan
pelaksanaan pekerjaan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan.

Partisipasi dalam pelaksanaan visi dan misi dari
seluruh  pegawai dalam program  kerja
penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan.

Kerjasama dalam pekerjaan perancangan oleh
para anggota panitia tim kerja atau anggota
arganisasi.

Koordinasi dalam pekerjaan perancangan oleh
para anggota panitia tim kerja atau anggota
organisasi.

Keterbukaan menerima masukan sebagai upaya
penyempurnaan rancangan dari pibak diluar
para anggota panitia tim kerja atau anggota
organisasi.

Komunikasi untuk bertukar informasi, dan
berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara
para anggota panitia tim kerja atau anggota
organisast.
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E. Daftar Pernyataan tentang Keterampilan

alternatif solusi dalam kegiatan penyusunan
rancangar.

. - n i Cuk <uran ngat
No [ Berikan penilaian Anda terhadap beberapa Sa gat Baik ukup | Kurang | Sang
iyt baik kurang
hal berikut ini:
1 2 3 4 5
1. | Pemahaman struktur dan prosedur Kkerja
kegiatan penyusvnan rancangan yang ada.
2. | Pelaksanaan dan penyelesaian tugas sesuai
dengan prosedur kerja kegiatan penyusunan
rancangan.
3. | Komunikasi kepada atasan dan rekan kerja
dalam kegiatan penyusunan rancangan.
4. | Penggunaan fasilitas pendukung kerja (seperti
komputer, internet) dalam penyelesaian tugas
kegiatan penyusunan rancangan.
5. | Pemahaman dan pengetahuan perancang dalam
hal teori perundang-undangan dan dasar-dasar
konstitusional.
6. | Kemampuan perancang dalam hal teknik
perancangan dan proses penyusunan peraturan
perundang-undangan.
7. | Pemahaman perancang dalam hal substansi
suatu rancangan.
8. [ Kemampuan perancang dalam hal gagasan atau
ide melalui rapat suatu rancangan.
9. | Kemampuan perancang dalam hal perumusan
substansi suatu rancangan,
10. | Kerjasama perancang dalam hal penyusunan
dan perumusan suatu rancangan.
1. | Kemampuan perancang dalam hal pendapat dan
pemberian masukan terhadap suatu rancangan.
12. | Kemampuan perancang dalam hal pemberian
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F. Daftar pernyataan tentang gaya kepemimpinan

No

Berikan penilaian Anda ferhadap beberapa
hal berikut ini:

Sangat
baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat
kurang

Orientasi pimpinan terhadap hasil rancangan
yang telah disusun oleh panitia tim kerja.

Perhatian pimpinan terhadap rancangan yang
tengah disusun oleh panitia tim kerja.

Kesediaan dan keikutsertaan pimpinan dalam
pelaksanaan rapat kegiatan  penyusunan
rancangan panitia tim kerja.

Kesediaan komunikasi dan konsultasi pimpinan
terkait substansi rancangan yang tengah
disusun.

Kesediaan konsultasi pimpinan terkait kesulitan
substansi rancangan yang tengah disusun.

Pemberian  tanggapan  pimpinan  terkait
rancangan yang tengah disusun.

Pemberian masukan pimpinan terkait kesulitan
rancangan yang tengah disusun.

Bimbingan dan arahan pimpinan terkait
kesulitan rancangan yang tengah disusun.
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G. Daftar Pernyataan tentang Staf

kegiatan penyusunan rancangan dalam tim
kerja.

No | Berikan penilaian Anda terhadap beberapa Sangat Baik | Cukup | Kurang | Sangat
R baik kurang
hal berikut ini;
1 2 3 4 5
1. | Pelibatan diri sepenuhnya dalam pelaksanaan
pekerjaan penyusunan rancangan.
2. {Perhatian terhadap pelaksanaan pekerjaan
penyusunan rancangan.
3. | Anggapan diri sebagai bagian dari tim kerja
pekerjaan penyusunan rancangan.
4. | Penerapan pengetahuan yang dimiliki dalam
pelaksanaan tugas penyusunan rancangan.
5. | Kesungguhan dalam melaksanakan tugas
pekerjaan suatu rancangan.
6. { Kecukupan jumlah pegawai dalam organisasi.
7. | Kesesuaian jumlah pelibatan pegawai dalam tim
kerja penyusunan rancangan.
8. | Kesesuaian komposisi pelibatan pegawai dalam
tim kerja dengan pihak terkait (siake holder)
dalam kegiatan penyusunan rancangan.
9. | Kecukupan jumiah perancang dalam organisasi.
10. | Kesesuaian jumlah dan komposisi pelibatan
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Uji Validitas & Reliabilitas

%

Reliability
Case Processing Summary
N
Cases Valid
Exciuded®
Total

60
0

60

100.0

.0

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of ltems

.925

14

ltem-Total Statistics

Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected ltem- | Cronbach's Alpha

item Deleted ltern Deleted | Total Correlation | if ltem Deleted
STRK1 43.5500 57.981 460 925
STRK2 43.7833 £5.054 835 915
STRK3 44.0333 54.134 B30 921
STRK4 44,0333 51.965 696 918
STRKS 43.9667 52.779 J21 17
STRK6G 43.5167 56.118 2530 .924]"
STRK7 44.0333 55.118 598 821
STRKS 4396867 56.372 625 921
STRK9 44.6000 52.169 700 L18
STRK10 43.8500 52.875 .780 815
STRK11 43.7167 55.935 634 .920]
STRK12 43.5667 54.724 740 817
STRK13 43.5333 55948 624 921
STRK14 43.8333 54.548 713 918
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Reliability

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 60 100.0
Excluded” 0 Q
Total 60 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha| N of ltems
.885 11
item-Total Statistics

Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected item- | Cronbach's Alpha

ltem Deleted ltem Deleted Total Correlation | if ltem Deleted
STRA1 33.0167 33.983 551 878
STRA2 33.3500 33.892 524 880
STRA3 33.0800 33.608 682 871
STRA4 33.4667 33.134 626 874
STRAS 32,7333 34.809 806 876
STRAB 32.9000 35.244 564 .878L
STRA? 32.8167 36.627 433 884
STRAB 33.4500 34.082 .584 876
STRA9 33.2167 31.180 688 870
STRAD 33.0333 30.843 759 864
STRA11 33.4667 30.728 .B53 873
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Reliability

Case Processing Summary

N %
Cases  Valid 60 100.0}
Excluded® 0 0
Total 60 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure,

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha| N of ltems

.885 13

ltem-Total Statistics

Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected ltem- Cronbach's Alpha

Item Deleted ltem Deleted | Total Correlation | if ltem Deleted
SISt 39.3333 34.972 504 .B79
5182 39.3167 35.949 443 .882
8153 38.4167 33.976 604 874
5154 39.3333 35.107 561 B77
S185 29.4500 33.370 710 .BBY
SIS6 39.4167 33.942 .585 875
8157 39.5333 34.626 .578 .B76
Slss 39.4333 34.419 527 .B78
Sisg 39.7000 32.654 .665 B71
5is10 40.0833 34,552 464 .882
81511 40.0667 33.012 623 873
SI812 4(.0833 32.451 648 872
51513 39.8333 33.870 523 878
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Reliability

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 60 100.0,
Excluded® 0 .0
Total 60 100.0

a. Listwise delelion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of ltems

810

o

ltem-Total Statistics

Scale Meanif | Scale Variance if | Corrected ltem- |Cronbach’s Alpha

ltem Deleted ltem Deleted Total Correlation | if ltem Deleted
NB1 23,4333 16.623 726 .897
NB2 23.4000 16.346 758 894
NB3 23.3500 16.062 756 .8o4
NB4 23.3867 16.270 783 B9z
NBS 23.2167 16.478 737 898
INBB 23.1500 16.604 698 .8eg
NB7 22.9000 17.007 .609 .807
NB8 23.0333 17.185 609 .907,
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Reliability

Case Processing Summary

N

%

Cases Valid

Total

Excluded”

60
0

&0

100.0'

.0
100.0

a. Listwise delelion based on all variables in the

procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha| N of ltems
.941 12
Item-Total Statistics
Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected item- | Cronbach's Alpha
tem Deleted item Deleted | Total Correlation | if ltem Deleted
IKTR1 37.1500 42.503 897 937
KTR2 37.3167 43.034 625 .839
KTR3 37.1333 43.541 .538 .942
KTR4 37.2667 42.504 474 946
KTR5 37.1000 40.092 830 932
KTR6E 36.8833 41.068 806 933
KTR7? 37.1833 39.610 .843 931
KTR8 37.2167 39.766 833 .932
KTRg 37.1833 40.457 .801 933
KTR10 37.2333 42.046 Bi3 .840
KTR11 37.1167 40.003 871 .930
KTR12 37.1667 39.701 884 830
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Reliability

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 60
Excluded® 0
Total €0

100.0

0
100£|

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure,
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha| N of litems
042 8
item-Total Statistics

Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected ltemn- | Cronbach’s Alpha

ltem Deleted ltem Deleted Totai Correlation | if Item Deleted
GK1 25.2167 14.274 795 .034
GK2 25,2000 14.298 791 834
GK3 251167 15.359 715 939
GK4 25,1000 15.346 771 938
FGKS 25.1167 15.495 778 ‘936F
GK6& 25.1333 14,524 .786 934
GK?7 25.1500 13.926 .879 927
GK8 25.1000 13.590 841 .930
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Reliability

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 60 100.0
Excluded® 0 0
Total 60 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure,
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha| N of [tems
904 10

Item-Total Statistics

Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected hem- | Cronbach's Alpha

ltem Deleted Item Deleted | Total Correlation | if ltemn Deleted
STF1 28.8833 26.444 743 .889
STF2 28.8833 26.308 737 B89
8TF3 28.9000 25,922 745 .888
STF4 28.9667 27.660 .655 884
8TF5 28.8000 27.180 .669 893
STF6 28.3833 28.139 469 807
STF7 27.935 651 .B95
STFB 28.1333 27.880 645 895
STFS 29.6833 26.525 548 885
STFiD 29.4500 27.133 .B54 .Bg4
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STRKE

STRUKTUR

STRK7

STRK6

r

STRKS

STRK4

STRK3

STRK2

STRK1

No Resp

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
a1

42

43

44
45
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46

47

48

49
50

51

52
53

54
55

56
57

53
59

60
61

62

63

64
65
66

67

68
69

70
71

72
73

74
75
76

77
78
79

30
81

82

83

34

25

86

87
28
89

90

91

92
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STRA3

STRAZ

STRAL

STRK11 | STRK12 | STRK13 | STRK14

STRK10

o~

STRK9
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5152

5151

STRA1D | STRA11

n

STRAS

STRAS

STRA7

STRATEGI
STRAS

STRAS

STRA4
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SISTEM

51512

5i511

SI510

cd

SI59

SIS8

SIS7

5156

SISS5

5154

SIS3

Ly
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No Resp Total Avr
1 262 3.447
2 285 3.763
3 256 3.368
4 250 3.289
5 257 3.382
6 214 2.816
7 292 3.842
8 229 3.013
9 214 2.816

10 209 2.750
11 293 3.855
12 300 3.947
13 254 3.342
14 279 3.671
15 288 3.789
16 313 4,118
17 233 3.066
18 305 4.013
19 194 2.553
20 311 4,092
21 236 3,105
22 252 3.316
23 243 3.197
24 260 3.421
25 210 2.763
26 290 3.816
27 327 4303
28 229 3.013
29 267 3.513
30 304 4.000
31 294 3.868
32 306 4.026
33 238 3.132
34 253 3.329
35 280 3.684
36 222 2.921
37 292 3.842
38 262 3.447
39 215 2.829
40 287 3.776
41 257 3.382
42 246 3.237
43 269 3.539
44 273 3.592
45 264 3474
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46 269 3.539
47 291 3.829
48 260 3421
49 229 3.013
50 262 3.447
51 256 3.368
52 211 2.776
53 253 3.329
54 289 3.803
55 260 3.421
56 283 3.724
57 327 4.303
58 256 3.368
59 275 3.618
60 159 2092
61 219 2.882
62 286 3.763
63 197 2.592
b4 240 3.158
65 254 3.342
66 283 3.724
67 211 2.776
68 268 3.526
69 257 3.382
70 237 3.118
71 266 3.500
72 188 2474
73 264 3.474
74 235 3.092
75 206 2,711
76 207 2.724
77 164 2.158
78 237 3.118
79 299 3.934
80 193 2.539
81 337 4.434
32 228 3.000
83 297 3.908
84 229 3.013
35 211 2.776
86 229 3.013
87 246 3.237
38 286 3.763
89 234 3.079
90 262 3.447
91 251 3.303
92 183 2.474
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Distribusi frekuensi Jawaban Responden

STRK1 " N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRK1 Kurang Count 4 4
% of Totat 4.3% 4.3%

Cukup Count 23 23

% of Total 25.0% 25.0%

Baik Count 61 61

% of Total 66.3% 66.3%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STRK2 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STRK2 Kurang Count 5 5
% of Total 5.4% 5.4%

Cukup Count 48 48

% of Total 52.2% 52.2%

Baik Count 37 37

% of Total 40.2% 40.2%

Sangat Baik Count 2 2

% of Tolal 2.2% 2.2%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRK3 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRK3  Kurang Count 27 27
% of Total 29.3% 29.3%

Cukup Count 33 33

% of Total 35.9% 35.9%

Baik Count 29 29

% of Total 31.5% 31.5%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STRK4 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRK4  Sangat Kurang Count 3 3
% of Total 3.3% 3.3%

Kurang Count 24 24

% of Total 26.1% 26.1%

Cukup Count 30 30

% of Total 326% 32.6%

Baik Count K| 3

% of Total 33.7% 33.7%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Totat Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRKS * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

ISTRKS  Sangat Kurang Count 3 3
% of Total 3.3% 3.3%

Kurang Count 15 15

% of Total 18.3% 16.3%
Cukup Count 39 391

% of Total 42.4% 42 4%

Baik Count 33 33L

% of Total 35.9% 35.9%,

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STRKE * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STRKE  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 7 7

% of Total 7.6% 7.6%

Cukup Count 20 20

% of Total 21.7% 21.7%

Baik Count 54 54

% of Total 58.7% 58.7%

Sangat Baik Count 10 10

% of Total 10.9% 10.9%

Total Count 92 92
% of Tota} 100.0% 100.0%
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STRKT * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRK7? Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 156 16

% of Total 17.4% 17.4%

Cukup Count 44 44

% of Total 47 8% 47.8%

Baik Count 26 28

% of Total 28.3% 28.3%

Sangat Baik Count 5 5

% of Tolal 5.4% 5.4%

Total Count 92 92
% of Tolal 100.0% 100.0%

STRKS * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STRK8  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 11 11

% of Total 12.0% 12.0%

Cukup Count 48 48

% of Taotal 52.2% 52.2%

Baik Count .AN 31

% of Total 33.7% 33.7%

Sangat Baik Count 1 1

5% of Total % i.1%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRKS * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRKS  Sangat Kurang Count 3 3

% of Totat 3.3% 3.3%

Kurang Count 22 22

% of Total 23.9% 23.9%

Cukup Count 36 36

% of Totat 39.1% 39.1%

Baik Count 26 26w

% of Total 28.3% 28.3%

Sangat Baik Count 5 5

% of Total 5.4% 5.4%

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%

STRK10 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STRK10  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%
Kurang Count 14 14
% of Total 15.2% 15.2%
Cukup Count 45 45
% of Total 48.9% 48.9%
Baik Count 25 25
% of Total 27.2% 27.2%
Sangat Baik Count 7 7
% of Total 7.6% 7.6%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRK11 * N Crosstabulation

M
Frekuansi Total

STRK11 Wurang Count 12 12
% of Total 13.0% 13.0%

Cukup Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Baik Count 45 45

% of Total 48.9% 48.9%

Sangat Baik Count 1 1

% of Total 1.1% 1.1%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STRK12 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRK12 Kurang Count 10 10
% of Total 10.8% 10.9%

Cukup Count 32 32

% of Total 348% 34.8%

Baik Count 46 46

% of Total 50.0% 50.0%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRK13 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRK13 Kurang Count 8 8
% of Total B.7% 8.7%

Cukup Count 24 24

% of Total 26.1% 26.1%

Baik Count 58 56

% of Total 60.9% 60.9%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STRK14 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Totai

STRK14  Kurang Count 16 16
% of Total 17.4% 17.4%

Cukup Count 35 35

% of Total 38.0% 38.0%

Baik Count 39 39

% of Total 42.4% 42 4%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 22% 2.2%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRA1T * N Crosstabuiation

N
Frekuansi Total

STRA1T  Kurang Count 9 9
% of Total 9.8% 9.8%

Cukup Count 39 39

% of Total 42.4% 42.4%

Baik Count 36 36

% of Total 39.1% 39.1%

Sangat Baik  Count 8 BF

% of Total B.7% 8.7%

Total Count 92 9z
% of Total 100.0% 100.0%

STRAZ * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRA2  Sangat Kurang Count | 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 24 24

% of Total 26.1% 26.1%

Cukup Count 42 42

% of Total 45.7% 45.7%
Baik Count 19 1QJ

% of Total 20.7% 20.7%

Sangat Baik Court 6 6

% of Total 6.5% 6.5%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRA3 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRA3  Kurang Count 10 10}
% of Total 10.9% 10.8%
Cukup Count 38 39

% of Total 42 4% 42.4%

Baik Count 41 41

% of Tota! 44 6% 44.8%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STRA4 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRA4  Sangat Kurang Count 2 2
% of Tolal 2.2% 2.2%

Kurang Count 22 22

% of Total 23.9% 23.9%

Cukup Count 38 38

% of Total 41.3% 41.3%

Baik Count 29 29

% of Total 31.5% 31.5%

Sangat Baik Count 1 1

% of Total 1.1% 1.1%

Tolal Count 92 92
% of Totai 100.0% 100.0%
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STRAS * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STRAS  Kurang Count 4 4
% of Total 4.3% 4.3%

Cukup Count 25 25

% of Total 27.2% 27.2%

Baik Count 56 56

% of Total 60.9% 60.9%

Sangat Baik Count 7 7

% of Total 7.6% 7.6%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STRAG * N Crosstabulation
N
Frekuansi Tolal

STRA6  Kurang Cournt 3 3
% of Total 3.3% 3.3%

Cukup Count 42 42

% of Total 45.7% 45.7%

Baik Count 43 43

% of Total 46.7% 45.7%

Sangat Baik Count 4 4

% of Tetal 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100 0% 100.0%
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STRAT * N Crosstabulation

N
FreKkuansi Total

STRA7  Kurang Count 3 3
% of Total 3.3% 3.3%

Cukup Count 38 38]

% of Total 41.3% 41.3%

Baik Count 48 48

% of Total 52.2% 52.2%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Total Count 92 g2
% of Total 100.0% 100.0%

STRAB * N Crosstabulation

[ N
Frekuansi Total

STRA8  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 23 23

% of Total 25.0% 25.0%

Cukup Count 47 47

% of Total 51.1% 51.7%

Baik Courit 17 17

% of Total 18.5% 18.5%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRAS * N Craosstabulation

N
Frekuansi Total

STRA9  Sangat Kurang Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Kurang Count 27 27

% of Total 29.3% 28.3%

Cukup Count 21 21

% of Total 22.8% 22.8%

Baik Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Sangat Baik Count 8 8

% of Total 8.7% B8.7%

Total Count 92 22

% of Total 100.0% 100.0%

STRA10 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STRA10  Sangat Kurang Count 2 2
% of Total 2.2% 2.2%
Kurang Count 17 17
% of Total 18.5% 18.5%
Cukup Count 26 26
% of Total 28.3% 28.3%
Baik Count 37 37
% of Total 40.2% 40.2%
Sangat Baik Count 10 10
% of Totat 10.8% 10.9%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STRA11 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total
STRA11  Sangat Kurarg Count 4 4
% of Total 4.2% 4.3%
Kurang Count 34 34
% of Total 37.0% 37.0%
Cukup Count 18 18
% of Total 19.6% 19.6%
Baik Count 29 29
% of Total 31.5% 31.5%
Sangat Baik Count 7 7
% of Total 7.6% 7.6%
Total Count 52 92
% of Total 100.0% 100.0%
§181 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

SIs1 Kurang Count 9 g

% of Total 9.8% 9.8%

Cukup Count 27 27

% of Total 29.3% 29.3%

Baik Count 53 53

% of Total 57.6% 57.6%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%;

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%
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5152 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

SIS2 Kurang Count 7 7

% of Total 7.6% 7.6%

Cukup Count 27 27

% of Total 29.3% 29.3%

Baik Count 56 56

% of Total 60.9% 60.9%

Sangat Baik Count 2 2

% of Tolal 2.2% 2.2%

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%

5153 * N Crosstabulation
N

Frekuansi Total
5183 Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%
Kurang Count 6 6
% of Total 6.5% 6.5%
Cukup Count 3 31
% of Total 33.7% 33.7%
Baik Count 52 52
% of Total 56.5% 56.5%
Sangat Baik Count 2 2
% of Total 22% 2.2%
Total Count 92 g2
% of Total 100.0% 100.0%
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SI1S4 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total
SIS4 Kurang Count 5 5
% of Tota! 5.4% 5.4%
Cukup Count 36 36
% of Total 39.1% 29.1%
Baik Count 48 48
: % of Total 52.2% 52.2%
Sangat Baik Courtt 3 3
% of Total 3.3% 3.3%
! Total Count 92 92
% of Total 100.0%/ 100.0%
SIS5 * N Crosstabuiation
N
Frekuansi Total
Si55 Kurang Count 14 14
% of Total 15.2% 15.2%
Cukup Count 30 30
% of Total 326% 32.6%
Baik Count 47 47
% of Total 51.1% 51.1%
Sangat Baik Count 1 1
% of Total 1.1% 11%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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SIS6 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

SI56 Kurang Count 12 12
% of Total 13.0% 13.0%

Cukup Count 26 26}

% of Totat 28.3% 28.3%

Baik Count 49 49

% of Total 53.3% 53.3%

Sangat Baik Count 5 5

% of Total 5.4% 5.4%

Total Count 9z 92
% of Total 100.0% 100.0%

SIST * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

5187 Kurang Count 10 101
% of Total 10.9% 10.9%

Cukup Count 35 35

% of Total 38.0% 38.0%
Baik Count 46 46L

% of Total 50.0% 50.0%

Sangat Baik Count 1 1

% of Total 1.1% 1.1%

Total Count 92 ' 92
% of Total 100.0% 100.0%
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SISB * N Crosstabulation

o ey ———t i m

N
Frekuansi Total

S1S8 Kurang Count 14 14

% of Total 15.2% 15.2%

Cukup Count 33 33

% of Total 35.8% 35.9%

Baik Count 41 41

% of Total 44 6% 44 6%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 - 92

% of Total 100.0% 100.0%

SI89 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

S189 Sangat Kurang Caunt 1 1
% of Total 1.1% 1.1%
Kurang Count 16 16
% of Total 17.4% 17.4%
Cukup Count 41 41
% of Total 44.6% 44.6%
Baik Count 31 3
% of Total 33.7% 33.7%
Sangat Bak Count 3 3
% of Total 3.3% 3.3%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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81510 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

SIS10  Sangat Kurang Count 2 2
% of Total 2.2% 22%

Kurang Count 27 27

% of Total 29.3% 29.3%

Cukup Count 42 42

% of Total 45.7% 45.7%

Baik Count 19 19

% of Total 20.7% 20.7%

Sangaf Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total GCount 92 £
% of Total 100.0% 100.0%

51511 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Tolal

81511 Sangat Kurang Count 3 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Cukup Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Baik Count 22 22

% of Total 23.9% 23.9%

Sangat Baik Count 1 1

% of Total 1.4% 1.1%

Total Count 92 g2
% of Total 100.0% 100.0%
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§1512 “ N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

SIS12  Sangat Kurang Count 3 3
% of Total 3.3% 3.3%

Kurang Count 30 30

% of Total 32.6% 32.6%

Cukup Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Baik Count 24 24

% of Totat 26.1% 26.1%

Sangat Baik Count 1 1

% of Total 1.1% 1.1%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

S1S13 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

51813 Sangat Kurang Count 2 2
% of Totat 2.2% 2.2%
Kurang Count 19 19“

% of Tatal 20.7% 20.7%

Cukup Count 41 41

% of Total 44.6% 44.6%
Baik Count 29 291

% of Total 31.5% 31.5%

Sangat Baik Count 1 1

% of Tota! 1.1% 1.1%

Total Count 92 92
% of Tatal 100.0% 100.0%
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NB1 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

NB1  Kurang Count 16 16
% of Total 17.4% 17.4%

Cukup Count 47 47

% of Total 51.1% 51.1%

Baik Count 27 27

% of Total 29.3% 29.3%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 52
% of Total 100.0% 100.0%

NB2 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Totat

NBZ2 Kurang Count 15 15
% of Total 16.3% 16.3%

Cukup Count 48 48

% of Total 52.2% 52,2%

Baik Count 25 25

% of Total 27.2% 27.2%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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NB3 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

JNBS Kurang Count 17 17
% of Total 18.5% 18.5%

Cukup Count 41 41

% of Total 44.6% 44.6%

Baik Count 2¢ 29

% of Total 31.5% 31.5%

Sangat Baik Count 5 5

% of Total 5.4% 5.4%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

NB4 * N Crosstabulation

i
Frekuansi Total

NB4 Kurang Count 13 13
% of Total 14.1% 14.1%

Cukup Count 50 50

% of Total 54.3% 54.3%

Baik Count 25 25

% of Total 27.2% 27.2%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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NBS5 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

INBS Kurang Count 1 11
% of Total 12.0% 12.0%

Cukup Count 41 41

% of Total 44 6% 44 6%

Baik Count 35 35

% of Total 38.0% 38.0%

Sangat Baik Count 5 5

% of Total 5.4% 5.4%

Total Count 92 o2
% of Total 100.0% 100.0%

NB6 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

NB8& Kurang Count 12 12
% of Total 13.0% 13.0%

Cukup Count 35 35

% of Total 38.0% 38.0%

Baik Count 4i 41

% of Total 44 6% 44.6%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Tolal Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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NB7 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

NB7 Kurang Count 7 7
% of Total 7.6% 7.6%

Cukup Count 25 25

% of Total 27.2% 27.2%

Baik Count 55 55

% of Total 59.8% 59.8%

Sangat Baik Count 5 5

% of Total 5.4% 5.4%

Total Count g2 92
% of Total 100.0% 100.0%

NBS8 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

NBS Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%,

Kurang Count 6 B

% of Total 8.5% 6.5%

Cukup Count 33 33

% of Total 35.9% 35.9%

Baik Count 47 47

% of Total 51.1% 51.1%

Sangat Baik Count 5 5

% of Total 5.4% 5.4%

Tolal Cotnt 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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KTR1 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

IKTRt  Kurang Count 8 8
% of Total 8.7% 8.7%

Cukup Count 44 44

% of Total 47 8% 47 8%

Baik Count 38 38

% of Total 41.3% 41.3%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

KTR2 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

KTR2  Kurang Count 12 12
% of Total 13.0% 13.0%

Cukup Count 49 49L

% of Total 53.3% 53.3%

Baik Count 28 28

% of Total 30.4% 30.4%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Totat Count 92 g2
% of Total 100.0% 100.0%
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KTR3 * N Crossiabulation

N
Frekuansi Total

KTR3  Kurang Count 9 9
% of Total 9.8% $.8%

Cukup Count 40 40|

% of Total 43.5% 43.5%

Baik Count 40 40

% of Tota! 43.5% 43.5%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Total Count 92 92
% of Toia! 100.0% 100.0%

KTR4 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

KTR4  Sangat Kurang Count 4 4
% of Total 4.3% 4.3%

Kurang Count 7 7

% of Total 7.6% 7.6%

Cukup Count 37 37

% of Total 40.2% 40.2%

Baik Count 43 43

% of Total 46.7% 46.7%

Sangat Baik Count 1 1

% of Total 1.1% 1.1%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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KTRS * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

KTRS  Kurang Count 10 10
% of Total 10.9% 10.9%

Cukup Count 29 29

% of Total 31.5% 31.5%

Baik Count 51 51

% of Total 55.4% 55.4%

Sangat Baik Count Z 2

% of Tatal 2.2% 2.2%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

KTR6 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

KTR6  Kurang Count 4 4
% of Total 4.3% 4.3%

Cukup Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Baik Count 50 50

% of Total 54.3% 54.3%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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KTR? * N Crosstabulation

N

Frekuansi Tolal
KTR7  Kurang Count 17 17
. % of Total 18.5% 18.5%
Cukup Count 29 29
% of Total 31.5% 31.5%
Baik Count 44 44
% of Total 47.8% 47.8%
Sangat Baik Count 2 2
% of Total 2.2% 2.2%
Total Count 92 92
% aof Total 100.0% 100.0%

KTR8 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Totat

KTR8  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 14 14

% of Total 15.2% 15.2%)

Cukup Count 37 37

% of Total 40.2% 40.2%

Baik Count 38 38

% of Total 41.3% 41.3%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010



KTRS * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

KTRS  Kurang Count 14 14

% of Total 15.2% 15.2%

Cukup Count 38 38

% of Tolal 41.3% 41.3%

Baik Count 38 38

% of Total 41.3% 41.3%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%

KTR10 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

KTR10 Kurang Count 15 15
% of Total 16.3% 16.3%
Cukup Count 36 |

% of Total 39.1% 39.1%

Baik Count 38 38

% of Total 41.3% 41.3%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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KTR11 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

iKTRﬂ Kurang Count i1 1"
% of Total 12.0% 12.0%

Cukup Count 37 37

% of Total 40.2% 40.2%

Baik Ceount 40 40

% of Total 43.5% 43.5%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

KTR12 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

KTR12 Kurang Count 12 12
% of Total 13.0% 13.0%

Cukup Count 3B 38

% of Total 41.3% 41.3%

Baik Count 39 39

% of Total 42.4% 42.4%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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GHK1 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

GK1 Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 4 4

% of Tatal 4.3% 4.3%

Cukup Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Baik Count 49 49

% of Total 53.3% 53.3%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

GK2 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

GK2 Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 5 5

% of Total 5.4% 5.4%

Cukup Count 33 33

% of Total 35.9% 35.9%

Baik Count 50 50

% of Total 54.3% 54.3%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.2% 3.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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GK3 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

GK3 Kurang Count 4 4
% of Total 4.3% 4.3%

Cukup Count 28 28

% of Total 30.4% 30.4%
Baik Count 59 59“

% of Total 64.1% 64.1%

Sangat Baik Count 1 1

% of Total 1.1% 1.1%

Total Count a2 92
% of Tatal 100.0% 100.0%

GK4 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

GK4 Kurang Count 1 1
% of Tolal 1.1% 1.1%

Cukup Count 32 32

% of Total 34.8% 34.8%

Baik Count 56 56

% of Total 60.9% 60.9%

Sangal Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Total Caunt 92 9z
% of Total 100.0% 100.0%
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GKS * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

GK5 Kurang Count 2 2
% of Total 2.2% 22%

Cukup Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Baik Count o4 54

% of Total 58.7% 58.7%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92
% of Tota! 100.0% 100.0%

GK6 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

GKB Kurang Count 4 4
% of Total 4.3% 4.3%

Cukup Count 33 33

% of Total 35.9% 35.9%

Baik Count 50 50

% of Total 54.3% 54.3%

Sangat Baik Count 5 8

% of Total 5.4% 54%

Total Count g2 92
% of Total 100.0% 100.0%
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GK7 * N Crosstabulation

N
Frekvansi Total

GK7 Kurang Count 7 7
% of Tatal T6% 7.6%

Cukup Count 26 26

% of Total 28.3% 28.3%

Baik Count 85 55

% of Total 59.5% 59.8%

Sangat Baik Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

GKB3 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

GKE8 Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%,

Cukup Count 26 26

% of Total 28.3% 28.3%

Baik Count 55 55

% of Total 59.8% 59.8%

Sangat Baik Count & )

% of Total 6.5% 6.5%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STF1 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STF1  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 10 10

% of Tolal 10.9% 10.9%
Cukup Count 29 291

% of Total 31.5% 31.5%
Baik Count 50 50¢

% of Total 54.3% 54.3%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count a2 92
% of Total 100.0% 100.0%

STF2 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STF2  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%

Kurang Count 12 12

% of Total 13.0% 13.0%

Cukup Count 24 24

% of Total 26.1% 26.1%

Baik Count 52 52

% of Total 56.5% 56.5%

Sangat Baik Count 3 3

% of Total 3.3% 3.3%

Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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STF3 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total
5TF3  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%
Kurang Count 10 10]
% of Total 10.8% 10.9%
Cukup Count 31 31
% of Total 33.7% 33.7%
Baik Count 44 44
% of Total 47 8% 47.8%
Sangat Baik Count 6 6
% of Total 6.5% 6.5%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
STF4 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total
STF4  Kurang Count 14 14
% of Total 156.2% 15.2%
Cukup Count 33 33
% of Total 35.9% 35.9%
Baik Count 43 43
% of Total 48.7% 46.7%
Sangat Baik Count 2 2
% af Total 22% 2.2%
Total Count 92 g2
% of Tolal 100.0% 100.0%
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STFS5 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STFS  Kurang Count 7 7

% of Total 7.6% 7.6%

Cukup Count 32 32

% of Total 34.8% 34.8%

Baik Count 47 47

% of Total 51.1% 51.1%

Sangat Baik Count 6 5]

% of Total 6.5% 6.5%

Total Count Q2 92

% of Total 100.0% 100.0%

§TF6 * N Crosstabulation
N

Frekuansi Total
STF6  Sangat Kurang Couni 1 1
% of Total 1.1% 1.1%
Kurang Count 24 24
% of Total 26.1% 26.1%
Cukup Count 39 39
% of Total 42.4% 42.4%
Baik Count 27 27
% of Total 29.3% 29.3%
Sangat Baik Count 1 1
% of Tatal 1.1% 1.1%
Total Count 92 92
% of Total 100 0% 100.0%
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STF7 * N Crosstabulation

N

Frekuansi Total
STF7  Sangat Kurang Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%
Kurang Count 12 12
% of Total 13.0% 13.0%,
Cukup Count 51 51
% of Total 55.4% 55.4%
Baik Count 27 27
% of Total 29.3% 29.3%
Sangat Baik Count 1 1
% of Total 1.1% 1.1%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%

STF8 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STF8  Kurang Count 12 12

% of Total 13.0% 13.0%,

Cukup Count 48 43

% of Total 52.2% §52.2%

Baik Count 30 30

% of Total 32.6% 32.8%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%
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STF9 * N Crosstabulation

N
Frekuansi Total

STF9  Sangat Kurang Count 4 4

% of Total 4.3% 4.3%

Kurang Count 34 34

% of Total 37.0% 37.0%

Cukup Count 35 35

% of Total 38.0% 38.0%

Baik Count 17 17

% of Total 18.5% 18.5%

Sangat Baik Count 2 2

% of Total 2.2% 2.2%

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%

STF10 * N Crosstabulation
N
Frekuansi Total

STF10  Sangat Kurang Gount 2 2
% of Total 2.2% 2.2%
Kurang Count 23 23
% of Total 25.0% 25.0%
Cukup Count 43 43
% of Total 46.7% 46.7%
Baik Count 24 24
% of Total 26.1% 26.1%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100 0%

Analisis kinerja..., Dwi Retnaningtyas, Pascasarjana Ul, 2010




Deskripsi Data Di atas dan Di bawah Mean

Cases
Valid Missing Total
M Percent N Percent Percent
B-STRK*N 92 100.0% 0 0% a2 100.0%
B-STRA*N 92 100.0% 0 0% 92 100.0%
8-8IS*N 92 100.0% 0 0% 92 100.0%
B-NB* N g2 100.0% t] 0% 92 100.0%
B-KTR * N 92 100.0% 0 .0% 92 100.0%
B-GK*N 92 100.0% D 0% 92 100.0%
B-STF * N 92 100.0% D 0% 92 100.0%
B-Indeks * N 92 100.0% 0 0% 92 100.0%
B-STRK * N Crosstabulation
N
Jumlah Total
B-STRK Di bawah Mean Count 43 43
% of Tolal 46.7% 46.7%
Di Atas Mean Count 49 49
| % of Total 53.3% 53.3%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
B-STRA * N Crosstabulation
N
Jumlah Total
B-STRA  Di bawah Mean Count 40 40
% of Total 43.5% 43.5%
Di Atas Mean Count 52 52
% of Total 56.5% 56.5%
Totai Count 52 82
% of Total 100.0% 100.0%
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B-SIS * N Crosstabulation

N
Jumiah Total

B-31S  Dibawah Mean Count 43 43

% of Total 46.7% 46 7%

Di Atas Mean Count 49 49

% of Total 53.3% 53.3%

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%

B-NB " N Crosstabulation
N
Jumilah Total

|B-NB Di bawah Mean Count 40 40

% of Total 43.5% 43.5%

Di Atas Mean Count 52 52

% of Total 56.5% 56.5%

Total Count 92 92

% of Total 100.0% 100.0%

B-KTR * N Crosstabulation
N
Jumlah Total

B-KTR Di bawah Mean Count 48 48
% of Total 52.2% 52.2%,
Di Atas Mean Count 44 44
% of Total 47.8% 47.8%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
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B-GK * N Crosstabulation

N
Jumiah Total
B-GK  Dibawah Mean Count 35 35
% of Total 38.0% 38.0%
Di Atas Mean Count 57 57
% of Total 62.0% 62.0%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
B-STF * N Crosstabulation
N
Jumtah Total
B-STF  Di bawah Mean Count 46 46
% of Total 50.0% 50.0%
Di Alas Mean Count 46 46
% of Total 50.0% 50.0%
Total Count 92 92
% of Total 100.0% 100.0%
B-Indeks * N Crosstabulation
N
Jumiah Total
|B-Indeks Di bawah Mean Count 43 43
% of Total 45.7% 46.7%
Di Atas Mean Count 49 49
% of Total 53.3% 53.3%
Total Count 92 a2
% of Total 100.0% 100.0%
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